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Abstract This study aims to explain the factors that lead to social change in the village society farmer Gunong Meulinteung Panga District of Aceh Jaya district. The method used in this research is qualitative method. The data in this research was obtained through literature (library research) and field research. The research literature is done by reading text books, while research conducted field research by interviewing informants. The results showed that in the process of social change Gampong Gunong Meulinteung Panga District of Aceh Jaya district, there has been a shift in community work Gampong Gunong Meulinteung to earn income and income from the local economy who previously worked as a rice farmer turned into oil palm planters community. Social change in this community work caused by several factors: internal factors that consist of Population changes, new invention, lack of facilities.External factors consist of no irrigation factors, factors of rice pests, natural factors, the influence of other people.



Keywords: Social Change, Farmers Rice and Oil Palm Plantations



1. PENDAHULUAN Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan (Burhan Bungin, 2009). Perubahan sosial yang terjadi bisa ke arah perubahan yang lebih baik (progres) maupun ke arah yang negatif atau buruk (regres). (Taufik Rahman, 2000). Perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat (revolusi) bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Di samping itu ada juga perubahan-perubahan yang prosesnya lambat (evolusi) atau juga sering disebut sebagai perubahan sosial secara perlahan-lahan. Perubahan sosial dalam masyarakat tersebut memiliki
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pengaruh untuk masyarakat itu sendiri, terdapat adanya perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh luas maupun terbatas. (Slamet Santoso, 2004). Gampong Gunong Meulinteung adalah salah satu Gampong yang mengalami perubahan sosial yang bisa disebutkan sebagai perubahan revolusi. Dimana perubahan yang terjadi pada masyarakat terjadi secara cepat. Hal ini dapat terlihat dari perubahan mata pencaharian masyarakat Gampong gunong Meulinteung dari sebelumnya sebagai petani berubah menjadi pekebun.Kebun yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat Gampong Gunong Meulinteung yaitu kebun sawit. Hal ini memiliki berbagai pertimbangan dan perkiraan dari masyarakat itu sendiri. Pemikiran terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga merubah mata pencaharian masyarakat. pertimbangan yang paling diperhatikan oleh masyarakat yaitu biaya perawatan yang dikeluarkan untuk merawat tanaman sawit tidak sesulit yang dilakukan untuk merawat tanaman padi di sawah. Gampong gunong Meulinteung adalah salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Terbentuknya Gampong Gunong Meulinteung diawali oleh keinginan oleh sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu. Gampong Gunong Meulinteung merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Panga Pucok Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak 8 KM dari Pusat Kecamatan. Luas wilayah Gampong Gunong Meulinteung adalah 1.200 Ha, yang terbagi kedalam 2 Dusun yaitu Dusun Alue Meuh dan Dusun Gunong Kameng dengan jumlah penduduk 146 Jiwa dan 44 KK yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani sawah, sebahagian kecil petani kebun dan yang lainnya sebagai bedagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Gampong Gunong Meulinteung, membuktikan bahwa pada awalnya, masyarakat Gampong Gunong Meulinteung adalah masyarakat petani sawah. Namun beberapa tahun terakhir ini masyarakat mulai mengubah mata pencahariannya dengan menggalakkan perkebunan sawit. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen padi yang dihasilkan oleh masyarakat Gampong Gunong Meulinteung, pada tahun 2015 jumlah padi yang dihasilkan oleh setiap masyarakat sangat menurun yaitu sekitar 700 Kg, sedangkan pada tahun sebelumnya masyarakat paling kurang biasanya mendapatkan hasil panen padi sebanyak 1.200 Kg. Sektor andalan masyarakat Gampong Gunong Meulinteung adalah usaha dibidang pertanian tanaman. Kontribusi ekonomi terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, akan tetapi peranan sektor ini terus mengalami penurunan selama periode tahun 2012 hingga 2016. Hal ini seperti yang disebutkan oleh YS “beberapa tahun terakhir ini kami selalu mendapatkan hasil panen padinya kurang. Padahal kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Namun hingga tahun 2017 ini kami masih saja menurun malah semakin parah menurunnya” (wawancara, 14 Februari
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2017). Perkembangan produksi padi masyarakat Gampong Gunong Meulinteung dari tahun ke tahun mengalami dinamika, Pada tahun 2016 jumlah perolehan hasil panen padi sebanyak masyarakat Gampong Gunong Meulinteung perorangnya hanya sebesar 700 Kg per Kepala Keluarga (KK), atau menurun dari capaian produksi padi pada tahun 2013 yang telah mencapai 1,2 ton per KK. (wawancara, 14 Februari 2017). Dampak perubahan sosial masyarakat tani berdasarkan mata pencaharian baik di bidang pertanian maupun non-pertanian terkait erat dengan persoalan ketersediaan sumber daya, beragam pelaku dan kepentingan terhadap sumber daya, aturan formal dan informal yang diberlakukan, serta hubungan sosial ekonomi dan budaya dalam suatu masyarakat. Aspek-aspek tersebut secara langsung atau tidak langsung saling pengaruh-mempengaruhi pilihan bentuk penghidupan masyarakat, karena menentukan akses dan kontrol masyarakat atas sumber penghidupan, mekanisme-mekanisme pertukaran yang harus ditempuh, serta syarat bagi keberlangsungan untuk mempertahankan produksi atas sumber penghidupan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh jaya dari sebelumnya sebagai petani menjadi pekebun sawit? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh jaya dari sebelumnya sebagai petani menjadi pekebun sawit. 2. TINJAUANPUSTAKA Adapun teori yang digunakan dalampenelitian ini yaituteorinya Horton (2000) tentang perubahan sosial.Menurut Horton (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri atas faktor internal dan faktorfaktor eksternal. Faktor internal yakni kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan yang mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini yang mencakupterutama factordemografis(kependudukan),faktor adanya penemuan baru, serta adanya konflik internal dalam masyarakat. Faktor-faktor Demografis adalah semua perkembangan yang berkaitan dengan aspek demografis atau kependudukan, yang mencakup jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk. Sedangkan faktor penemuan-penemuan baru, adalah adanya penemuan di kalangan atau oleh warga masyarakat berkaitan dengan suatu alat atau cara yang selanjutnya diterima penggunaannya secara luas oleh masyarakat, dan karena itu mempengaruhi
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perkembangan kehidupan sosial mereka. Sementara itu, faktor konflik internal adalah pertentangan yang timbul di kalangan warga atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan persepsi yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok. Horton (2000) juga menyebutkan Faktor eksternal yaitu kondisi atau perkembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam faktor eksternal, yang terpenting di antaranya adalah pengaruh lingkungan alam, pengaruh unsur kebudayaan maupun aktualisasi, faktor eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya penaklukan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangsa lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya perubahan sosial terutama di kalangan bangsa yang kalah perang (Horton dalam Johnson 2010). Faktor Internal Penyebab Perubahan Sosial Horton (2000) kemudian memilah faktor-faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Faktor internal atau yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yaitu terdiri dari perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. a. Perubahan penduduk, setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial, di antaranya adalah interaksi sosial dan sosialisasi. b. Penemuan-penemuan baru, penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial jika hasil penemuan tersebut didayagunakan. Manakala suatu pengetahuan baru dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi, biasanya akan disusul oleh perubahan yang besar (Horton, 2000). c. Konflik dalam Masyarakat, adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan, pendapat, status sosial,konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, antara individu dengan kelompok, dan antargenerasi. Suatu konflik yang kemudian disadari akan memecahkan ikatan sosial biasanya akan diikuti dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial. Jika demikian, biasanya akan terbentuk suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik (Horton, 2000). Faktor Eksternal Penyebab Perubahan Sosial Selain faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, Horton juga menyebutkan bahwa ada faktor eksternal yang penyebab perubahan sosial selain bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri juga dapat bersumber dari luar masyarakat itu.
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a. Faktor Alam yang Ada di Sekitar Masyarakat Berubah, alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi lambat laun dapat merusak alam.Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam. Oleh karena itu akan terjadi perusakan alam. b. Peperangan, terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dari individu-individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. betapa tidak, perang pasti akan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan akan membawa perubahan dalam masyarakat tersebut, baik besar maupun kecil. c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, di era globalisasi sekarang ini, pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Adanya hubungan kerja sama antar negara serta sarana komunikasi dan informasi yang semakin canggih, seperti televisi, radio, dan internet memudahkan pengaruh kebudayaan masyarakat lain masuk dalam suatu negara. Akibatnya muncul perubahan pada masyarakat yang menerima pengaruh kebudayaan itu. (Horton 2000) kemudian menambahkan beberapa faktor yang turut menjadi penentu dan kadar perubahan sosial, yaitu: a. Lingkungan fisik, sepanjang sejarah, banyak kelompok manusia mengubah lingkungan fisik mereka dengan melakukan migrasi. b. Struktur Sosial, struktur masyarakat memengaruhi kadar perubahan masyarakat secara halus dan pengaruhnya tidak dapat dilihat secara langsung. c. Sikap dan nilai-nilai, bagi kita, perubahan merupakan suatu hal yang biasa dan wajar selayaknya air yang mengalir. Hal itu berbeda dengan kebanyakan orang Barat yang memiliki kebanggaan apabila dapat melakukan perubahan, dalam arti menghasilkan penemuan-penemuan baru, serta bersikap progresif dan tidak ketinggalan zaman.Selain itu, masyarakat yang berubah secara cepat dapat memahami perubahan sosial. Para anggota masyarakatnya bersikap skeptis dan kritis terhadap beberapa bagian dari kebudayaan tradisional mereka dan selalu berupaya melakukan eksperimeneksperimen baru. Sikap seperti itu sangat merangsang saran dan penerimaan perubahan di kalangan anggota masyarakat. d. Kebutuhan yang dianggap perlu, kebutuhan bersifat subjektif. Kebutuhan dianggap nyata jika orang merasa bahwa kebutuhan itu memang nyata. Jika orang belum merasa butuh, maka orang akan tetap menolak perubahan, dan hanya kebutuhan yang dianggap perlu oleh masyarakat yang memegang peran menentukan. Beberapa penemuan praktis terabaikan hingga saat masyarakat membutuhkan kegunaan dari penemuan tersebut.



6 Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________



3. METODEPENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitan ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan ke lapangan. Studi kepustakan dilakukan dengan mencari berbagai referensi yang mendukung terhadap kasus yang diangkat. Sedangkan ke lapangan dengan observasi serta melihat dan memantaudan terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu aparatur Gampong Gunong Meulinteung, masyarakat Tani, masyarakat pekebun, masyarakat yang berubah mata pencaharian dan tokoh pemuda. 4. TEMUAN DANPEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sosial di masyarakat Gampong Gunong Meulinteung. Perubahan dalam masyarakat selalu terjadi meskipun tidak terjadi secara cepat. Tidak terkecuali pada sekelompok masyarakat desa yang terbelakangpun dalam waktu cepat maupun lambat akan mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai norma sosial, pola perilaku sosial, perubahan status sosial, perubahan bentuk mata pencaharian dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan dalam suatu masyarakat dapat memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat. Daya gerak perubahan masyarakat dapat berasal dari luar atau dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto bahwa, setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga. Setiap orang yang bekerja memiliki keinginan untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarganya. Para petani dalam pengelolaan usaha taninya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan untukmemenuhi kebutuhan keluarga yang disebut usaha tani subsisten, dan yang bertujuan mencari keuntungan yang disebut usaha tani komersial. Petani Sawit pada umumnya bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih besar dari pada penghasilan yang didapatkan dari panen padi dalam meningkatkan penghasilan atau pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan mata pencaharian adalah salah satu contoh fenomena perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Mata pencaharian merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya seharihari. Setiap individu dalam masyarakat harus mempunyai pekerjaan pokok
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untuk menopang kebutuhan ekonomi dan kehidupan yang mapan yang diimpikan oleh setiap orang untuk keluarganya. Dalam perkembangannya, mata pencaharian seseorang sering berubah, yang biasa disebut perubahan mata pencaharian atau transformasi pekerjaan. Perubahan mata pencaharian atau biasa disebut transformasi pekerjaan dapat dilihat dari unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok yang terdapat didalamnya adalah pertama; transformasi pekerjaan biasanya ditandai dengan adanya perubahan orientasi masyarakat mengenai mata pencaharian. Perubahan orientasi mata pencaharian disini diartikan sebagai perubahan pemikiran masyarakat yang akan menentukan dan mempengaruhi tindakannya di kemudian hari, dalam hal mata pencaharian atau pekerjaan pokok. Setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan tidak berjalan secara tiba-tiba, namun mempunyai gejala atau tahapan-tahapan sebelum mengalami perubahan. Setiap desa punya kecenderungan untuk bergerak menuju pola kota. Perubahan dapat terjadi karena direncanakan secara sistematis, namun juga dapat terjadi tanpa terkontrol atau tidak terencana terlebih dahulu dalam (Prambudi, I 2010). Perubahan yang terjadi di Gampong Gunong Meulinteung tidak direncanakan oleh pembuat kebijakan yang menentukan arah dari perubahan yang dituju. Perubahan apapun bentuknya akan meninggalkan bentuk yang diubah dan akan berjalan menuju kepada bentuk yang baru yang diharapkan (meskipun tidak direncanakan tapi perubahan biasa diharapkan). Perubahan akan diketahui apabila dilakukan perbandingan, artinya melakukan penelaahan pada suatu keadaan tertentu dan kemudian membandingkannya dengan keadaan masyarakat pada masa lalu. Perubahan sosial termasuk suatu fenomena sosial yang berkaitan erat dengan waktu. Pengalaman dan gagasan tentang waktu berasal dari perubahan sifat realitas. Salah satu bentuk kaitan yang terjadi adalah rentetan: yang lebih dulu dan yang kemudian menghubungkan peristiwa dalam satu mata rantai atau proses. Perubahan mata pencaharian masyarakat Gampong Gunong Meulinteung terlihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang telah berubah mata pencahariannya dari sebelumnya sebagai petani padi menjadi pekebun sawit. Hal ini memiliki berbagai pertimbangan dan perkiraan dari masyarakat itu sendiri. Pemikiran terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga merubah mata pencaharian masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan untuk merawat tanaman sawit tidak sesulit yang dilakukan untuk merawat tanaman padi di sawah. Secara umum, sebab terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama.Padaumumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebutmungkin bersumber pada masysarakat itu sendiri (faktor internal) dan
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ada sebab-sebab yang dipengaruhidari luar (faktor eksternal). Seperti yang dikatakan oleh Horton bahwa ada penyebab atau faktor-faktor yang membuat masyarakat Gampong Gunong Meulinteung berubah. Adapun penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat Gampong Gunong Meulinteung adalah sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat Gunong Meulinteung adalah sebagai berikut: Perubahan Jumlah Penduduk Perubahan jumlah penduduk merupakanfaktor utama yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan jumlah penduduk dalam suatu daerah dapat dilihat baik bertambah maupun berkurang. Pertambahan penduduk yang terjadi sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatnya. Setiap orang mengenal hak milik individual atas tanah-tanah yang telah dimiliki, sewa tanah, bagi hasil dan lain sebagainya yang sebelumnya belum dikenal. Perubahan sosial yang terjadi di Gampong Gunong Meulinteung disebabkan oleh perubahan penduduk. Jumlah penduduk Gampong Gunong Meulinteungsetiap tahunnya mengalami perubahan yaitu semakin meningkat atau bertambah. Pada tahun 2010 jumlah KK di Gampong Gunong Meulinteung berjumlah 38KK, dan pada tahun 2016 berjumlah 48 KK. Ini merupakan hasil yang sangat siknifikan bertambah. Melalui jumlah KK yang semakin bertambah tentu jumlah masyarakatnya juga bertambah. Adapun perkembangan jumlah penduduk di Gampong Gunong Meulinteung dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel I Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Gunong Meulinteung T a h u n



Jumlah KK



Jumlah Penduduk



2 0 1 2 3 8 1 4 2 0 1 3 4 0 1 4 2 0 1 4 4 2 1 5 2 0 1 5 4 5 1 6 2 0 1 6 4 8 1 7 Sumber : Sekretariat Gampong Gunong Meulinteung, 2016.



2 8 0 5 8



Data diatas menunjukkan bahwa ada perkembangan jumlah kepala keluarga disetiap tahunnya di Gampong Gunong Meulinteung.
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Peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan semakin berkurangnya tempat atau lokasi baik untuk mendirikan bangunan maupun untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Penemuan Baru Suatu proses sosial yang besar, tetapi terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama atau singkat disebut inovasi. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai jalannya unsur-unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penenemuan baru di masyarakat Gampong Gunong Meulinteung yaitu adanya unsur-unsur kebiasaan lama masyarakat Gampong Gunong Meulinteung yang dulunya bekerja sebagai petani sawah berubah menjadi sebagai pekebun sawit. Hal ini tentu saja merupakan suatu bentuk inovasi dan disebut sebagai penemuan baru. Karena masyarakat sudah mulai menerima, mempelajari dan akhirnya diterapkan di dalam pekerjaan masyarakat Gampong Gunong Meulinteung. Masyarakat Gampong Gunong Meulinteung mengakui bahwa menanam sawit awalnya bukanlah berasal dari pemikiran masyarakat itu sendiri. Tetapi ketika melihat pengusaha-pengusaha sawit mulai sukses dalam menggeluti sawitnya (wawancara, 27 Februari 2017). Kesadaran masing-masing masyarakat akankekurangannya di dalam kebiasaanya sendiri menimbulkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan di dalam hidupnya. Dalam kebiasanya, masyarakat Gampong Gunong Meulinteung sering memiliki berbagai tantangan bahkan akan menyebabkan mereka rugi dalam bekerja sebagai petani. Sehingga muncul kesadaran dari masyarakat bahwa dengan beralihfungsikan sawah dijadikan sebagai kebun sawit akanlebih membuat kesejahteraan bagi keluarga petani terutama dalam bidang peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat mau berubah dan beralih pekerjaannya. Didalam setiap masyarakat tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebiasaan masyarakatnya itu sendiri. Sebagian orang menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai hal yang diterima begitu saja. Sebagian orang yang tidak puas dengan keadaan akan tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Kurangnya Fasilitas Kemajuan teknologi di bidang pertanian di Indonesia ditandai dengan perubahan yang mendasar pada pola-pola pertanian, dari cara-cara
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tradisional menjadi cara-cara yang lebih maju. Perubahan-perubahan tersebut meliputi beberapa hal, antara lain dalam pengelolahan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, pengunaan sarana-sarana produksi pertanian, dan pengaturan waktu panen. Namun kurangnya fasilitas yang didapatkan oleh masyarakat Gampong Gunong Meulinteung menyebabkan terjadinya pergesekan didalam masyarakat. Fasilitasnya yang tidak mendukung yaitu seperti tidakadanya mesin pertanian untuk mengolah tanah agar dapat menanam padi. Sehingga terjadinya ketimpangan antara petani yang memiliki mesin pertanian dan petani yang tidak memiliki mesin pertanian. b. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat.Adapun Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat Gunong Meulinteung adalah sebagai berikut: Tidak Ada Irigasi Tidak adanya irigasi di Kawasan AlueMeuh Gampong Gunong Meulinteung menjadi faktor faktor utama dari faktor eksternal. Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sampai saat ini belum membangun irigasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengaliri air untuk kebutuhan persawahan masyarakat desa. Sehingga beberapa lahan persawahan masyarakat menjadi kering dan bahkan sejak tahun 2014 yang lalu beberapa masyarakat mengalihfungsikan lahannya menjadi kebun sawit. Akibatnya, lahan pertanian menjadi sempit, serta banyak para buruh tani yang kehilangan lahan untuk bertani dan terpaksa bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerjaan yang lainnya. Faktor Hama Padi Faktor hama padi juga membuat masyarakat Gampong Gunong Meulinteung berubah pikirannya untuk mengalihkan lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan sawit. Beberapa informan menyebutkan bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan untuk merawat tanaman sawit tidak sesulit yang dilakukan untuk merawat tanaman padi di sawah, mulai dari pupuk untuk hama seperti untuk hama keong, hama bana (Geusong), hama tikus dan burung pipit. Hal ini tentu sangat membutuhkan perhatian dari para petani untuk selalu mengurusnya dengan baik. Sedangkan dalam mengurus sawit perhatian masyarakat tidak begitu dibutuhkan hanya perlu perhatiannya sekitar 15 hari sekali jika sudah panen.
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Faktor Alam Adapunyang menjadi faktor alam diasini yaituadanya perubahan cuaca disaat yang sudah tidak dapat diprediksi oleh masyarakat. Faktor alam di Gampong Gunong Meulinteung adalah biasanya pada saat musim untuk pembibitan padi, terjadi kemarau yang panjang. Dan pada saat hasil panen sudah bisa untuk diambil oleh masyarakat justeru banjir datang menghampirinya. Kondisi ini terkadang memaksa masyarakat daerah Gampong Gunong Meulinteunguntuk mengalihkan fungsikan dari persawahan menjadi perkebunan sawit. Pengaruh Masyarakat Lain Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong Gunong Meulinteung tidak terlepas dari pengaruh pihak lain untuk mengajak masyarakat Gampong Gunong Meulinteung agar menanam sawit. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat, mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal-balik, artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, selain itu, juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lainnya. Pengaruh masyarakat lain terhadap masyarakat Gampong Gunong Meulinteungsangat besar yaitu masyarakat luar daerah lain yang sudah lama menjadikan wilayahnya sebagai wilayah perkebunan sawit mulai diikuti oleh masyarakat Gampong Gunong Meulinteungdengan mengalihfungsikan lahan pertanian padi menjadikan sebagai wilayah perkebunan sawit. Selain itu, kedekatan antara masyarakat Gampong Gunong Meulinteungdengan beberapa pengusaha sawit telah mampu mempengaruhi masyarakat Gampong Gunong Meulinteunguntuk mengalihfungsikan lahan pertanian sawahnya menjadi wilayah perkebunan sawit. Berdasarkan penjelasan dan analisis diatas dapat dilihat bahwa proses perubahan sosial yang terjadi di Gampong Gunong MeulinteungKecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal yang pada akhirnya menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya pada bidang peralihan pekerjaan masyarakat dari sebelumnya bekerja sebagai petani sawah berubah menjadi pekerja kebun sawit.
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5. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan dan analisis data diatas menunjukkan bahwa dalam proses perubahan sosial masyarakat Gampong Gunong MeulinteungKecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya telah terjadi pergesaran pada bidang pekerjaan masyarakat Gampong Gunong Meulinteungdari yang sebelumnya bekerja sebagai petani sawah berubah menjadi masyarakat pekebun sawit. Perubahan sosial di bidang pekerjaan masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor ekternal dan faktor. Seperti yang dikatakan oleh Horton (2000) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh faktor internal (perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru dan konflik dalam masyarakat) dan faktor ekternal (faktor alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, lingkungan fisik, struktur sosial, serta sikap dan nilai-nilai. Namun dalam kasus perubahan sosial yang terjadi di masyarrakat Gampong Gunong MeulinteungKecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, faktor yang membuat masyarakat berpindah mata pencaharian pekerjaan dari sebelumnya sebagai petani sawah menjadi pekebun Sawit tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan oleh Horton. Namun fakta dilapangan mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat Gampong Gunong Meulinteungdipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal yang terdiri dari perubahan jumlah penduduk, penenemuan baru, kurangnya fasilitas faktor eksternal yang terdiri dari faktor tidak ada irigasi, faktor hama padi, faktor alam, pengaruh masyarakat lain. Saran Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran baik kepada pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, maupun kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gampong Gunong Meulinteung. Pertama, kepada pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus bertindak sebelum kehilangan lahanlahan untuk dijadikan sebagai area persawahan sehingga ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dapat terjamin dengan baik. Selain itu, pemerintah kabupaten Aceh Jaya juga harus membangun irigasi serta memperhatikan masyarakat petani sawah dengan memberikan fasilitas bibit padi, pupuk serta memberikan bantuan hantraktor kepada masyarakat petani sawah di Gampong Gunong Meulinteungagar masyarakat mempertahankan wilayah persawahan tersebut sehingga masyarakat menjadi kurang tertarik untuk mengalihfungsikan lahan mereka. Kedua, kepada pihak kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya khususnya masyarakat yang berada di Gampong Gunong Meulinteung, Untuk
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kedepannya disarankan agar tidak semua wilayah lahan sawah dialihfungsikan lahan sawah menjadi wilayah perkebunan. Meskipun dengan mengalihkan lahan sawah ke lahan perkebunan sawit mengurangi beban masyarakat untuk bertani, namun disisi lain kita akan ke kurangan pangan terutama padi sebagai bahan pokok masyarakat Indonesia. 6. DAFTAR PUSTAKA Buku Bungin, Burhan. (ed)2009. Sosioloogi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Rahman, Taufik D., Dkk. (ed). 2000. Panduan Belajar Sosiologi. Bogor: Yudhistira Santoso, Slamet. (ed). 2004. Dinamika Kelompok. Jakarta: Bumi Aksara. Soerjono Soekanto. (ed). 2003. Judul : Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Horton, Paul B & Chester L.Hun. (ed). 2000. Sosiologi Jilid II. Jakarta: Erlangga Johnson, Dayle Paul. (ed). 1994, Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. III
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Abstract



Government of Aceh and its regencies show commitment to public information transparency. Nevertheless, the implementation of UU KIP is still not maximized as applicable regulations. This is shown by a number of public information dispute submitted to the Commission on Information Aceh (Komisi Informasi Aceh--KIA) related information which is the obligation of Public Institutions..This research was conducted through a quantitative approach, with the survey method. The aims of research are to determine the readiness of the Public Institutions of West Aceh in implementing the constituent on Public Information, to investigate the Public Information Service in West Aceh Government in providing and announcing regular information and information immediately via the website / bulletin board at the Public Institutions, to know and see the direct efforts of the Public Institutions of West Aceh in preparing and providing the information available at any time to the applicant information, and to submit the feedback to the Public Institutions of West Aceh based on the results of research, so the strengthening of the main PPID and maid PPID in West Aceh. This research was conducted in three stages, namely through independent review, examination of the website and visits to the elected Public Institutions. Keywords: Public Information Transparency, Public Institutions, Public Information.



1. PENDAHULUAN



Upaya Pemerintah Indonesia untuk menjalankan good governance and clean goverment semakin nyata. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Undangundang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008 lalu. Mengingat, keterbukaan informasi publik menjadi keharusan agar pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih dapat berlangsung. Selain itu, partisipasi publik dalam seluruh proses pemerintahan diharapkan semakin meningkat pasca reformasi untuk memastikan perubahan tetap berlangsung di Nusantara. Hasil penelitian ini sudah disampaikan dalam The 1st International Conference On Social & Political Development (ICOSOP), Grand Aston Hotel Medan, November 21-22, 2016 dengan judul INCREASING COMPLIANCE OF PUBLIC INSTITUTIONS WITHIN IMPLEMENTATION THE CONSTITUENT OF PUBLIC INFORMATION TRANSPARENCY IN WEST ACEH. 1
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UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 terdiri dari 16 Bab dan 64 pasal. Berdasarkan Penjelasan Umum UU KIP [2008] dinyatakan bahwa keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Umum UU KIP [2008] juga dinyatakan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat secara luas. Lingkup Badan Publik dalam UU KIP meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebahagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta transparan dan akuntabilitas dengan peran serta masyarakat yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Pemerintahan di Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menunjukkan komitmen yang baik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Penunjukan ini dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012. Selanjutnya, Pemerintah Aceh juga membentuk Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk PPID melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012. Berikutnya, Pemerintah Aceh membentuk Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 19 Juni 2012, dengan SK Gubernur Aceh Nomor 555/389/2012 sebagai pelaksanaan UU KIP2. Selain itu, adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/7266/SJ/2013 tentang Percepatan Pembentukan dan Operasional PPID Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota3, sudah direspon oleh sejumlah Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Aceh. 3 Permendagri No 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan PelayananInformasi Dokumentasi di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah. 2
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Bupati/Walikota di Aceh dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan/penunjukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota. Sampai saat ini sudah terbentuk 23 PPID Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Meskipun demikian, pelaksanaan UU KIP masih belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah sengketa informasi publik di KIA terkait informasi yang menjadi kewajiban badan publik. Merujuk hasil evaluasi KIA selama tiga tahun (2013-2015) lalu, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan UU KIP di Aceh belum menggembirakan dan masih diperlukan upaya serius untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berikutnya, juga diketahui masih rendahnya kepatuhan, komitmen dan dukungan penentu kebijakan pada Dinas/Badan/Instansi sebagai Badan Publik Pemerintah untuk melaksanakan UU KIP. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya ketersediaan layanan, terbatasnya anggaran untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan PPID, bahkan terdapat PPID yang belum mendapat dukungan anggaran dari APBA/APBK. Selain itu, masih terbatasnya sosialisasi UU KIP dan Perki – SLIP (Peraturan Komisi Informasi – Standar Layanan Informasi Publik), sehingga masih banyak pejabat publik serta pelaksana di badan publik dan masyarakat belum terpapar dengan keberadaan UU KIP4. Upaya Pemerintahan di Aceh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penjelasan umum UU KIP yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan “bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undangundang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Selanjutnya, dinyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan 4 Komisi Informasi Aceh, 2013. Laporan Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintah Kabupaten/kota Se Aceh Dalam Pelaksanaan Keterbukaan dan Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh dan Laporan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, Pemerintah Kabupaten/ kota, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik di Aceh – Tahun 2015, Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh dan Komisi Informasi Aceh, 2014 dan 2015. Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
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negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik (Penjelasan umum UU KIP, 2008). Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah peraturan perundang-undangan, baik dari pusat maupun Pemerintah Aceh ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP. Namun, hasil observasi awal di tingkat PPID Utama dan PPID Pembantu (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten-SKPK) di Kabupaten Aceh Barat ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain : 1. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di PPID Pembantu untuk melaksanakan UU KIP. 2. Belum adanya Daftar Informasi Publik (DIP) yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan). 3. Belum tersedianya layanan informasi publik melalui website sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Perki SLIP, terutama informasi yang wajib tersedia secara berkala, informasi yang wajib setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. 4. PPID Utama dan PPID Pembantu sebagian besar belum memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan UU KIP, seperti perangkat komputer yang memadai, meja layanan, serta sarana penunjang administrasi lainnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, peneliti hendak memastikan pelaksanaan dan peningkatan kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP di Kabupaten Aceh Barat. Proses ini sebagai bentuk dukungan agar pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat dapat berlangsung efektif. Sehingga bermuara pada pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Untuk itu, peneliti menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kepatuhan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat melalui PPID Pembantu dalam melaksanakan UU KIP?
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2. Apasaja yang dapat memengaruhi kepatuhan aparatur Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP? 1.1. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 1. Tujuan Umum Untuk meningkatkan kepatuhan Badan Publik Pemerintah di Kabupaten Aceh dalam melaksanakan UU KIP. 2. Tujuan Khusus Tujuan khusus pelaksanaan penelitian tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut: 2.1. Mengetahui kesiapan PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP melalui kajian mandiri (self assessment). 2.2. Mengetahui Layanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan dan mengumumkan informasi berkala dan informasi serta merta (sesuai kewajiban pasal 9 dan pasal 10 UU KIP juncto pasal 11 dan pasal 12 Perki-SLIP), melalui website/papan pengumuman di Badan Publik. 2.3. Mengetahui dan melihat langsung upaya PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyiapkan dan menyediakan informasi yang tersedia setiap saat kepada pemohon informasi (kewajiban pasal 11 UU KIP, juncto pasal 13 Perki-SLIP). 2.4. Menyampaikan umpan balik kepada PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hasil penelitian, sehingga adanya penguatan terhadap PPID Pembantu di SKPK Kabupaten Aceh Barat. Penelitian tentang evaluasi kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP di Aceh telah dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh sejak 2013 hingga 2015. Ruang lingkup kajian pada jenjang provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Perguruan Tinggi Negeri. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan KIA terhadap Badan Publik 2015 lalu, PPID Utama Aceh Barat menduduki peringkat kedua dari 23 kabupaten/kota di Aceh dengan nilai 55,92. Penilaian hasil gabungan antara SAQ, website, dan kunjungan lapangan5. Selama penelitian pada PPID Pembantu di Aceh Barat, peneliti menggunakan pendekatan dan kuesioner yang dilaksanakan oleh KIA dalam melakukan evaluasi Badan Publik di Aceh. Hanya saja cakupan Badan Publik 5Komisi Informasi Aceh, 2014 dan 2015. Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
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berbeda serta fokus pada PPID Pembantu SKPK di Kabupaten Aceh Barat. Penetapan PPID Pembantu ini merujuk Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 619 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. PPID Pembantu (SKPK) dimaksud sebanyak 35 Dinas/Badan/Kantor6. 2.



TINJAUANPUSTAKA



Penelitian ini merujuk pada hasil evaluasi Badan Publik yang dilakukan oleh KIA sejak 2013 hingga 2015. Hanya saja, cakupan evaluasi yang dilakukan mencakup Badan Publik level provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kabupaten/kota di Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup Badan Publik Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat. Rujukan penelitian ini sebagaimana Katherine dan Susan (1998) yang menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan elemen mendasar dalam kerangka perwujudan good governance. Bahkan, dalam perkembangannya menunjukkan adanya suatu keharusan bagi pemerintah (dalam arti luas) untuk lebih akuntabel kepada masyarakat yang diwakilinya tentang bagaimana input dari masyarakat digunakan dalam perumusan kebijakan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa efektifitas partisipasi publik memerlukan dukungan sumber daya tertentu yang harus dimiliki oleh publik maupun pemerintah7. Sumber daya tersebut adalah: 1) Perubahan perilaku dan institusi pemerintahan. Institusi pemerintahan tradisional dengan jenjang hirarkis organisasi yang panjang, perumusan kebijakan yang mendasarkan pada jenjang hirarkis kewenangan, ketertutupan, monopoli informasi, merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan partisipasi publik yang mensyaratkan keterbukaan, fleksibilitas, responsivitas maupun akuntabel. 2) Peningkatan kapasitas asosiasi atau organisasi publik. Peningkatan ini juga harus didukung oleh pemerintah, terutama melalui program ataupun alokasi dana. 3) Kemudahan publik untuk mendapatkan informasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa seringkali isu atau masalah yang diangkat oleh publik tidak disertai dengan data yang akurat, terutama yang menyangkut kebijakan atau program pemerintah, sehingga faktor emosi lebih mendominasi. 6Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 619 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 7 Katherine A. Graham and Susan D. Philips, 1998. “Making Public Participation More Effective: Issue for Local Government”, dalam KA Graham and SD Philips (ed) Citizen Engagment: Lesson In Participation From Local Government, The Institute of Public Administration on Canada, Toronto, Ontario, Canada.
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3. METODEPENELITIAN



Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Survey dalam penelitian ini dilakukan terhadap 35 PPID Pembantu SKPK Pemerintah Kabupaten di Aceh Barat. Metode survey yang digunakan dilaksanakan secara lengkap atau sensus. Secara normatif, survey digunakan untuk memaparkan data dari objek penelitian, menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, dengan sampel penelitian 35 PPID Pembantu SKPK di lingkungan Pemerintah Aceh Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei sampai dengan November 2016. 3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan suatu studi kasus dengan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer adalah jawaban langsung dari informan yang berkaitan dengan persepsi PPID terhadap UU KIP. Data primer bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian. Data primer ini seperti dikatakan Bagong Suyanto dan Sutinah (2008:55) bahwa “data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti (responden). Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu interview guide dan wawancara tidak berstruktur. Sedangkan menurut Bungin (2008:122) “data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan misalnya melalui dokumen”. Data sekunder itu merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Diketahui bahwa sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti, data sekunder memang sudah tersedia, data ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen, laporan, yang berkaitan dengan kajian penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah datadata dari beberapa literatur seperti laporan dan buku-buku yang berkaitan dengan persepsi PPID terhadap UU KIP. 3.3. Metode Pengumpulan Data Proses penelitian Badan Publik ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : 1. Tahap Pertama; disebut dengan self assessment (kajian mandiri) oleh Badan Publik. Pada tahap ini, peneliti mengirimkan kuesioner yang
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harus diisi oleh PPID di Badan Publik, dan selanjutnya dilakukan verifikasi website PPID terkait kewajiban publikasi informasi berkala. 2. Tahap Kedua; disebut dengan kunjungan lapangan. Pada tahap ini, peneliti menetapkan sejumlah Badan Publik terpilih sesuai dengan penetapan pemeringkatan awal dan dipilih Badan Publik (10 % – 15 %) yang masuk nominasi. 3.4. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian Badan Publik adalah suatu alat ukur yang dikembangkan dalam bentuk tabel yang berisi daftar / check list yang memuat pertanyaan dan kalimat untuk mengetahui dan memastikan PPID Badan Publik melaksanakan atau tidaknya ketentuan standar layanan informasi publik sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP, 2010). Instrumen penelitian kepatuhan Badan Publik di Kabupaten Aceh Barat ini terdiri dari: 1. Instrumen Kajian Mandiri (Self Assessment Questionaire/SAQ), yang diperuntukkan pada Badan Publik penyelenggara pemerintahan. Instrumen SAQ ini adalah daftar tilik atau pertanyaan untuk mengukur sejauhmana standar layanan informasi yang sudah dijalankan oleh masing-masing Badan Publik secara mandiri. Instrumen ini mencakup pengukuran 3 (tiga) variabel yaitu mengumumkan, menyediakan dan variabel melayani. 2. Instrumen kajian dan verifikasi website/situs Badan Publik di Kabupaten Aceh Barat, yaitu daftar tilik untuk mengukur layanan informasi Badan Publik dalam menyediakan dan menyampaikan / mengumumkan informasi berkala kepada masyarakat melalui website/situs Badan Publik. 3. Instrumen Visitasi, yaitu daftar tilik yang digunakan pada saat kunjungan lapangan di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengukur ketersediaan informasi setiap saat dan layanan informasi oleh PPID (variabel menyediakan dan melayani). Alat ukur yang akan digunakan adalah berbentuk kuisioner yang terdiri dari 3 (tiga) variabel dan indikator yaitu; a. Mengumumkan Variabel ini mengacu pada pasal 9 UU KIP, sementara sub indikatornya merujuk pada PERKI-SLIP No. 1 Tahun 2000, pasal 11. Terkait indikator kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi berkala terdiri dari:



22 Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________



Profil Badan Publik Laporan Keuangan Laporan akses informasi PengaduanPenyalahgunaan dan pertanggungjawaban wewenang + pengaduan BP 5. Barang dan jasa 6. Regulasi 1. 2. 3. 4.



b. Menyediakan Variabel menyediakan mengacu pada kewajiban menyediakan informasi setiap saat, pasal 11 UU KIP, dengan indikator sebagai berikut: Daftar Informasi Publik (DIP) Peringatan dini Keputusan Badan Publik Surat perjanjian dengan pihak ketiga Data statistik Surat menyurat Rencana strategis SOP pelayanan masyarakat Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID) Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik 11. Daftar penelitian 12. Hasil penelitian 13. Informasi mengenai LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



c. Melayani Dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggara kepemerintahan dan Badan Publik pemerintah, ke 3 (tiga) indikator yang digunakan sebagai berikut: 1. Sarana layanan informasi (Meja Informasi, Petugas Informasi, Papan pengumuman) 2. Laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi 3. Mengembangkan sistem informasi Skema umum daftar tilik /kuisioner sebagai berikut8:



8



Komisi Informasi Aceh, 2014 dan 2015. Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
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Variabel



I. Mengumumkan



Indikator



Sub-Indikator



II.



III.



Menyediakan



Melayani



Indikator



Indikator



Sub-Indikator



Sub-Indikator



Berikut skema penilaian yang dilakukan dalam evaluasi kepatuhan Badan Publik di Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP melalui tahap 1 dan tahap 29:



*Persentase *SAQ 1. Mengumumkan



(25%) 40%



2. Menyediakan 3. Melayani TOTAL



30%



*Visitasi TOTAL 9



Ibid.



Total SAQ & Total VW x 60%



30%



HASIL TAHAP 1



Total SAQ x (25%)



*Verifikasi Website (VW) TOTAL



10 – 15 % Peringkat untuk di Visitasi



(75%)



Total VW x (75%)



(40%) Total Visitasix (40%)



HASIL TAHAP 2
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Berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan di atas, tahap pertama peneliti melakukan pembagian kuesioner pada 35 PPID Pembantu di Kabupaten Aceh Barat. Proses ini disebut Self Assesment Quesioner (SAQ) yang dilakukan sejak 26 – 30 September 2016. Kuesioner tersebut diisi secara mandiri oleh PPID Pembantu. Hasil penilaian tersebut berkaitan dengan informasi yang harus disediakan oleh PPID dengan hasil sebagai berikut :



Total Skor SAQ SKPK Aceh Barat 0,000 5,000 10,00015,00020,00025,000 24,998 23,366 22,820 22,618 20,321 20,168 19,243 18,773 18,593 18,235 17,927 17,618 17,373 16,067 15,605 15,318 Nilai SAQ 12,807 12,693 12,052 12,046 11,789 10,782 9,985 9,637 8,738 8,378



Dinas Sosial Tenaga Kerja dan… Dinas Pendidikan Bagian Humas dan PDE Dinas Bina Marga BAPPEDA Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan… Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Pertanian dan Peternakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Majelis Permusyawaratan Ulama Dinas Cipta Karya & Pengairan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPRK Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah BPBD Satpol PP dan WH



4,010 3,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Grafik 1 : Hasil Penilaian ian SAQ SKPK di Aceh Barat
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Sesuai hasil penilaian dipahami bahwa pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah nilai yang dihasilkan masih dibawah 25% dengan 13 variabel yang harus dilakukan selama pelayanan nan informasi pada publik. Selain itu, kurangnya nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa PPID Pembantu di SKPK Aceh Barat belum melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU KIP serta Perki SLIP. Apalagi masih terdapat 7 PPID Pembantu SKPK yang tidak tidak memperoleh nilai dalam tahapan SAQ ini, dengan rincian 6 PPID Pembantu yang tidak memberi jawaban dan 1 (satu) PPID Pembantu yang tidak mengembalikan kuesioner yakni PPID Pembantu Dinas Syariat Islam. Berikutnya, peneliti melakukan kajian website tiap SKPK. SKPK. Kajian ini dilakukan selama 7 hari kerja sejak 12-18 12 18 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut :



Total Skor Website SKPK Aceh Barat 0,000 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000



Dinas Pendidikan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Bina Marga Badan Kepegawaian… Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Peternakan Sekretariat DPRK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan… Bagian Humas dan PDE Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas… BPBD Kantor Arsip dan Perpustakaan… Kantor Pelayanan Perizinan… Komisi Independen Pemilihan… Inspektorat Majelis Permusyawaratan… Baitul Mal



13,250 9,917 9,750 7,667 6,000 6,000 6,000 4,958 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,375 3,958 3,750 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2,500 2,500 2,500 1,458 1,250 1,250 1,250 0,000 0,000 0,000



Total Skor



Grafik 2 : Hasil Penilaian Website SKPK di Aceh Barat
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Sesuai hasil penilaian website pada PPID Pembantu difahami bahwa penyediaan informasi publik terkait 7 (tujuh) variabel masih belum maksimal dilakukan oleh PPID Pembantu SKPK. Berdasarkan hasil penilaian website tiap PPID Pembantu SKPK secara umum masih dibawah 15%. Hal ini mengkonfirmasi bahwa informasi yang wajib diumumkan masih belum optimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU KIP dan Perki SLIP. Bahkan, diperoleh informasi bahwa masih adanya PPID Pembantu SKPK yang belum memiliki website sebanyak 3 SKPK. Berikutnya, peneliti melakukan penggabungan penilaian SAQ dan website untuk memperoleh peringkat 10 PPID Pembantu SKPK di Aceh Barat. Hasil penilaian gabungan antara SAQ dan penilaian website dapat dilihat sebagai berikut : Tabel : Penilaian Gabungan SAQ dan Website Peringkat



Nama Badan Publik



SAQ



Website



SAQ + Website



1



Dinas Pendidikan



22.820



13.250



36.070



2



Kantor Pemberdayaan Perempuan



20.168



9.917



30.085



24.998



4.375



29.373



23.366



3.500



26.866



dan Keluarga Sejahtera 3



Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi



4



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



5



BAPPEDA



18.593



7.667



26.260



6



Dinas Bina Marga



19.243



6.000



25.243



7



Badan Lingkungan Hidup dan



22.618



2.500



25.118



Kebersihan 8



Bagian Humas dan PDE



20.321



3.750



24.071



9



Badan Kepegawaian Pendidikan dan



17.373



6.000



23.373



18.235



3.500



21.735



Pelatihan 10



Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



11



Dinas Kelautan dan Perikanan



16.067



3.500



19.567



12



Dinas Perhubungan dan



17.927



1.250



19.177



17.618



1.250



18.868



Telekomunikasi 13



Inspektorat
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Disbudparpora



15.318



3.500



18.818



15



Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)



18.773



0.000



18.773



16



Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu



15.605



2.500



18.105



17



Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah



12.693



4.958



17.651



18



Dinas Pertanian dan Peternakan



12.807



4.750



17.557



19



Dinas Kesehatan



12.046



4.750



16.796



20



DPKKD



9.637



6.000



15.637



21



Dinas Cipta Karya & Pengairan



9.985



4.750



14.735



22



Komisi Independen Pemilihan (KIP)



12.052



1.458



13.510



23



Dinas Kehutanan dan Perkebunan



8.738



4.750



13.488



24



Badan Pemberdayaan Masyarakat



8.378



4.750



13.128



25



Dinas Pertambangan dan Energi



3.167



9.750



12.917



26



Sekretariat Majelis Permusyawaratan



11.789



0.000



11.789



Ulama 27



Baitul Mal



10.782



0.000



10.782



28



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



4.010



1.250



5.260



29



Sekretariat DPRK



0.000



4.750



4.750



30



RSU Cut Nyak Dhien



0.000



3.958



3.958



31



Kantor Arsip dan Perpustakaan



0.000



3.500



3.500



Daerah 32



Dinas Syariat Islam



0.000



3.500



3.500



33



BPBD



0.000



3.500



3.500



34



BP4K



0.000



3.500



3.500



35



Satpol PP dan WH



0.000



2.500



2.500



Berikutnya, hasil penilaian gabungan juga dapat dilihat sebagai berikut:
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Total Skor SAQ + Website SKPK Aceh Barat 0,000



15,000 13,250



Dinas Pendidikan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan… Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAPPEDA Dinas Bina Marga Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bagian Humas dan PDE Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan… Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan… Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Inspektorat Disbudparpora Kantor Majelis Adat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kesehatan DPKKD Dinas Cipta Karya & Pengairan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pertambangan dan Energi Majelis Permusyawaratan Ulama Baitul Mal Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPRK RSU Cut Nyak Dhien Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinas Syariat Islam BPBD BP4K Satpol PP dan WH



9,917



30,000 22,820



45,000 36,070



20,168



30,085 24,998 29,373 23,366 3,500 26,866 18,593 7,667 26,260 19,243 6,000 25,243 22,618 2,500 25,118 20,321 3,750 24,071 17,373 6,000 23,373 18,235 3,500 21,735 16,067 3,500 19,567 17,927 1,250 19,177 17,618 1,250 18,868 15,318 3,500 18,818 18,773 0,000 18,773 15,605 2,500 18,105 4,958 12,693 17,651 4,750 12,807 17,557 4,750 12,046 16,795 9,637 6,000 15,637 4,7509,98514,735 12,052 1,458 13,510 8,738 4,750 13,488 8,378 4,750 13,128 3,167 9,750 12,917 11,789 0,000 11,789 10,782 0,000 10,782 4,010 1,250 5,260 0,0004,750 4,750 0,000 3,958 3,958 0,000 3,500 3,500 0,000 3,500 3,500 0,000 3,500 3,500 0,000 3,500 3,500 0,000 2,500 2,500 4,375



SAQ Verifikasi Website SAQ + Website



Grafik 3 : Hasil Penilaian Gabungan SAQ dan Website untuk SKPK di Aceh Barat.
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Selanjutnya penilaian kunjungan lapangan dapat dilihat sebagai sebaga berikut:



Total Skor Visitasi SKPK Aceh Barat 39,0038,0038,00 37,0036,50 35,0033,50 33,00



40,00



27,00 22,50



30,00 20,00 10,00 0,00



Visitasi



Grafik 4 : Total Skor Visitasi PPID Pembantu SKPK Sedangkan penilaian gabungan antara SAQ, kajian website, dan visitasi lapangan sebagai berikut :
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Grafik 5 : Skor Total SAQ, Website, dan Visitasi
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Berdasarkan penilaian penilai gabungan diatas, atas, maka dapat diketahui hasil penilaian dan peringkat PPID Pembantu SKPK Aceh Barat sebagai berikut: berikut



Peringkat Evaluasi SKPK Aceh Barat 0,000 25,000 50,000 75,000 100,000 58,142
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Grafik 6: Peringkat Evaluasi PPID Pembantu di Aceh Barat



5. KESIMPULAN



Berdasarkan hasil penilaian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 5.1. Kepatuhan Badan Publik Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat melalui PPID Pembantu dalam melaksanakan UU KIP. Kepatuhan PPID Pembantu di Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian gabungan antara SAQ dan kunjungan website. Secara umum nilai gabungan masih dibawah 50%, yang bermakna masih terdapat informasi publik belum diumumkan, disediakan dan termasuk belum maksimalnya penyediaan sarana pendukung pelayanan informasi publik di Aceh Barat. Untuk itu, masih diperlukan upaya serius agar pelaksanaan UU KIP dapat dilaksanakan secara efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga, tujuan pembentukan UU KIP yang antara lain mengenai peningkatan kualitas partisipasi publik dapat berlangsung angsung dalam pembangunan pe di Aceh Barat.Jika Jika dikaitkan dengan
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Katherine dan Susan (1998) yang menyatakan bahwa efektifitas partisipasi publik memerlukan dukungan sumber daya tertentu yang harus dimiliki oleh publik maupun pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa dengan minimnya layanan informasi publik yang disediakan PPID Pembantu di SKPK Kabupaten Aceh Barat berdampak rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan di Aceh Barat. 5.2. Apasaja yang dapat memengaruhi kepatuhan aparatur Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP. Sejumlah faktor yang memengaruhi kepatuhan aparatur PPID Pembantu SKPK di Aceh Barat sebagai berikut: • Pentingnya koordinasi antar penentu kebijakan (Bupati, Sekda, dan PPID Utama) sangat membantu percepatan pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat. • Penyediaan sumberdaya manusia yang handal dengan jumlah yang cukup sangat membantu kepatuhan badan publik melaksanakan UU KIP. • Dukungan pendanaan serta pendukung kerja lainnya sangat membantu upaya pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat. • Perubahan perilaku dan budaya aparatur pemerintahan di Aceh Barat, terutama PPID Pembantu SKPK dalam melaksanakan layanan informasi publik. • Selain itu, partisipasi publik melalui uji akses tentang layanan informasi yang diperlukan juga menjadi factor yang berpengaruh untuk meningkatkan layanan aparatur pemerintahan di Aceh Barat. Untuk meningkatkan pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: • Pemerintahan Aceh Barat hendaknya meningkatkan jumlah dan cakupan sosialisasi tentang UU KIP pada Badan Publik serta masyarakat, baik untuk SKPK, Camat, maupun Mukim dan Gampong. • Atasan PPID Utama Aceh Barat serta pimpinan Badan Publik lainnya untuk segera menghasilkan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini untuk memastikan agar PPID pada tiap Badan Publik dapat memberikan layanan informasi secara cepat dan mudah pada pemohon informasi.
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• PPID Utama Aceh Barat harus meningkatkan pendampingan pada PPID Pembantu SKPK, Kecamatan, serta Mukim dan Gampong agar dapat melaksanakan ketentuan UU KIP. • PPID Utama Aceh Barat dipandang perlu melaksanakan Evaluasi Badan Publik secara rutin dengan cakupan Badan Publik yang lebih banyak, seperti institusi vertikal dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). • Pemerintahan Aceh Barat serta pimpinan lembaga lainnya agar dapat memberikan dukungan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu pada SKPK, Kecamatan, serta Mukim dan Gampong.
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EKSISTENSI DAN KONTRIBUSI ULAMA PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH BARAT (SUATU ANALISIS PRAKTIK SOSIAL DARI BOURDIEU) Irma Juraida Jurusan Sosiologi Falkultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar [email protected]



ABSTRACT This study discusses about the existence and extent of the contribution of women religious leaders accepted in society in West Aceh district by using sociological analysis (social practice). This study was conducted in Aceh Barat district using a qualitative approach, notably through in-depth interview techniques by way of to-face and observation. According to the thinking of Bourdieu (1990), habitus and domains provide an easy way to see how the process of constructing of the realm of Islamic boarding school and the community and penginternalisasi habitus and religious values, socio-cultural and customs in society that formed the existence of women religious leaders in the community. . the results showed that the existence and contribution of women religious leaders in society, to understand the people of Aceh are still in the capacity of women. Women have not been possible to contribute to the public realm, just in taklim, special lectures for or fellow women and local preachers. Keywords: Existence, contributions, women scholars, Aceh Barat



1. PENDAHULAN Masyarakat Aceh secara keseluruhan adalah penganut agama Islam yang dikenal taat beragama. Hal itu terbentuk sejak berabad-abad lalu, sehingga semua itu tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam perilaku, sistem sosial, sistem ekonomi, kesenian tradisional dan lain-lain sehingga membentuk habitus tersendiri dalam masyarakat Aceh. Budaya Aceh dikenal dengan terjalinnya asimilasi (meusantok) hukum agama dan adat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam masyarakat Aceh dikenal dengan kata pepatah (hadih manja)hukom ngon adatlagee zat ngon sifeut, yang berarti bahwa ”hukum Islam dan adat seperti zat dengan sifatnya tak dapat dipisahkan”. Tatanan struktur kehidupan masyarakat Aceh, terdapat relasi pembagian kekuasaan yang masih menempatkan kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan. Kaum laki-laki masih diposisikan sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam keluarga. Kaum perempuan secara umum masih diposisikan
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pada sektor domestik sebagai istri yang wajib melayani kepentingan suami, dan sebagai ibu yang wajib merawat anak. Hal ini dikarenakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Aceh masih sangat dipengaruhi oleh tafsiran nash-nash agama, budaya dan kepantasan adat. Jika ada laki-laki melibatkan diri dalam sektor rumah tangga, maka masyarakat akan mengatakan donya ka meubalek, bumoe ka diiek ue langet,langet ka ditroun ue bumoe yang berarti “dunia ini sudah terbalik tempatnya, yang seharusnya bumi berada di bawah langit, akan tetapi bumi sudah naik ke langit dan langit sudah turun ke bumi” (Widyanto, 2007: 244). Kebiasaan masyarakat terbentuk berdasarkan doktrin budaya, adatistiadat dan kebiasaan yang secara turun temurun dianut dan diwariskan. Hal inilah yang mendorong pelegitimasi ketidakadilan gender dalam keluarga masyarakat Aceh. Lebih-lebih lagi kebiasaan tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam alam pikiran mereka seperti ulama dayah tradisional, tokoh-tokoh adat maupun pemerintah. Secara tidak langsung menyetujui apa yang dianut oleh orang tua dalam masyarakat Aceh Barat, terlebih masalah kesetaraan gender anak dalam keluarga (Gani, 2013: 175). Berdasarkan konteks sosial, sesungguhnya peran perempuan dalam masyarakat Aceh sekarang ini, tidak sebesar peran perempuan dalam kesejarahan Aceh, bahkan perbedaan ini tampaknya sangat kontras. Jika dalam kesejarahan perempuan tampak mempunyai posisi tawar yang kuat, namun dalam konteks sosial sehari-hari perempuan sangat rendah kekuasaannya(powerless). Karena ketika kita bicara antara sejarah dan realita sosial, sesungguhnya kita bicara pada dua konteks yang berbeda.Konteks yang signifikan dalam membicarakan kepemimpinan perempuan di masa lalu adalah kepentingan politik yang ada pada masa itu. Jika ditelisik secara lebih mendalam, maka akan terlihat bahwa peran kepemimpinan perempuan bahkan tidak lepas dari statusnya sebagai identitas biologis perempuan. Artinya, perempuan menjadi pemimpin karena faktor hubungan keluarga dengan tokoh tertentu (laki-laki). Namun ketika kita bicara realita sosial kontek kekinian, perempuan secara umum di Aceh berada dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Hal ini karena peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Aceh merupakan konstruksi dan internalisasi sosial yang terbangun atas dasar pemahaman masyarakat atas nilai-nilai kultural dan interpretasi agama Islam sehingga menjadi suatu kebiasaan yang disosialisasikan dalam masyarakat Aceh. Keduanya, nilai-kultural dan interpretasi Islam, sarat dengan muatan patriarkis yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Pembagian kerja dalam masyarakat Aceh adalah pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap saling memahami dan saling mengerti karena dikontruksi sedemikian rupa dalam masyarakat Aceh itu sendiri sehingga menjadi kebiasaan (Kurdi, 2014: 29).
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Kenyataan ini terlihat jelas, dimana hal tersebut diciptakan oleh masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan pada sektor publik dan sektor domestik. Semenjak masa kanak-kanak, pembagian kerja menurut jenis kelamin telah disosialisasikan pada setiap individu. Hal ini dilakukan agar seorang individu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, pola sosialisasi yang diterapkan akan membentuk kepribadian seseorang berupa pandangan atas praktik sosial tentang pembagian tugas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Widyanto, 2007:244). Kebiasaan dalam masyarakat Aceh, bahwa anak laki-laki yang sudah dewasa tidak tidur di rumah. Biasanya para remaja tersebut tidur di surau (meunasah)bersama-sama dengan kawan-kawannya pada malam hari. Sebaliknya, anak perempuan lebih banyak terlibat dalam tugas-tugas di lingkungan rumah tangga. Penyataan tersebut didukung oleh hasil observasi lapangan, dalam struktur budaya Aceh Barat laki-laki yang berperan besar di ranah publik termasuk dalam belanja keperluan rumah dan perempuan di sektor domestik (mengurus rumah dan anak-anak). Proses interaksi habitus telah menjadi kebiasaan yang diinternalisasikan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Aceh Barat. Yaitu sejak masa kanak-kanak, anak perempuan telah diperkenalkan dengan pekerjaan serta kegiatan lain yang bersifat feminin. Pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian dan ketekunan, seperti menjahit, menganyam, mempersiapkan makanan, ataupunmengasuhanak.Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan ketangkasan dan keberanian, seperti berlari, memanjat pohon, ataupun berkelahi tidak diperbolehkan untuk anak mperempuan. Kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap hanya pantas dilakukan oleh anak lakilaki (Widyanto, 2007: 246). Apabila anak perempuan terlihat berada di luar lingkungan rumah, maka orangtua ataupun masyarakat akan menegurnya dengan kalimat lageeagam, cot that aneuknyan, yang berarti “kamu seperti anak laki-laki”. Dengan teguran tersebut, kesempatan bagi anak perempuan untuk berada di luar rumah akan terbatasi. Apabila ada kegiatan yang berlangsung di luar rumah seperti belajar mengaji, melihat keramaian, atau upacara upacara tertentu, maka biasanya mereka akan keluar secara bersama-sama dengan wanita lain, tetangga atau teman dan terkadang ditemani saudara-saudaranya. Kesempatan berada di luar lingkungan rumah hanya didapatkan ketika sedang mengikuti kegiatan sekolah. Berdasarkan gambaran umum yang terjadi di atas, masyarakat Aceh masih secara umum memiliki nilai-nilai patriarkhi yang sangat kental dan melahirkan ketidakadilan gender bagi laki-laki dan perempuan. Stereotipe tersebut disosialisasikan bertahun-tahun diserap dan menjadi baku dalam pola pikir masyarakat. Hal ini mengakibatkan kaum lelaki cenderung dapat
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membela diri dengan mengatakan bahwa sektor domestik adalah kodrat perempuan. Kalimat tersebut sangat sering ditemui, dan bahkan dianggap sebagai kebenaran objektif dari realitas sosial yang ada, khususnya dalam keluarga masyarakat Aceh Barat. Karena pada dasarnya, proses pengambilan peran ini, dimulai dalam keluarga sebelum memasuki sistem sosial yang lebih luas. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa keluarga berkecimpung dalam sosialisasi dan pelegitimasian hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah bahwa peluang bagi ulama perempuan untuk eksis dan berkontribusi di ranah publik tidak dibatasi oleh sistem pendidikan manapun, baik tradisional maupun modern. Tetapi faktor pengakuan dari masyarakat dan faktor perempuan itu sendiri yang belum siap bergerak ke posisi dan peran yang setara dengan kaum laki-laki, khususnya di ranah elit keagamaan semacam ulama dan juga pengaruh kebiasaan dan sosialbudaya masyarakat. Dengan demkian yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini eksistensi dan kontribusi ulama perempuan di Aceh Barat dengan kajian sosiologis.



2. TINJAUAN PUSTAKA a. Ulama dalam Konstek Sosiologis Ulama dapat dijelaskan sebagai konsep posisi (jabatan) atau kedudukan dalam konstek sosiologis yang sangat abstrak karena hal ini menyangkut dengan pola, tingkah laku dan hasil interaksi seseorang dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan “posisi ulama perempuan” dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh bagaimana pola, tingkah laku, dan interaksi yang dijalin dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan masyarakat sehingga diakui sebagai ulama (Purnama: 2006). Posisi atau jabatan (kedudukan) itu merupakan tanggungjawab, kewajiban serta hak-hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku suatu posisi (kedudukan) itu disebut peran. Dengan posisi seseorangdapat menentukan sifat dan tingkatan kewajiban-kewajiban, serta tanggungjawab dalam kelompok masyarakat. Baik posisi maupun peran itu ditentukan oleh tugas, hak dan kewajiban (Narwoko dan Bagong, 2004:156). Status Ulama merupakan status yang diraih dengan usaha belajar ilmu agama (Achieved status), sehingga perannya dapat berupa kecakapan dalam mengkaji ilmu agama baik dalam pesantren maupun masyarakat luas disebut sebagai “warasatul anbiya” (penerus para nabi).Perannya yang bersifat kultural mencakup Syari’at dan Aqidah. Disamping kewibawaan dan ketauladanan yang menjadi parameter keberhasilannya dalam menuntun umatnya ke arah kemuliaan agama. Menurut Linton seseorang yang menjalankan peran
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manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan statusnya. Kepemipinan (leadership) itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Dilihat dari kedudukannya, kepemimpinan merupakan suatu komplek dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan dan juga peran yang melekat pada orang atau sistem tersebut. Ketika kita merujuk pada prinsip kepemimpinan, ulama pesantren atau dayah cenderung bersifat kepemimpinan informal. Oleh karena itu yang diteliti dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh-tokoh pesantren atas posisi dan eksistensi ulama prempuan, maka tipe kepemimpinan (informal) yang menjadi sasaran penelitian. b. Definisi Konsep 1. Eksistensi berasal dari bahasa latinexistere yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul.Dalam kamus bahasa Indonesia, eksistensi diartikan sebagai keberadaan (wikipedia). Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pembuktian diri atas keberadaannya (posisi ulama) diakui orang lain, masyarakat (tokoh-tokoh pesantren). Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. 2. Ulama: berasal dari bahasa Arab yaitu :ء  اUlamāʾ, tunggal ِ ʿĀlim) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalahagama maupum masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Dalam masyarakat Aceh Barat seseorang ulama baru benar-benar diakui sebagai ulama, jika telah diakui oleh masyarakat itu sendiri sebagai ulama. 3. Ulama Perempuan adalah cendikiawan, intelektual pemuka agama Islam, tokoh perempuan yang dilandasi kompetensi religius (Purnama: 2006). Dalam masyarakat Aceh, ulama perempuan sering juga di sebut sebagai teungku atau ummi, istri ulama juga sering juga disebut dengan ummi atau bunda (guru-guru pengajianperempuan). Teungku, ummi maupun bunda adalah panggilan terhadap guru pengajian dalam masyarakat Aceh. Teungku atau ummi baru diakui sebagai Ulama dalam masyarak Aceh khususnya Aceh Barat yang telah memiliki pengetahuan tentang Agama serta mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai ulama perempuan (Dahlan: 1999).
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3. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang eksistensi ulama perempuansebagai suatu analisis sosiologis.Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, dimana peneliti berupaya untuk sampai pada explanatory understanding, yang mengandalkan pengamatan, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan subjek yang dipilih menjadi key informan. Dengan teknik tersebut peneliti berada pada posisi untuk melihat seberapa jauh informan “mengatakan apa yang mereka maksudkan” dan “maksud apa yang mereka katakan”. Peneliti dalam hal ini berusaha untuk menangkap proses interpretasi produk praktik sosial, cara aktor menafsirkan peristiwa dalam bentuk eksistensi sosial yang didasarkan pada kebiaasaan dalam masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (Bungin, 2003: 244). Pada tahap pertama, dilakukan reduksi data yaitu peneliti membaca, mengkaji dan menelusuri data yang berhasil dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi



4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Agama Islam, mewajibkan perempuan menuntut ilmu pengetahuan sama seperti halnya laki-laki. Islam menyamakan perempuan dan laki-laki dalam kewajiban-kewajiban keagamaan serta dalam hal menuntut ilmu. Hal ini dipertegaskan dalam hadis (perkataan Rasulullah SAW): “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim perempuan dan laki-laki” tanpa perbedaan. Tidak ada pengecualian bagi laki-laki maupun perempuan dalam menuntut ilmu. Namundalam pelaksanaannya terlihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuandalam masyarakat. Hal ini didasarkan padastereotip dalam masyarakat umum yang diberikan pada laki-laki dan perempuan. Kebiasaan tersebut memberi pemahaman yang berbeda yang cenderung menjadi kebiasaan terhadap perempuan sebagai pasangan pemimpin dan pengikutnya. perwujudan kesetaraan gender dalam berkontribusi di ranah publik dilakukan karena berbagai hal yang berkaitan dengan perempuan menduduki posisi lemah (Purnama:2006). Eksistensi dan kontribusi ulama perempuan yang hampir tidak ditemukan itu adalah karena kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dari kalangan laki-laki yang eksis dan berkontribusi di ranah publik dan diakui dalam masyarakat bersangkutan. Pengakuan masyarakat Aceh terhadap eksistensi dan kontribusi ulama
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perempuan sering sekali tergantung pada kebiasaan dan sosial-budaya setempat serta jenis pendidikan (salafi maupun terpadu) yang diperoleh mereka dalam dayah maupun pergaulannya dalam masyarakat. Menurut sebagian informan masyarakat Aceh Barat memandang perempuan dari sudut perbedaan biologis. Kedudukan perempuan secara biologis lemah direfleksikan oleh masyarakat pada semua sektor lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan kelemahan fisikal. Padahal secara interlektual dan darisegi rasionalitas perempuan mampu mensejajarkan eksistensinya dengan laki-laki, utamanya pada capaian-capaian ilmu pengetahuan. Setiap struktur masyarakat mendefinisikan peran laki dan perempuan secara berbeda. Namun alokasi peran kaum laki-laki sebagai peran publik dan perempuan domestik terdapat dihampir pada semua masyarakat. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin ini telah di sosialisasikan sejak masih kecil. Proses sosialisasi dan internalisasi nilai tersebut pertama berlangsung dalam keluarga sebagai unit masyarakat yang paling fundanmental. Selanjutnya lembaga pendidikan (dayah) turut menyempurnakan proses sosialisasi tersebut. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat(Sudarwati, 1997: 2). Kodrat wanita adalah sebagai istri dan ibu, dalam sudut pandang masyarakat tradisional terutama dalam masyarakat patriarkat tempat perempuan adalah di rumah. Status perempuan dalam keluarga diawali dari kedudukannya sebagai anak, istri dan ibu.Kehidupan masyarakat Aceh Barat hampir sama dengan kehidupan msayarakat jawa yang di jelaskandalam studi Sudarwati (1997), dimana struktur masyarakat yang menonjolkan peran dominan kaum pria, dalam struktur sosial. Berarti selama berlangsungnya sosialisasi anggota masyarakat diperlakukan sesuai jenis kelamin, kaum lakilaki cenderung peran publik dan kaum perempuan peran domestik. Dengan posisi semacam ini, seorang perempuan alumni dayah menjadi sangat sulit mengorbitkan dirinya atau eksis menjadi ulama seperti kaum lakilaki yang relatif tidak mengalami hambatan-hambatan serupa. Kebanyakan santri perempuan di lembaga dayah, dimana kesempatan belajar agama dan menyiapkan diri untuk menjadi seorang ilmuan muslim (ulama) tidak semudah yang dijalani santri laki-laki. Dengan demikian bagaimana mungkin ia memiliki waktu dan kesempatan maksimal untuk menguasai ilmu pengetahui sebagai prasyarat dalam mengantar dirinya ke gerbang keulamaan (Sudarwati:1997). a.



Ulama Perempuan Suatu Kenyataan Ulama dalam masyarakat Aceh dipandang sebagai figur yang serba bisa baik dibidang ibadah, mu’amalah (sosial) maupun bidang siyasah (hukum). Bahkan untuk menentukan aturan yang sangat penting, seperti boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, dibutuhkan otoritas dan peran orangorang yang termasuk kategori ulama (Imran: 2000).



41 Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________



Kecamatan (Kaway XVI dan Woyla) memperlihatkan pemahaman positif masyarakat yang didukung realitas ulama perempuan. Ditemukan figur ulama perempuan yang legitim dalam masyarakat bersangkutan dengan kualifikasi (kapasitas dan kompetensi) yang kondusif bagi kepemimpinan dalam bidang keagamaan, sosial-budaya, politik dan mengasuh dayah dalam masyarakat. Ulama perempuan yang independen dalam ranah publik, memiliki kemampuan menyerukan pandangan-pandangannya kepada publik. Namun persyaratan itu tidak lengkap sebagaimana dimiliki laki-laki, yakni tidak sesuai dengan doktrin agama yang memandang suara perempuan sebagai aurat dan sosial-budaya. Dalam konteks ini pengetahuan masyarakat mengenai ulama perempuan kurang-lebih didasarkan pada pengalaman empirik kasus Umi Hanisah, Umi Nur Aini Manan (ketua dan wakil ulama perempuan di Kabupaten Aceh Barat). Forum ulama perempuan di Kabupaten Aceh Barat mulai eksis sejak tahun 2005, yang dipelopori dan disosialisasikan oleh umi Hanisah. Sebagai ulama perempuan Umi Hanisah dan Umi Nuraini Manan telah mampu memberikan pengaruh sosial politik dan dorongan serta wawasan pada masyarakat bersangkutan. Berdasarkan kasus ulama tersebut dapat diketahui bahwa memiliki kemampuan yang berpengaruh dalam bidang sosial politik merupakan salah satu persyaratan yang berlaku dalam kaitan seseorang diakui sebagai ulama. Hal tersebut mengakibatkan keberadaan ulama perempuan sangat sulit tampil dan diakui dalam masyarakat, bukan berarti tidak ada, karena ulama perempuan suatu kenyatan dari zaman dulu hingga sekarang. Menurut Purnama (2006:81), ulama perempuan yang jarang ditemukan diranah publik dalam masyarakat Aceh, itu karena tidak memenuhi kriteria ulama sebagaimana berkembang di kalangan laki-laki, yakni mampu menjadi pemimpin publik yang diakui dalam masyarakat bersangkutan. Berbagai doktrin atau dogma yang dihayati dan diamalkan masyarakat sejak masa silam dijadikan tameng untuk melestarikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang bias gender dan didukung oleh pandangan sosio-biologis. Meskipun agama Islam telah memberikan berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab dihadapan Allah baik terhadap diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Jika Allah saja telah memberikan hak dan tanggung jawab kepada kaum perempuan, apa lagi “manusia” sebagai hamba-Nya. Karena itu tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk merasa superior terhadap jender perempuan. Selain itu, menolak perempuan untuk tampil di ranah publik maupun dipentas politik berarti mendiskreditkan kaum perempuan termasuk dalam bidang agama sebagai ulama perempuan yang sejajar dengan laki-laki.
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b. Pemahaman Masyarakat tentang Eksistensi Ulama Perempuan Secara umum eksistensi dan kontribusi ulama perempuan dalam masyarakat Aceh Barat masih dipahami dalam kapasitas perempuan. Ulama perempuan sudah berkembang di kalangan publik, namun hal itu masih kurang mendapat respon yang positif, utamanya dari kaum laki-laki. Kontribusi ulama perempuan belum memiliki dampak yang luas karena ulama perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama dengan ulama laki-laki untuk membuktikan kemampuannya di ruang publik. Peluang yang dapat dimanfaatkan ulama perempuan adalah mencerdaskan kaum perempuan dalam bidangnya atau masih dalam kapasitas perempuan dan ruang geraknya terbatas. Menurut informan di Kecamatan Kaway XVI ada sejumlah ulama perempuanyang berkontribusi diruang atau ranah publik. Kontribusi mereka dalam memperingati hari besar agama Islam dengan mengisi ceramah, mengisi pengajian dan memperdayakan masyarakat. Sehingga dalam beberapa hal dapat disebutkan sebagai “eksistensi dan kontribusi ulama perempuan”. Karena secara formal mereka mampu mengurus kepentingan masyarakat umum, utamanya masalah pembedayaan perempuan, keagamaan dan kesejahteraan bersama. Ulama perempuan yang dikemukakan informan tersebut memenuhi kriteria pendidikan yang layak, mengasuh atau memimpin dayah, memiliki kharismatik dan integritas moral, mempunyai kemampuan dalam bidang agama, serta aktif dalam upaya penyebaran syiar Islam (wawancara dengan Abon Basri Juned Pengasuh Dayah Darussalamh, Kecamatan Kaway XVI tanggal 16 Maret 2015). Eksistensi dan kontribusi ulama perempuan dalam masyarakat, dipahami masyarakat Aceh masih dalam kapasitas perempuan. Perempuan belum dimungkinkan berkontribusi dalam ranah publik, hanya dalam majelis taklim, ceramah khusus untuk atau sesama perempuan dan juru dakwah lokal. Kehadiran ulama perempuan di ruang publik (MPU) sebagai keterwakilan dari perempuan. Jadi kalaupun ulama perempuan berkotribusi secara sosial-politik hanya ikut serta pada lembaga sosial politik untuk memperoleh keterwakilan perempuan. Kebiasaan ini dikontruksi dan diinternalisasi secara terus-menerus melalui seretetan tahapan (habitus, modal dan ranah) dalam masyarakat kepada individu sehingga ditampilkan dalam praktik sosial terhadap pokok permasalahan yang menjadi perhatian. Hasil wawancara dengan para informan di Kabupaten Aceh Barat dan observasi dilapangan memberikan informasi bahwa pemahaman masyarakat Aceh Barat terhadap ulama perempuan banyak ditentukan oleh kondisi sosialbudaya mereka yang telah dihayati dan diamalkan secara turun-temurun. Berbagai doktrin atau dogma serta kebiasaan yang dihayati dan diamalkan masyarakat sejak masa silam dijadikan tameng untuk melestarikan cara pandang terhadap pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang bias
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gender dan didukung oleh pandangan sosio-biologis, sosio-psikologis dan dan sosio-religius.Kondisi sosial budaya yang sudah terstruktur menjadi sistem nilai, sebagai mekanisme kontrol ke dalam masyarakat bersangkutan. Sistem nilai tersebut sudah mentradisi dan tidak mudah lagi untuk diredefinisi dalam masyarakat bersangkutan (Purnama:2006). Sehingga eksistensi dan kontribusi ulama perempuan yang sudah diterima dalam masyarakat Aceh Barat masih dalam kapasitas perempuan. c.



Peluang Eksistensi Ulama Perempuan dalam Masyarakat Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh ulama perempuan dalam pembangunan sosial-budaya maupun agama dapat dilakukan, terutamanya untuk kaum mereka sendiri atau dalam kapasitas perempuan. Menurut beberapa informan eksistensi ulama perempuansudah pasif atas perkembangan sosial-keagamaan dan politik terkini. Pendidikan kritis dapat disediakan kepada kaum perempuan agar mereka dapat memberikan respon pada pengambilan keputusan-keputusanpolitik yang tidak memberdayakan merekadan kemungkinan generasinya (Purnama:2006). Peluang yang dapat dimanfaat oleh ulama perempuan dengan adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nomor 15 tahun 2012 tentang hasil muzakarah ulama perempuan MPU Aceh tahun 2012 revitalisasi kedudukan dan peran ulama perempuan dalam pembinaan generasi bangsa. Pertama kedudukan ulama perempuan sebagai mitra ulama laki-laki, kedua adanya peran ulama perempuan sebagai mediator dalam persoalan keluarga, oleh karena itu perlu pengkaderan, ketiga adanya alokasi dana dari pemerintah untuk terialisasinya peran ulama perempuan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Keempat ulama perempuan harus dilibatkan dalam menyikapi berbagai persoalan ummat dan, kelima perlu adanya pertemuan ulama perempuan serumpun (Asia Tenggara). Seorang ummi atau teungku inoeng, sebenarnya adalah alumni dayah, sama dengan ulama laki-laki. Peluang yang sama pun diakui dalan qanun meskipun ulama perempuan ada pembagian peran secara khusus dengan sesama perempuan. Hal ini menandakan bahwa iklim akademis di dayah maupun pemerintah Aceh (keputusan qanun) memberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan calon ulama laki-laki (santri laki-laki) untuk meretas jalan menjadi seorang kader ulama. Namun, kendala terbesar yang dihadapi santri perempuan untuk eksis menjadi seorang ulama adalah dirinya sendiri (sosio-biologis) dan kebiasaan dalam masyarakat, bukan sistem pendidikan di dayah. Sistem pemerintahan demokratis yang telah diterima sebagian besar masyarakat Aceh diharapkan dapat memberikan peluang bagi tumbuhnya konstruksi sosial-budaya yang lebih seimbang (gender equality) antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara.
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Menurut Purnama (2006:23), perubahan konsep pemahaman dan pemikiran masyarakat terhadap ulama perempuan maupun dari status ulama kharismatik ke traditional-rasional melalui perubahan habit dan pencerahan melalui pendidikan. Kontribusi lain yang mungkin dikembangkan oleh ulama perempuan dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat adalah bagaimana masyarakat dapat memahami perubahan sosialbudaya dan kebiasaan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sifat keterbukaan dalam masyarakat memungkinkan memperoleh pengetahuan tentang pergeseran peran dan kontribusi ulama dalam masyarakat. Ulama perempuan harus mampu menempati diri dalam kapasitas ibu bagi anak-anak dan isteri yang baik buat suami, baik dari sudut pandang agama maupun adatistiadat dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan kehadiran ulama perempuan ke depan akan semakin lebih diterima oleh masyarakat Aceh secara luas dan masyarakat Aceh Barat secara khusus. Masyarakat menerima eksistensi dan kontribusi ulama perempuan sejauh mampu menempati diri dalam kapasitas ibu bagi anak-anak dan isteri yang baik buat suami, baik dalam kacamata agama maupun kacamata adatistiadat dan budaya dalam masyarakat. Menurut beberapa informan, jika seorang ulama perempuan mampu menempati diri dalam masyarakat, eksistensi dan kontribusi atau kehadiran ulama perempuan ke depan akan semakin lebih diterima oleh masyarakat Aceh secara luas dan masyarakat Aceh Barat secara khusus. Dengan demikian eksistensi ulama perempuan sangat tergantung pada bagaimana ulama perempuan menempati diri dalam masyarakat. Bagaimana pun juga perubahan sosial menyentuh konsep-konsep ulama dari status ulama laki-laki ke ulama perempuan dan ulama karismatik menuju tradisional dan rasional merupakan peluang bagi ulama perempuan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. Sejauhini eksistensi dan kontribusi ulama perempuan diterima tokoh-tokoh dayah sebagai representasi masyarakat Aceh Barat masih dalam kapasitas perempuan. Untuk merubah pola pikir ulama dayah terhadap keikutsertaan perempuan dalam berbagai lini kehidupan khususya dalam ranah publik tidak muncul dengan sendirinya. Akan tertapi melalui proses panjang dengan perjuangan yang gigih yang dilakukan oleh sejumlah pemikir.



d. Hambatau Eksistensi dan Kontribusi Ulama Perempuan Kondisi masyarakat Aceh Barat sekarang masih banyak mengharapkan pengkonstruksian (kemunculan atau perulangan kebiasaan) ulama yang menjadi panutan adalah laki-laki. Dalam pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat Aceh Barat, ulama diartikan sebagai figur yang memenuhi kriteria bahwa ulama bersangkutan ahli dalam ilmu agama Islam,
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mempunyai intergritas pribadi yang tinggi dan mulia, berakhlak mulia, dan memiliki kharisma. Ulama juga orang-orang yang dipandang sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat,yakni orang-orang yang kuat dan luas pengetahuan agamanya. Mereka sanggup melaksanakan ilmu pengetahuannya melalui ibadah dan amal perbuatan yang nyata yaitu berkontribusi dalam masyarakat, serta ketakwanya kepada Allah dan diakui oleh masyarakat (Purnama:2006). Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ajaran Islam menjadi hukum dalam masyarakat Aceh telah berlangsung relatif lama, dengan berindikasi pada kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan nilai budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu kental dan menyatu dengan adat. Bahkan dalam hal tertentu “adat” dipandang indentik dengan “agama”. Kedua bila ada di antara anggota keluarga melakukan pelanggaran norma, baik norma agama maupun adat, akan berakibat aib dan malu bukan pada diri saja tertapi keluarga ikut menanggungnya. ( Gani , 2013:188). Eksistensi dan kontribusi ulama perempuan dalam masyarakat menurut sebagian informan menganggapmasih tabu. Dalam realitasnya, laki-lakisering tampil di ranah publik, sehingga meniimbulkan kecurigaan tentang eksistensi maupun kontribusi ulama perempuan, masalah bisa atau tidak dalam agama ataupun kepantasan adat, karena belum pernah ada dari dulu ulama perempuan di Aceh Barat tampil dalam ranah publik. Oleh karena itu eksistensi dan kontribusi ulama perempuan yang diterima masyarakat Aceh Barat masih dalam kapasitas perempuan. Kontribusi ulama perempuan dipahamisebagai juru dakwah lokal, majelis taklim sebagai media pembelajaran masyarakat, ceramah khusus untuk perempuan dan dalam bidang acara sosial keagamaan (Purnama:2006). Berdasarkan dari hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan menurutnya perempuan banyak hambatannya dalam berinteraksi di ranah publik. Seorang perempuan yang naik haji harus ada muhrim apa lagi dalam berdakwa, karena perempuan diibaratkan seperti bunga yang harus dijaga dari berbagai hal yang menimbulkan fitnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para informan memahami dan menerima eksistensiulama perempuan masih dalam kapasitas perempuan sesuai dengan pemahaman yang dihayati bersama oleh mereka dalam praktik sosial. Walaupun kemampuan perempuan melebihi laki-laki tapi kepantasan adat dan agama yang telah dipahami masyarakat harus diperhatikan. Ulama laki-laki yang biasa berperan dan berkontribusi dalam masyarakat, sehingga pemahaman atau pandangan masyarakat terbangun dari kebiasaan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai (agama, adat-istiadat) yang ada dalam masyarakat sebagai nilai pembenaran terhadap eksistensi dan kontribusi ulama perempuan di publik.
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Meskipun ada kecenderungan bahwa yang mengikuti pendidikan didayah, misalnya memperoleh capaian prestasi sama, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam bidang agama. Kondisi ini memperlihatkan ada potensi dan peluang yang dimiliki perempuan untuk eksis dan berkontribusi sama dalam ranah publik. Namun, kondisi sosial budaya dan kebiasaan masyarakat yang ditampilkan atau berkontribusi lakilaki dalam pergaulan dan komunitas atau masyarakat masih bias laki-laki, dimana laki-laki lebih arogan secara biologis menunjukkan keakuan (diakui) dan keandalan secara fisik dan didukung dogma-dogma (agama maupun sosial-budaya) serta nilai tradisional dan kebiasaan yang meruntuhkan mental perempuan. Komunitas atau masyarakat Aceh Barat tidak mendapat peluang untuk berubah secara institusional karena berbagai hal yang tidak dapat dijelaskan secara konkrit-rasional. Kaum perempuan dipandang sebagian informan tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi tokoh, apalagi ulama perempuan, sebagai public figure yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidang-bidang kehidupan sosial-politik untuk memajukan masyarakat. Kebiasaan dan nilai agama dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta dihayati bersama melalui proses pendidikan (dayah) yang dikontruksikan dan diinternalisasikan secara terus-menerus pada anggota masyarakat dan ditampilkan kembali dalam bentuk praktik sosial bahwa perempuan dipandang hanya pantas berkontribusi dalam kapasitas perempuan (mendapat pengakuan). Dengan demikian dapat dikatakan, faktor utama yang menghambat eksistensi ulama perempuan adalah atmosfer kebudayaan atau tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat Aceh yang tidak mendukung. Perempuan cenderung mengambil tempat atau ditempatkan pada posisi sub-ordinat atau marginal (Burhanuddin, 2002). Menurut pimpinan dayah Serambi Mekkah, tidak mudah dan boleh dikatakan sangat jarang seorang santri perempuan mampu bertahan dalam studinya di dayah, sampai dengan lulus dan akhirnya mendapat legalitas keulamaan. Bahkan relatif terbatas bagi seorang santri perempuan mampu mencapai kelas atas dalam dayah (semisal kelas VII, VIII dan IX). Kebanyakan mereka harus kembali kepada keluarga di tengah jalan (kelas pertengahan) atau menjelang akhir studi (kelas tinggi). Hal tersebut lebih disebabkan faktor psikologis menyangkut usia subur atau produktif seorang perempuan saatnya berkeluarga, faktor sosiologis dimana masyarakat akan mencibir bila ada seorang perempuan yang berlamalama membujang (belum nikah), maupun faktor biologis dimana ia harus menjadi seorang istri dan melahirkan anak-anak mereka. Proses seseorang menjadi ulama melalui pendidikan dayah menjadi indikator penting untuk memperoleh pengakuan (tokoh-tokoh dayah maupun masyarakat tempatan) sebagai ulama (Sudarwati:1997).



47 Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________



Hambatan biologis, psikologis serta peran domistik dan kultural itulah yang selama ini menghalangi kaum perempuan meraih posisi klimak di domain publik terutama di dunia pendidikan baik agama maupun umum. Ulama adalah gelar akademis lembaga pendidikan dayah, tetapi sekaligus gelar sosiologis yang tidak semua alumni dayah mampu memperolehnya. Ulama perempuan adalah istilah baru yang masih dirasa asing dan dianggap tabu serta dicurigai ketika digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Sistem pendidikan dayah, karenanya tidak menjamin mengantarkan seorang santri untuk meraih titel ulama. Dayah dalam kapasitasnya sebagai institusi pendidikan keagamaan bertugas mendidik dan menyiapkan kader (calon) ulama, bukan mencetak ulama. Masyarakatlah akhirnya yang berhak memberi label seorang alumni dayah apakah ia berhak diberi gelar ulama atau sebatas gelar keagamaan biasa, sebatas teungku atau ustaz/ustazah (guru agama). 5. KESIMPULAN Ulama dalam masyarakat Aceh dipandang sebagai figur yang serba bisa baik dibidang ibadah, mu’amalah (sosial) maupun bidang siyasah (hukum). Bahkan untuk menentukan aturan yang sangat penting, seperti boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, dibutuhkan otoritas dan peran orangorang yang termasuk kategori ulama (Imran: 2000). Tatanan struktur kehidupan masyarakat Aceh, terdapat relasi pembagian kekuasaan yang masih menempatkan kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan. Kaum laki-laki masih diposisikan sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam keluarga. Kaum perempuan secara umum masih diposisikan pada sektor domestik sebagai istri yang wajib melayani kepentingan suami, dan sebagai ibu yang wajib merawat anak. Hal ini dikarenakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Aceh masih sangat dipengaruhi oleh tafsiran nash-nash agama, budaya dan kepantasan adat. Masyarakat Aceh Barat menerima eksistensi dan kontribusi ulama perempuan sejauh mampu menempati diri dalam kapasitas ibu bagi anak-anak dan isteri yang baik buat suami, baik dalam kacamata agama maupun kacamata adat-istiadat dan budaya dalam masyarakat. Menurut beberapa informan, jika seorang ulama perempuan mampu menempati diri dalam masyarakat, eksistensi dan kontribusi atau kehadiran ulama perempuan ke depan akan semakin lebih diterima oleh masyarakat Aceh secara luas dan masyarakat Aceh Barat secara khusus. Dengan demikian eksistensi ulama perempuan sangat tergantung pada bagaimana ulama perempuan menempati diri dalam masyarakat. 6. DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah, Taufik (ed).1996. Agamadan Perubahan Sosial. Jakarta : Raja Grasindo
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PEREMPUAN DAN ADAT PERKAWINAN (STUDI TENTANG MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM JUJURAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DI NIAS) Efentinus Ndruru Prodi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara email: [email protected]



Abstract The study of gender studies (gender mainstreaming) today is a response to the phenomenon of domestic violence. Violence is inseparable from the dominance of men who are constructed in patriarchal culture. Women's research and marriage customs that impact on the marginalization of women in Nias is a continuous series of critics for gender observers, especially in the practice of marriage customs. There is a tendency of "women as purchased parties" to encourage the strengthening of arguments against acts of violence in the household. So in this case study, researchers dig information by conducting in-depth interviews, observations and literature review to find joints of violence that are not generally accepted. The results show that women in the marriage customary process are passive and not yet fully involved in the process of determining the marriage vows. The male side as a "buyer" with a considerable debt burden spawned a new problem that has an impact on wife violence. Therefore, it is necessary to socialize gender awareness as a means to oppose the maginalization experienced by women.



Keyword: Gender, Nias, Maginalization, and Marriage Tradition.



1. Pendahuluan Isu marginalisasi perempuan sesungguhnya bermuara dari persoalan ketimpangan gender yang telah melahirkan gap gender yang berakibat buruk baik dari sisi sosial, ekonomi maupun politik terhadap perempuan. Ketimpangan gender dalam masyarakat Indonesia diwujudkan dalam pelbagai bentuk yaitu; kekerasan, marginalisasi, subordinasi, stereotipe dan beban ganda (Fakih, 1996; Holzner, 1997). Mengenai fenomena ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan maka berbagai studi sudah banyak dilakukan di Indonesia, antara lain: studi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat berbentuk fisik dan non fisik yang memperlihatkan kecenderungan, korbannya adalah perempuan (Ihromi, 2000; Komnas Perempuan, 2009). Marginalisasi merupakan suatu fenomena ketimpangan gender yang banyak terjadi pada perempuan (miskin) di Indonesia, termasuk salah satunya masyarakat Nias. Berkenaan dengan persoalan tentang gender ini maka Fakih
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(1996) dan Abdullah (2001) dua akademisi laki-laki yang feminis memberikan suatu pandangan dan jawaban kritis. Keduanya menganalisis bahwa konsep gender akan menjadi suatu persoalan ketika perbedaan gender yang telah ada berproses dalam sistem sosial dan budaya berubah jadi suatu ideologi gender yang menciptakan nilai atau pandangan bias pada perempuan. Akibat yang ditimbulkannya di kemudian hari yaitu ketimpangan berupa adanya pandangan, perlakuan maupun berbagai tindakan terhadap kehidupan perempuan yang bersifat tidak adil di dalam masyarakatnya. Persoalan marginalisasi perempuan dalam masyarakat Nias dipengaruhi oleh budaya patriakhi yang sangat kentaran, khususnya dalam tradisi adat perkawinan. Proses marginalisasi pada perempuan tidak terlepas dan terlekat pada peranan dari suatu sistem sosial yang dinyatakan dalam struktur sosial yang bernama” ideologi patriarki”. Pandangan ini setidak-tidaknya diyakini oleh mayoritas feminis dan sebagai agenda penting untuk menyelesaikan problema ketimpangan gender yang ada di masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh feminis Walby (1990) mengenalkan bahwa sistem sosial yang menindas perempuan melalui struktur sosial itu adalah patriarki. Lebih spesifik lagi dia mengartikan patriarki sebagai sebuah sistem tentang struktur-struktur dan praktek-praktek yang di dalamnya laki-laki mendominasi, menindas dan menghisap perempuan. PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo) dalam penelitian tentang “memahami jujuran dalam hubungannya dengan pola Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan Nias” menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hubungan dengan jujuran yang sering sekali berdampak pada utang. Sebagian perempuan Nias merasa bahwa utang membuat mereka menjadi miskin. Kemiskinan membuat ketegangan yang cukup tinggi dalam keluarga, ditambah dengan banyaknya kasus suami yang sering minum-minum dan mabuk, malas bekerja, sampai pada kecenderungan untuk berselingkuh dan main pukul (Sinaga, 2014). Menurut Gulö (2015:169), bagi masyarakat Nias memiliki utang saat melangsungkan perkawinan merupakan hal yang lumrah. Paradigma semacam ini tersirat di dalam pepatah Nias: “sangötö idanö ba abasö” (mereka yang menyeberang sungai pasti basah). Pepatah Nias itu hendak mengatakan bahwa utang perkawinan merupakan utang yang tidak terelakkan; bahkan lumrah terjadi kepada siapapun yang akan menikah. Praktek semacam ini justru dikritisi oleh pihak gereja karena berdampak pada marginalisasi perempuan sebagai pihak “yang dibeli” oleh pihak laki-laki. Gereja menegaskan bahwa perempuan yang menikah dianggap sebagai “orang yang sudah dibeli”, karena itu bisa diperlakukan sebagai warga kelas dua dalam keluarga. Situasi ini muncul dari jujuran yang sangat mahal, yang masih dipraktekkan di tengah masyarakat Nias (Sinode, 2010:81). Oleh sebab itu, perlu sebuah ulasan untuk mengkritisi problem sosial perempuan dalam hubungannya dengan adat istiadat perkawinan yang berdampak pada marginalisasi dari persepktif
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gender. 2. TINJAUAN PUSTAKA Berbagai konsep gender dimaknai sebagai suatu perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat (Wallace and Candida, 1991). Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan hasil olahan manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Pemahaman konsep gender dari segi kultural dimaknai pula sebagai pembedaan (distinction) dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian gender merupakan harapan-harapan budaya (cultural expectations for women and men) dan sosial terhadap laki-laki dan perempuan (Fakih, 1996; Ihromi, 2000). Menurut Fakih (1996) dan Murniati (2004) manifestasi dari ketidakadilan gender pada proses berikutnya juga menyebabkan lahirnya stratifikasi gender (gender stratification) dan penindasan gender (gender oppression). Akibat yang timbul dari manifestasi atau perwujudan dari stratifikasi dan penindasan gender salah satunya melahirkan marginalisasi ekonomi kaum perempuan. Selanjutnya Fakih (1996) memberikan analisis gendernya mengenai marginalisasi karena adanya sterotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Menurut Megawangi (dalam Umar, 1999: 23) dalam konteks persoalan gender teori Sosial-Konflik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels. Teori ini mengatakan perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksiyang diterapkan dalam konsep keluarga. Teori ini menekankan analisis gendernya dengan melihat hubungan laki-laki dan perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat (nature), tetapi karenakonstruksi masyarakat (nurture). Akhirnya pemikiran teoritis yang ditawarkan oleh teori koflik sosial dalam menganalisis marginalisasi sebenarnya difokuskan pada aspek hubungan gender (gender relation) yang dibangun di atas suasana konflik. Adapun hal yang dijadikan sebagai ajang konflik adalah sumber daya materi yang disebut sebagai kekuasaan. Dalam perebutan itu perempuan merupakan pihak yang lemah dan kalah sehingga dari sinilah muncul praktik eksploitasi
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dan dominasi laki-laki atas perempuan. Salah satu bentuk dari praktik eksploitasi dan dominasi itu diistilahkan sebagai marginalisasi terhadap perempuan di dalam berbagai struktur sosial di masyarakat terutama masyarakat yang patriarkis. Dengan adanya marginalisasi pada akhirnya mencerminkan pula terbentuknya suatu relasi gender yang bersifat timpang. Artinya; dalam hirarkhi kekuasaan perempuan menempati posisi kekuasaan yang rendah dan lemah dan sebaliknya laki-laki berada di posisi kekuasaan yang teratas dan kuat. Hal ini terjadi di keluarga, lembaga agama, ekonomi, hukum, politik dan lainnya. Konsep marginalisasi maka Fakih (1996) dan Murniati (2004) mewakili pemikiran feminis di Indonesia menekankan marginalisasi sebagai salah satu dari manifestasi ketidakadilan gender. Mereka mengartikan marginalisasi sebagai proses yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan atau pemiskinan pada atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan yang disebabkan karena gendernya. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 3. METODOLOGI Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus. Creswell (2000) bahwa studi kasus yang mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam suatu fakta ataupun fenomena diimplementasikan melalui penelitian kualitatif baik dalam bentuk etnografi ataupun fenomenologi. Penelitian lapangan ini dilakukan oleh di kepulauan Nias dengan melakukan obeservasi di berbagai tempat yang dianggap telah mengalami marginalisasi adat perkawinan, serta mengadakan wawancara mendalam dengan perempuan keluarga-keluarga muda, terutama dalam hal jujuran. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive untuk mendapatkan data marginalisasi perempuan dalam tradisi adat perkawinan. Informasi ini masing-masing mewakili informasi perempuan maupun laki-laki sebagai satu kesatuan dalam penelitian. 4. PEMBAHASAN Sebagai masyarakat Nias dikenal sangat teguh dalam memegang adat istiadat, masyarakat Nias hidup dengan berbagai aturan adat. Praktek adat sudah diatur dan disepakati bersama oleh tetua adat, khususnya dalam penentuan jujuran (mahar) adat perkawinan dengan pola kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan temuan penelitian bahwa adanya hubungan antara jujuran dengan kerentanan perempuan mengalami kekerasan dalam rumah
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tangga. Perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada awal menentukan jujuran yang hendak dimintakan kepada pihak laki-laki. Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa perempuan kurang terlibat dalam menentukan pasangan hidupnya. Bahkan ada trend baru dalam praktek perkawinan saat ini ialah sekalipun perempuan sudah memilih pasangan hidupnya, tetapi karena jujuran besar menjadi kendala utama dalam mewujudkan suatu pernikahan. Berikut hasil penuturan informan dalam kesempatan wawancara di tempat kerjanya. “...Tergantung orangtua dan anak, tergantung adat, kalaupun orangtua mengerti, kalau sudah sama-sama mengerti walaupun anaknya sudah sekolah tinggi dan adat harus diikuti, dan juga sangat kurangnya orangtua dalam hal kebahagiaan orangtuanya, saya sendiri dengan ketidak cocokan jujuran, karena tidak setuju orangtua, makanya terjadi perkawinannya tidak sesuai adat, karena kebahagiaan saya dan keluarga saya” (Ani Waruwu). Informan mengaku bahwa jujuran sangat tinggi di Nias, sebelum menikah di catatan sipil pernah ada laki-laki yang hendak melamar dirinya, tetapi karena orangtua meminta uang jujuran Rp 100.000.000 diluar kebutuhan yang lain. Akhirnya, pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi uang dan lamaran tersebut tidak dilanjutkan, karena terkendala dengan jujuran. Informan Gulo, mengaku jujuran pernikahan di Nias sangat membebankan. Ketika penentuan jujuran, ia pernah menyampaikan kepada sang ibu untuk tidak meminta jujuran yang tinggi. Namun masih antara ibu dan anak, serta belum bisa di depan keluarga besar. Ia mengaku bahwa penetuan jujuran saat ini sudah bergeser ke tingkat pendidikan. Ia berpesan agar dalam penetuan jujuran anak perempuan dilibatkan bisa langsung maupun tidak langsung. Perempuan Nias belum mempunyai ruang untuk memperjuangkan haknya dalam penentuan jujuran. Bahkan ada kesan ada tidak perlu tahu apa yang dibicarakan oleh orangtua, padahal sebenarnya jujuran itu berkaitan dengan kehidupannya. Peneliti menduga bahwa sistem patriarki yang cukup kuat dalam adat masyarakat Nias menjadi kendala utama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Nias. Sinode Pertama Keusukupan Sibolga, menilai bahwa kerapuhan dalam relasi sosial bahkan mulia dari tingkat keluarga sendiri. Relasi yang tidak setara dan kasus KDRT disinyalir masih sering terjadi. Sistem patriarki yang sering meminggirkan perempuan dan anak-anak perempuan masih kuat berpengaruh (Sinode I, 2010:80). Penuturan Daeli, dari pihak laki-laki menyadari hal itu sebagai kendala dalam mewujudkan keluarga harmoni. Bahkan secara implisit perempuan dalam sistem perkawinan zaman sekarang dikomersialkan dibuktikan dengan pergeseran istilah bowo ke goi-goila, artinya makna bowo yang dulunya sebagai kemurahan hati, kini menjadi tawar menawar. Studi Girsang (2014:21).di sekolah-sekolah di Nias juga menemukan hal yang sama terhadap anak perempuan di Nias:
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“Orangtua saya selalu menomorduakan saya sebagai perempuan karena kata mereka perempuan itu tidak bisa pergi jauh-jauh dan tidak bisa kerja di tempat yang lebih jauh, tetapi kalau adik saya laki-laki bisa saja, karena laki-laki bisa menjaga diri. Mereka berkata bahwa walaupun laki-laki “salah langkah”, maka mereka bisa memperbaikinya. Tetapi jika perempuan satu kali “salah langkah”, maka selamanya salah langkah”. Pengakuan di atas merupakan streotipe terhadap anak perempuan yang dianggap lemah, tidak bisa jaga diri, kurang bisa mengontrol diri, dan kerap berbuat salah sehingga disebut “salah langkah”. Oleh karena itu perempuan harus dikontrol secara ketat, harus selalu dipantau. Gambaran streotipe dari perempuan adalah seorang yang lemah, emosional, sensitif, tergantung, pasif, submisif, luwe, memerlukan perlindungan dan sebagainya. Adapun streotipe laki-laki adalah memiliki fisik yang kuat, agresif, lebih rasional, ingin memimpin, melindungi, aktif, kompetitif, kaku, keras dan sebagainya (Munandar, SC Utami dalam Zubaedi, 2013: 231). Penilain kritis dari tokoh agama, gereja memandang bahwa biaya pernikahan di Nias merupakan beban yang luar biasa, sehingga menjadi utang. Pihak Keuskupan Sibolga (Gereja Katolik) telah memberi pengertian yang sungguh-sungguh perlu untuk perkawinan, jadi dalam hal ini, itu lama kelamaan mulai banyak orang merasa bahwa praktek yang sekarang ini tidak sehat. Harus ada perubahan, jadi mulai ada usaha dari keuskupan, kadangkadang mereka mengeluh biaya besar, tapi kurang usaha untuk memberi penyadaran. Berikut hasil wawancara dengan salah satu imam misionaris yang sudah tinggal di Nias selama 19 tahun: “... Di daerah ini agak tinggi dan di daerah lain juga. Tapi yang selalu membedakan biaya perkawinan atau böwö ya, yang membuat mahal dengan adanya alat-alat musik, dan ini kita coba agar supaya mereka yang barusan menikah jangan mendapat beban yang luar biasa. Yang menjadi sebuah ancaman beban bagi mereka untuk bertahun-tahun bekerja hanya untuk membayar-bayar utang mereka. (Wawancara dengan Pastor Mathias OSC). Keterangan di atas memperlihatkan hubungan kemiskinan dengan jujuran tinggi dalam adat perkawinan di Nias. Dan ini menjadi dasar yang tidak bagus, menjadi ketegangan antara suami istri, kurang uang untuk menjamin anak baik sekolah, belum punya apa-apa, karena masih mencicil utang-utangnya. Jadi sebetulnya dalam perkawinan adat harusnya ada saling mencintai supaya tidak ada yang dirugikan, karena demikian biaya yang besar sekali itu sungguh-sunguh merugikan karena orangtua juga terkadang ingin mendapat penghargaan yang besar, namun yang menanggung nanti adalah anak mereka. Akibat adat jujuran perkawinan di Nias berdampak pada kekerasan perempuan. Jujuran ini menjadi beban yang sangat-sangat berat, terlebih kalau
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mereka tidak beruntung, misalnya kalau tidak langsung usaha mereka tidak berjalan dengan baik, itu akan menjadi utang yang berat. Ini sangat tidak cocok, tidak tenang dan selalu di tagih. Beberapa langkah telah diadakan pertemuan kepada tokoh adat untuk melihat kembali jujuran adat pernikahan ini, gerakan ini juga dilakukan oleh keuskupan (gereja). Ada kecenderungan orangtua tidak mempunyai uang untuk menikahkan anaknya laki-laki, tetapi karena pengaruh tetangga dengan menjanjikan meminjamkan uangnya, akhirnya ia menyetujui. Apabila tetangga itu tidak bisa menutupi kekurangan uang untuk biaya pesta tersebut, maka orangtua meminjam uang berbunga dengan bungan 5 % (persen) dan bawi ondrauta (babi berbunga), biasanya dalam sebulan bertambah satu alisi per bulan. Tindakan ini lah yang akhirnya membawa dalam jurang kemiskinan, apalagi situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Maka solusi terakhir keluarga muda terpaksa pergi merantau di luar Pulau Nias, misalnya buruh perkebunan kelapa sawit di PT. Torganda. Akibat mahalnya böwö, orangtua si anak bukan lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya, tapi mereka bekerja untuk membayar utang, membayar böwö yang dibebankan kepadanya. Bahkan utang böwö yang belum sempat terbayarkan oleh orangtua si anak mesti si anak harus bersedia membayarnya. Mahalnya böwö semakin diperparah sejak masyarakat Nias mengenal uang, karena böwö juga diuangkan. Mempelai laki-laki yang tidak mampu mencukupi nilai böwö yang harus ia bayar, tidak ada pilihan lain baginya selain meminjam. Singkatnya, lingkaran semacam inilah yang menyebabkan banyak keluarga Nias hanya bekerja untuk membayar bunga utang. Penelitian (Purwanto, dkk, 2011:7), Migrasi pekerja Nias di perkebunan Riau juga disebabkan alasan adat yaitu tingginya mahar atau uang “jujuran” untuk perkawinan yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak jarang untuk memperoleh uang jujuran ini calon pengantin laki-laki harus menghutang pada pihak lain seperti kerabat, teman ataupun atasan. Karena di Nias lapangan pekerjaan terbatas dan sulit mendapatkan orang bisa memberikan pinjaman, terpaksa merantau ke luar daerah Nias. 5. KESIMPULAN Proses marginalisasi perempuan dalam adat perkawinan tercermin juga dari pola relasi gender perempuan yang asimetris sebab perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dalam hal mengambil keputusan baik di keluarga maupun. Pola relasi gender yang asimetris dalam keluarga diindikasikan dengan superioritas dan dominasi laki-laki dalam konteks suami dan ibu maupun saudara laki-laki mengambil keputusan strategis. Relasi gender yang asimetris dalam lembaga publik diindikasikan oleh dominasi lakilaki menduduki jabatan struktural dan sekaligus memposisikan mereka sebagai
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penentu keputusan (decision maker). Sebaliknya, perempuan hanya menempati posisi marginal (marginal power) dan berada di bawah kontrol dan dominasi laki-laki sehingga posisi mereka tersubordinasi mengambil keputusan di lembaga adat, pendidikan, ekonomi dan politik. Perempuan dan perkawinan adat berdampak pada marginalisasi perempuan dalam rumah tangga. Perempuan masih belum mendapatkan kesamaan kedudukan dalam ruang publik. Perempuan masih dianggap nomor dua dalam keluarga itu terbukti dari jujuran yang dimintakan oleh orangtua. Selain itu, jujuran yang besar mengakibatkan pasangan suami isteri berutang turun temurun, dan bahkan tak jarang ada pernikahan di catatan sipil atau kawin lari yang merupakan fenomena baru dalam masyarakat Nias. Perhatian jujuran yang besar berdampak pada posisi perempuan dan kemiskinan menjadi keprihatinan bersama masyarakat Nias. Oleh sebab itu, pemerintah bersama tokoh agama harus mengadakan sosialisasi tentang jujuran adat perkawinan sebagai faktor kemiskinan secara terus menerus. Dalam hal ini bahwa budaya adat perkawinan Nias tidak perlu dihilangkan, tetapi disederhanakan nilai material böwö yang ada dalam pesta pernikahan. 6. DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah, Irwan. 2001. Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang. Creswell, John W. 2002. Research Design, Desain Penelitian, Qualitative & Quantitative Approaches (terjemahan) Alih bahasa: Angkatan III &IV KIKUI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, Klik Press, Jakarta. Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Girsang, Rio F. 2014. Nias dalam Perspektif Gender. Gunungsitoli: Caritas Keuskupan Sibolga. Ihromi, Tapi Omas. 2000. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Bandung: Penerbit Alumni. Komnas Perempuan. 2009. Tak Hanya di Rumah; Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang. Catatatan Ktp tahun 2009. Jakarta: Komnas Perempuan. Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentangRelasi Gender. Bandung: Mizan. Cet. I. Purwanto, S.A., Haryono, Rokhdian, D., Handiko, K.B., Sugiharti, R., dan Erlangga, E., 2011. Asesmen Pendidikan dan Kajian Komuniti di Riau
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GENDER DAN PEMBANGUNAN PEREMPUAN DI ACEH PASCA KONFLIK DAN TSUNAMI: PEMBAHASAN TEORITIS Yeni Sri Lestari Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email:[email protected]



ABSTRACT This article discusses the theoretical analysis of gender and its relationship to women's development in post-conflict Aceh and the tsunami. This discussion is considered important because of two causes, first the development of women in most countries is always focused on the gender concepts that discuss the position of men and women from the socio-cultural side that influence development in particular in this study is the development of women's rights Aceh . While the development of women is still minimal has led to demands for the fulfillment of women's rights in Aceh. Based on this, then the issues studied in the discussion of this article are what is meant by gender and how can gender be formed? What is the relationship between gender concepts and women's development process in Aceh ?. The findings of the study found that the concept of gender is an important contributor to the birth of women's power in advocating for the development of their rights in post-conflict Aceh and the tsunami. This is because the concept of gender provides a great opportunity for the existing women's movements in various parts of the world, especially in post-conflict Aceh and tsunami in Aceh. At the end of the study, this article shows that gender plays an important role in the development of women's rights in Aceh. Keywords: Gender, Development of women, Aceh, Conflict and Tsunami.



1. PENDAHULUAN Gender dan pembangunan perempuan merupakan kajian yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Hal ini dikarenakan kedua pembahasan tersebut telah menciptakan dinamika tersendiri bagi keberlangsungan pembangunan, khususnya di Aceh pasca konflik dan tsunami. Konsep gender sepanjang sejarah telah memperlihatkan keberhasilan dalam menciptakan peluang dan semangat perubahan di kalangan kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan bernegara terutama dalam persoalan pembangunan hak-hak perempuan yang seringkali dinomorduakan setelah laki-laki. Keberhasilan konsep gender dalam memicu gerakan-gerakan perempuan di beberapa negara menjadi acuan bagi banyak negara, wilayah maupun daerah untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Hal ini seperti yang terdapat di Amerika Serikat dan Inggris yang berhasil memunculkan sebuah gerakan beridentitaskan gender yaitu First Wave Feminism yang terjadi pada
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abad ke-19 dan Second Wave Feminism yang terjadi pada abad ke-20. Di Pakistan, kaum wanita telah berjuang untuk melawan penindasan dari pemerintah semenjak tahun 1947 dan mencapai puncaknya ketika Benazir Bhutto terpilih sebagai perempuan pertama yang berkuasa di Pakistan setelah jatuhnya Zia Ul-Haq pada tahun 1988. Sedangkan di Indonesia, kaum perempuan telah banyak memainkan peran penting dalam pembangunan semenjak masa penjajahan hingga masa reformasi, hal ini ditandai dengan munculnya nama-nama perempuan Indonesia yang berhasil membawa kedudukan perempuan Indonesia menjadi lebih terhormat, seperti jasa R.A Kartini, Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien dan lain-lain. Persoalan gender, khususnya di Aceh mulai meluas pasca konflik dan tsunami dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Trauma terhadap konflik yang berkepanjangan (1976-2005) membuat perempuan Aceh mengalami banyak penindasan dan penyelewengan terhadap hak asasi mereka, terutama yang berkaitan dengan harkat dan martabat mereka sebagai perempuan. Tidak sedikit perempuan Aceh menjadi korban penyiksaan dan kekerasan oleh lakilaki pada masa konflik Aceh terjadi bahkan berujung kepada kematian. Selain konflik berkepanjangan, tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 semakin memporak-porandakan kehidupan perempuan Aceh secara lahiriah maupun batiniah. Kesengsaraan dan kesulitan hidup yang selama ini dirasakan oleh perempuan Aceh menjadi acuan bagi kebangkitan perempuan Aceh untuk memperbaiki dan membangun kembali jati diri perempuan Aceh bersamaan dengan terjadinya kesepakatan damai antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Finlandia, Helsinki. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh perempuan Aceh dalam upayanya mengangkat kembali harkat dan martabat perempuan Aceh untuk kembali bangkit mendapatkan hak hidup mereka sebagai perempuan dalam pelbagai bidang terutama dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Bangkitnya upaya perempuan Aceh pasca konflik dan tsunami untuk mendapatkan dan meraih hak-hak mereka dalam setiap bidang kehidupan bernegara telah menciptakan pelbagai macam upaya serta didukung dengan pelbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan kaum perempuan Aceh terutama dalam persoalan pembangunan kembali hak-hak perempuan Aceh. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas analisis teoritis gender dan hubungannya dengan pembangunan hak perempuan di Aceh pasca konflik dan tsunami. 2. TINJAUAN PUSTAKA Kajian mengenai perempuan terutama di wilayah konflik telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti kajian yang dilakukan oleh Sentiela Ocktaviana, Widjajanti M. Santoso, dan Dwi Purwoko berjudul “Peran-
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peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian” yang mengkaji peran perempuan di wilayah konflik yaitu di Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama konflik berlangsung di dua wilayah tersebut didapati bahwa kaum perempuan hanya dianggap sebagai korban, padahal upaya informal telah dilakukan oleh kaum perempuan dalam memberikan kontribusi positif pada proses perdamaian, penyintas, maupun inisiator. Akan tetapi hal tersebut dilupakan sehingga perempuan merasa tidak mendapatkan keadilan. Perempuan Aceh korban konflik berharap banyak kepada lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR-Aceh) untuk dapat memenuhi hak perempuan yang selama ini telah dideskreditkan, namun usaha tersebut ternyata gagal. Lain hal lagi dengan perempuan Ahmadiyah di wilayah NTB yang mengalami kekerasan fisik, psikologi, dan ekonomi yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat dikarenakan status kewarganegaraan mereka. Segala persoalan mengenai hak-hak perempuan tersebut nyatanya jelas diterangkan dalam CEDAW, Resolusi DK PBB No. 1325, dan Rekomendasi umum PBB No. 19, di mana pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan keadilan dan hak-hak perempuan. Kajian selanjutnya dilakukan atas kerjasama lembaga Pustaka Larasan, ICAIOS, dan KITLV-Jakarta dalam sebuah kumpulan tulisan yang berjudul “Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik” yang disunting oleh Patrick Daly, R. Michael Feener, dan Anthony Reid pada tahun 2012. Kajian ini fokus meneliti mengenai keadaan masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami, di dalamnya termasuk membahas mengenai kondisi perempuan Aceh. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas sejumlah pelajaran penting tentang rekonstruksi Aceh dan proses perdamaian Aceh pemeliharaan komunitas masyarakat Aceh dan internasional. 3. METODE PENELITIAN Penulisan ini akan membahas mengenai gender dan pembangunan hak perempuan di Aceh pasca konflik dan tsunami. Kajian permasalahan ini melingkupi penggunaan konsep gender dalam memicu kebangkitan pembangunan hak perempuan Aceh paska konflik dan tsunami. Penulisan ini menggunakan tehnik pengumpulan data penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan melalui data-data yang diperoleh dari pengumpulan sumber-sumber bacaan yang meliputi buku, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Variabel penelitian dalam penulisan ini ialah genderdan pembangunan perempuan. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis yang kualitatif, yaitu penelitian ini menganalisis permasalahan dan menguraikan pembahasan menggunakan kata-kata atau deskriptif.
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Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penguat melalui artikel, arsip-arsip, dan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan berita-berita yang dipublikasikan dalam bentuk artikel yang terkait dengan masalah penelitian untuk kemudian dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi lapangan sehingga data yang diperoleh akan lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi, pertama melakukan penelitian kepustakaan meliputi buku, jurnal maupun surat kabar, setelah data terkumpul akan disusun atau dinarasikan dalam bentuk kalimatkalimat yang lebih tertata. Sebelum dianalisis lebih lanjut dan ditarik kesimpulan, data harus disortir berdasarkan mutu dengan melakukan evaluasi pertama. Setelah evaluasi pertama, maka peneliti akan melengkapi data dengan menggunakan wawancara ulang dengan informan lain untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk validitas data, peneliti akan menggunakan metode triangulasi, yaitu metode pengecekan terhadap data wawancara yang diperoleh melalui pelbagai sumber dengan membandingkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya. Berdasarkan metode tersebut diharapkan akan mendapatkan kesesuaian yang beruntuk terhadap data yang diperoleh dari setiap informan. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Gender: Pendekatan Historis dan Teoritis Pembahasan mengenai gender telah lama di dominasi pada kehidupan masyarakat Barat, terutama Amerika dan Eropa. Gender sendiri merupakan sebuah pemahaman yang hakekatnya pekat dengan nuansa barat (western invention) (Connell, 1993), di mana isu gender sebagai upaya untuk mencapai kesamaan antara perempuan dan laki-laki pertama kali muncul pada tahun 1950 dan 1960-an. Gerakan kaum perempuan ini muncul sebagai sebuah konflik sosial yang dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mendobrak sistem patriarchy yang dilindungi oleh kuatnya tradisi struktural fungsional dalam sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Kuatnya sistem patriarchy yang terdapat
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dalam sebuah keluarga cenderung menyebabkan munculnya ketimpangan gender terutama dalam persoalan ekonomi. Gerakan gelombang pertama kaum perempuan lebih kepada gerakan filsata di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet tahun 1785. Sedangkan gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan berlakunya liberalisme gaya baru melalui diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen (Herien Puspitawati, 2013). Konsep gender pada dasarnya bertentangan dengan konsep sex yang mana kedua pertentangan ini belum begitu familiar hingga diperkenalkan pada tahun 1970-an. Robert Stoller yang merupakan seorang pakar psikologi merupakan orang pertama mengangkat isu mengenai perbedaan antara gender dan sex (Margaret Simmonds, 2012). Perdebatan mengenai hal tersebut terus berkembang menjadi sebuah kajian yang memfokuskan perbedaan antara konsep gender dengan konsep sex secara lebih terstruktur, di mana gender merupakan salah satu konsep utama bagi lahirnya gerakan kaum perempuan. Pembahasan mengenai gender dalam dunia global telah mencetuskan sebuah gerakan kaum perempuan dunia yang menyebar hingga seluruh lapisan yang berupaya untuk menuntut hak-hak perempuan terutama dalam persoalan pembangunan. Pelbagai gerakan perempuan dunia telah banyak mencetuskan isu-isu global yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan peran perempuan yang lebih aktif dalam proses pembangunan seperti yang terdapat dalam International on Population and Development (1994) dan pada Konferensi Puncak Wanita Sedunia (1995). Sejarah gender pertama kali berkembang dalam konteks dunia Barat, terutama peristiwa yang terjadi pada 12 Juli 1963 yang ditandai dengan munculnya gerakan global yang dipelopori oleh gerakan kaum perempuan.Gerakan ini telah mempelopori suatu resdusi melalui Badan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada tahun 1967 yang kemudian terbentuklah Commission on The Status of The Women yang secara khusus memperhatikan status dan isu-isu yang berkaitan dengan kaum perempuan. Perhatian yang diberikan PBB terhadap kaum perempuan tersebut kemudian diintensifkan lagi melalui pelbagai konferensi dunia yang khusus dilaksanakan untuk membahas mengenai isu-isu kaum perempuan. Konferensi perempuan dunia pertama kali diadakan di Mexico City pada tahun 1975 yang menekankan peran perempuan pada Women in Development (WID), yaitu pembahasan mengenai integrasi perempuan di bidang pembangunan yang berfokus pada produktivitas kaum perempuan. WID dianggap tidak mampu untuk memenuhi segala tuntutan kaum perempuan sehingga terbentuklah Women and Development (WAD) yang dicetuskan oleh kaum feminis-marxis yang pada tahun 1979 menghasilkan
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Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW pada tahapan selanjutnya menjadi pedoman bagi banyak negara di dunia sebagai dasar untuk memberikan kesetaraan dan persamaan hak kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan bernegara. Pemenuhan terhadap hak kaum perempuan sedunia yang dirasa belum efektif dan efesien menyebabkan WAD digantikan dengan Gender and Development (GAD) yang dirasa lebih memenuhi kualifikasi kebutuhan akan hak-hak kaum perempuan global yang menitikberatkan kepada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Konsep GAD ini kemudian dikuatkan lagi dengan dilaksanakannya The International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada tahun 1994. Pembahasan dan perdebatan mengenai gender semakin populer manakalah isu gender menjadi fenomena global terutama yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, sehingga PBB melalui Konferensi Perempuan di Beijing pada 1995 semakin mengangkat persoalan gender ke dalam isu-isu global. Empat isu utama yang diangkat dalam konferensi ini ialah mengenai kesetaraan gender, keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan integrasi kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan dan program penghapusan kemiskinan. Perkembangan isu-isu gender kemudian menjadi pembahasan yang menarik dikalangan ilmuwan terutama ilmuwan sosiologi. Secara sosiologis, gender dipandang sebagai konsep yang terdiri dari konsep-konsep pendukung lainnya, hal ini seperti yang terdapat dalam kajian yang ditulis oleh Linda L. Lindsey (2005) dalam bukunya yang berjudul “The Sociology of Gender: Theoretical Perspectives and Feminist Frameworks” yang secara garis besar menekankan kepada empat konsep dalam sosiologi gender, yaitu stereotypes, sexism, patriarchy, dan androcentrism. Konsep stereotypes populer pada tahun 1922 melalui kajian yang dilakukan oleh Lippman untuk menggambarkan “typical picture” yaitu sebuah pemikiran tentang hubungan kelompok sosial. Stereotypes diartikan sebagai sebuah metodologi untuk memahami pengelompokkan kerja individu menjadi kategori kelompok (Jane Pilcher & Imelda Whelehan, 2004), artinya dalam memahami sebuah fenomena sosial bukan lagi didasarkan kepada penilaian individu tetapi lebih kepada penilaian secara kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Konsep stereotypes secara rinci merupakan konsep yang menyatakan bahwa masyarakat menempati pembagian status (gap) yang memiliki pembeda dari ciri-ciri yang utama. Pembedaan ciri ini walaupun tidak selalu dipandang negatif namun berhasil menciptakan sebuah perlawanan terhadap terjadinya diskriminasi yang didasari atas perbedaan ciri terutama
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ciri yang dimiliki antara kaum laki-laki dengan ciri yang dimiliki oleh kaum perempuan khususnya perbedaan secara biologis. Penempatan konsepstereotypes yang negatif dapat mewujudkan sexism, yaitu sebuah paham yang meyakini bahwa status perempuan lebih rendah dibandingkan dengan status laki-laki. Kaum laki-laki tidak kebal terhadap konsekuensi negatifdari konsep sexism, tetapi kaum perempuan lebih mungkin mengalaminya dikarenakan status yang mereka miliki lebih terstigma daripada status yang dimiliki oleh kaum laki-laki (Linda L. Lindsey, 2005). Konsep sexism memberikan peluang bagi munculnya rasa diskriminasi oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Anggapan yang menyatakan bahwa kedudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan kedudukan kaum laki-laki telah menyebarkan risiko negatif terhadap keseimbangan peran antara kaum perempuan dan kaum laki-laki terutama dalam persoalan pembangunan. Kepercayaan yang berlebihan terhadap sifat dan hak yang rendah secara biologis terhadap kaum perempuan telah memperkuat terjadinya diskriminasi keadilan bagi hak-hak yang seharusnya diperoleh kaum perempuan. Meningkatnya keyakinan dan pandangan sebagian besar masyarakat terhadap sexism akan mengabadikan konsep patriarchy yang semakin menguatkan berlakunya bias gender dalam pembangunan. Konsep patriarchy merupakan sebuah konsep yang menerangkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan struktur sosial yang menekan kaum perempuan. Dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan dalam kepemimpinan pada struktur sosial terutama dalam sebuah negara menyebabkan kemandulan dari peran perempuan atas keikutsertaannya untuk melakukan pembangunan. Walby (1990) mendefinisikan patriarchy sebagai sistem struktur dan praktik sosial yang mana laki-laki mendominasi, menekan, dan mengeksploitasi perempuan. Walby turut memperkenalkan 6 struktur dari konsep patriarchy yaitu produksi rumah tangga, imbalan kerja, negara, kekerasan oleh laki-laki, seksualitas, dan budaya di mana kesemuanya setuju untuk lebih mendalam, menyebarkan dan mengaitkan dengan subordinasi kaum perempuan (Jane Pilcher & Imelda Whelehan, 2004). Konsep patriarchy menyumbangkan kesempatan bagi kaum laki-laki untuk semakin merasa lebih berkuasa atas hak-hak yang seharusnya juga dimiliki oleh kaum perempuan. Konsep patriarchy secara definisi memperkenalkan sebuah konsep lainnya, yaitu androcentrism, yaitu sebuah norma yang memusatkan kinerja laki-laki diseluruh lembaga sosial yang menjadi standar untuk dipatuhi oleh semua orang (Linda L. Lindsey, 2005). Penggabungan daripada keempat konsep tersebut memberikan penguatan bagi berlakunya konsep gender yang diatur berdasarkan
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penentuan secara biologis dan hal tersebut tidak dapat dirubah. Namun, hal ini bertentangan dengan beberapa pakar gender lainnya yang menyatakan bahwa gender bukanlah melihat dari perbedaan secara biologis, tetapi berdasarkan perbedaan secara sosial-budaya. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai gender akan dibahas melalui perspektif sosiologis yang terdiri dari perspektif struktural-fungsional, perspektif teori konflik,dan perspektif feminisme. Perspektif struktural-fungsional merupakan teori umum dalam bidang sosiologi yang menekankan kepada anggapan bahwa masyarakat berada dalam keadaan yang stabil serta merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian dan saling mempengaruhi. Teori ini menganalogikan masyarakat seperti tubuh manusia (organicism). Emile Durkheim (1857-1917) merupakan salah satu ahli dalam teori ini yang menyatakan bahwa apabila terdapat keperluan tertentu dalam sebuah masyarakat tetapi tidak dipenuhi maka akan menyebabkan patologi yang menyebabkan hancurnya sistem politik. Patologis menunjukkan keadaan yang tidak seimbang atau perubahan sosial, namun apabila keadaan dianggap normal atau seimbang maka dikenal sebagai equilibrium. Struktural fungsional mengakuai adanya keberagaman dan perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang dapat menyebabkan berlakunya pelbagai macam risiko seperti perbedaan struktur, status, peran dan lain sebagainya dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, pelbagai perbedaan yang disebabkan tersebut diakui dan dianggap penting oleh para fungsionalis sebagai bagian dari keseimbangan sosial, termasuk di dalamnya nilai yang berkaitan dengan peran gender. Peran gender dalam perspektif fungsionalis ini di bagi kedalam dua periode, yaitu periode preindustrial society and contemporary society. Pada periode preindustrial society, para fungsionalis menekankan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari keseimbangan sosial pada masyarakat pra-industri yang ditandai adanya penetapan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas untuk berburu mencari makanan sedangkan perempuan memiliki peran untuk mengandung, melahirkan dan merawat anak serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sedangkan periode contemporary society, spesialisasi tugas rumah tangga berdasarkan gender lebih disfungsional daripada fungsional di mana kaum perempuan yang cenderung merasa tidak bahagia dengan perannya dalam mengurus rumah tangga lebih memungkinkan untuk melakukan kegiatan lain di luar urusan rumah tangga. Perspektif struktural-fungsional ini mendapat kritik dari kaum feminisme yang menekankan bahwa perspektif struktural-fungsional mengakui adanya pembagian peran dan status sosial berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan terpisahnya peran perempuan dalam urusan
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publik maupun privat. Pada sisi lain, terlepas daripada kritik yang diberikan terhadap teori ini dalam memandang gender, struktural-fungsional tetap dipertahankan dalam sistem sosial masyarakat terutama dalam pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin. Perspektif teori konflik merupakan sebuah pandangan yang melihat bahwa masyarakat yang terdiri dari pelbagai entitas akan selalu diwarnai oleh konflik terutama yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan dan alokasi sumber daya. Teori konflik muncul dari pemikiran yang dituangkan oleh Engels dan Marx mengenai kelas sosial. Karya Karl Marx (1818-1883) menyatakan bahwa teori konflik ini yang berbasiskan asumsi bahwa masyarakat merupakan panggung untuk memperjuangkan kekuasaan dan dominasi untuk melawan kelompok maupun individu yang mendominasi sumber daya. Sedangkan Friedrich Engels (1820-1895) serupa dengan Marx, menyatakan bahwa dalam masyarakat kontemporer,keluarga merupakan sistem sosial yang didalamnya terdapat pelbagai konflik dan tidak memiliki harmoni. Engels mendukung adanya peran komplementer, khusus dan saling tumpang tindih yang menguntungkan dalam sebuah keluarga. Perspektif teori konflik dalam menilai konsep gender lebih berfokus kepada kekuatan ekonomi, terutama berpatokan kepada penempatan sosial dari sebuah keluarga yang terlahir dengan tingkat ekonomi yang tinggi atau rendah. Teori ini mendapatkan kritik dari segi penyebab konflik yang diyakini tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi tetapi juga adanya ketegangan antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antara anak dan anak. Selepas dari kritik tersebut, teori konflik berhasil memicu munculnya teori-teori baru seperti feminism, liberal feminism, maupun marxis-sosialis feminism. Persepektif selanjutnya ialah perspektik feminisme yang bersesuaian dengan teori konflik, di mana keduanya menyatakan bahwa struktur ketimpangan sosial dipertahankan oleh ideologi-ideologi yang diterima oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan mengenai keistimewaan maupun penindasan yang diperankan oleh mereka. Secara khusus, teori feminisme mengajukan kerangka pemikiran bagi kaum perempuan dalam upayanya untuk mengubah status sosial kaum perempuan dari segala sektor kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Huraian mengenai sejarah dan pelbagai perspektif dalam memandang gender telah melahirkan ragam definisi daripada gender itu sendiri. Banyak publik yang seringkali salah menyamakan definisi gender dengan sex (jenis kelamin), hal ini sebenarnya sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Kamus Bahasa Inggris yang mengartikan gender dengan sex (jenis kelamin). Gender memiliki pengertian yang lebih kompleks daripada hanya sekedar sex (jenis kelamin), atau dapat dikatakan bahwa gender berbeda
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dengan sex (jenis kelamin). Gender merupakan identifikasi perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang didasarkan kepada segi sosialbudaya, sedangkan sex (jenis kelamin) merupakan identifikasi bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dari segi anatomi biologis. Gender didefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat (Herien Puspitawati, 2013). Definisi ini menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan yang identik dengan peran yang masing-masing dimiliki oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tidak sebatas pada perbedaan peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, gender juga disandingkan dengan institusi sosial. Hal ini dinyatakan oleh Smith (1987) dan West & Zimmerman (1987) bahwa gender merupakan suatu set hubungan yang nyata dalam institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal (Lloyd, 2009). Gender terbentuk dari adanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu sistem sosial melalui interaksi yang mereka lakukan. Definisi gender juga hadir sebagai hasil dari ideologi-ideologi yang dibentuk oleh masyarakat. Butler (1990) menyatakan pada tingkat ideologi, gender dihasilkan (Lloyd, 2009) dan Smith (1987) juga menyatakan bahwa teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material (Lloyd, 2009). Gender tidak selalu berbicara mengenai peran-peran yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan saja. Secara sinergis, gender dapat disimpulkan sebagai perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang tidak hanya didasarkan kepada perbedaan biologis dan sosiologis tetapi gender merupakan sebuah konstruksi konsep yang lebih kompleks untuk mengkaji hubungan keseimbangan peran, fungsi, tanggung jawab dan hak antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan yang dimiliki dalam pelbagai sektor kehidupan bernegara. B. Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh Tantangan utama perempuan Aceh pasca konflik berkepanjangan hampir tiga dekade antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia yang berujung pada perundingan damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 serta bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 merupakan awal transisi bagi kestabilan pembangunan khususnya bagi perempuan Aceh. Perdamaian dan rencana pembangunan kembali kehidupan masyarakat Aceh dari pelbagai bidang seperti ekonomi, politik maupun sosial tidak terlepas dari perbincangan terhadap hak-hak kaum perempuan.
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Pembahasan mengenai hak kaum perempuan Aceh tidak terlepas dari hak perempuan dalam pembangunan. Pembangunan perempuan dalam konteks ini menitikberatkan kepada upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan Aceh dalam pelbagai bidang kehidupan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Seringkali kaum perempuan hanya diidentikkan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya menyebabkan terbatasnya ruang bagi partisipasi kaum perempuan yang berakhir kepada munculnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Apabila pemikiran tersebut terus dikekalkan maka kaum perempuan akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan pada era modern ini telah banyak melibatkan kaum perempuan sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan publik, yang artinya kaum perempuan memiliki hak dan aktif untuk turut memikirkan persoalan kehidupan bernegara terutama yang berkaitan dengan peran dan hak kaum perempuan itu sendiri yang dapat memberikan pandangan bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan antara hak kaum laki-laki dan kaum perempuan terutama dalam pembangunan. Pembangunan kaum perempuan tidak hanya terbatas bagi pemenuhan hak, peran maupun tanggun jawab yang seharusnya dilakukan oleh kaum perempuan untuk mendapatkan tempat dalam setiap pengambilan keputusan publik, namun pembangunan perempuan khususnya di Aceh juga sebaiknya ditempatkan pada posisi-posisi strategis seperti dalam lembaga politik dan sosial yang lebih banyak menyediakan kesempatan bagi kaum perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dan memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan daerah. Pentingnya pembahasan mengenai perempuan Aceh dalam pembangunan adalah untuk menganalisis proses dan kemajuan pembangunan di Aceh baik dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, banyaknya perempuan Aceh yang mengalami kekerasan pada masa konflik juga akan mempengaruhi proses dan kemajuan pembangunan perempuan di Aceh pasca tsunami dan pasca konflik. Pembahasan mengenai gender dan ekonomi selalunya menjadi hal yang menarik, manakala di Indonesia khususnya Aceh dengan budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi, laki-laki selalu ditempatkan sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan perempuan diidentikkan dengan pekerjaan rumah tangga yaitu mengurus rumah, anak dan suami. Namun, konsep gender melalui penyetaraan gender telah membuka peluang bagi perempuan Aceh untuk melakukan kegiatan diluar rumah salah satunya ialah ikut serta dalam upaya pemenuhan ekonomi.
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Perempuan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami nyatanya tidak mudah untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan, pasca konflik dan tsunami Aceh, perempuan diposisikan bergantung kepada suami atau laki-laki dalam keluarganya. Hal ini terjadi karena perempuan Aceh pada masa transisi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai serta pekerjaan perempuan hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan.Namun, pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan Aceh semakin meningkat, hal ini terjadi dikarenakan keterbukaan masyarakat serta beberapa sistem perekonomian yang mulai membidik kemampuan dan keahlian perempuan dalam bekerja sebagai faktor penting dalam upaya pembangunan ekonomi daerah, hal ini sesuai dengan grafik Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2016. Gambar. 1 Persentase Penduduk Aceh yang Bekerja menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2016.



Chart Title 80 70 60 50 40 30 20 10 0 


8-34 laki-laki



perempuan



35+ total



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 24/05/TH.XIX, 4 Mei 2016 Peningkatan persentase kaum perempuan sebagai pekerja di Aceh memberikan gambaran nyata bahwa bagi Aceh yang sedang membenahi diri menjadi lebih mapan terutama pasca konflik dan tsunami telah berupaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaran gender bagi kaum perempuan Aceh dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam CEDAW yang salah satunya menyatakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Aceh telah membuktikan, bahwa konflik dan bencana alam tidak menghalangi upaya pemerintah Aceh untuk memberikan hak dan mengembalikan harkat martabat perempuan Aceh yang sudah sedari
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zaman penjajahan dikenal telah ikut serta dan berperan dalam urusan publik sebut saja dengan hadirnya Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati, Cut Mutia, dan lain-lain. Di zaman modern ini, hak perempuan Aceh juga terus diperjuangkan, dalam segi ekonomi yaitu dengan dibukanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan secara layak yang terus diupayakan oleh pelbagai kalangan. Kondisi perempuan Aceh pasca konflik dan tsunami di bidang sosial seperti kesehatan dan pendidikan sangat mengkhawatirkan. Di Awal tahun 2006, penemuan oleh Aceh Recovery Forum mencatat 134 angka kematian bayi dan 54 kematian ibu melahirkan di pengungsian. Hal ini dikarenakan sulitnya kaum perempuan untuk mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, seperti minimnya transportasi dan tenaga kesehatan di daerah-daerah (Gender Working Group, 2007). Awal masa transisi Aceh pasca konflik dan tsunami, pembangunan kesehatan bagi kaum perempuan di Aceh masih menunjukkan minimnya upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak kaum perempuan di bidang kesehatan. Namun, pemenuhan dari hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam setiap pembangunan selalu menjadi prioritas pemerintah Aceh dari tahun ke tahun, hal ini tergambar dari meningkatnya sasaran program pembangunan kesehatan bagi kaum perempuan di Aceh apda tahun 2015. Gambar 2. Perempuan Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Aceh Tahun 2015 Sasaran Program Lahir Hidup Bayi Batita Anak Balita Balita Pra Sekolah Anak Usia Kelas 1 SD/setingkat Anak Usia SD/setingkat Penduduk Usia Muda Penduduk Usia Produktif Penduduk Usia Lanjut Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi Wanita Usia Subur Wanita Usia Subur Imunisasi Ibu Hamil Ibu Bersalin/nifas
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Sumber: Profil Kesehatan Aceh Tahun 2015



Jumlah Perempuan 56.347 167.824 220.958 277.305 51.196 292.969 770.357 1.624.120 169.572 66.665 -
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Pembangunan kesehatan perempuan Aceh terus menjadi fokus pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Aceh. Pertimbangan bahwa pada masa konflik juga tsunami, perempuan Aceh paling banyak mengalami intimidasi maupun kekerasan menjadikan fokus terhadap kesehatan perempuan Aceh sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan kesehatan kaum perempuan. Pembangunan perempuan di bidang pendidikan pada awal transisi masih diwarnai dengan alasan-alasan ekonomi dan sosio-kultural yang menyebabkan tingkat pendidikan kaum perempuan Aceh sangat rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun saat ini, jumlah perempuan yang menuntut ilmu di pelbagai lembaga-lembaga pendidikan sudah meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah perempuan yang menempuh pendidikan di pelbagai lembaga pendidikan tercermin dari ketiadaan kuota atau aturan yang membatasi jumlah kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, prinsip sosio-kultural yang mulai menipis tergerus globalisasi telah membuka peluang bagi perempuan untuk lebih leluasa mengenyam pendidikan. Pembangunan politik merupakan salah satu aspek kajian untuk melihat keterlibatan gender dalam pengambilan keputusan seringkali dianggap sebagai tolak ukur utama. Pembangunan politik perempuan Aceh pada masa awal pasca konflik dan tsunami sama sekali tidak tersentuh oleh kaum perempuan, basis pemerintahan dan politik dikuasai seluruhnya oleh kaum laki-laki. Pembangunan perempuan dalam bidang politik pertama kali muncul dilatarbelakangi dengan hadirnya organsiasi perempuan Aceh yaitu LINA (Lembaga Inong Aceh). LINA saat ini dikenal sebagai salah satu LSM yang bergerak di bidang perempuan untuk merespon kondisi faktual tentang kehidupan kaum perempuan eks-kombatan yang belum mendapatkan ruang beruntung dan posisi sosial pasca konflik (Anna Christi Suwardi, 2015). Seterusnya LINA tidak hanya berfokus kepada permasalahan perempuan eks-kombatan saja, tetapi hingga saat ini LINA telah menjelma sebagai salah satu LSM yang aktif mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh perempuan Aceh salah satunya dengan membangun motivasi terhadap partisipasi perempuan Aceh dalam politik. Tingkat partisipasi perempuan Aceh dalam politik juga semakin terlihat dari keikutsertaan perempuan Aceh dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Walaupun kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen Aceh tidak terpenuhi, namun hal tersebut turut menunjukkan bahwa pemerintah Aceh
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membuka peluang bagi kaum perempuan untuk turut serta dalam pesta demokrasi baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Pembangunan politik perempuan Aceh dibandingkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial adalah yang paling rendah. Hal ini terjadi dikarenakan pelbagai faktor seperti pandangan bahwa politik itu kotor, keterbatasan informasi dan pemahaman tentang isu-isu sosial politik, perasaan rendah diri, ketidakmampuan perempuan berperan ganda, keterbatasan sumber daya ekonomi dan perasaan tidak dapat merepresentasikan kepentingan kaum perempuan (Sri Lestari Wahyuningroem, 2008). Berdasarkan pelbagai faktor tersebut, didapati bahwa kaum perempuan Aceh masih memiliki keterbatasan untuk memaksimalkan hakhak mereka dalam pembangunan politik di Aceh.Namun, tidak berarti bahwa perempuan Aceh tidak peduli terhadap pembangunan politik, karena meskipun tidak banyak perempuan Aceh yang turut aktif dalam bidang politik Aceh, usaha dan upaya untuk mendapatkan serta mendorong perempuan Aceh lebih aktif terus digalakan oleh pelbagai pihak dari masa ke masa. 5. KESIMPULAN Gender dari pelbagai perspektif diartikan sebagai perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan bukan berdasarkan kepada segi biologis (sex/jenis kelamin), namun gender merupakan perbedaan yang didasarkan kepada aspek sosial-budaya seperti perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab dan lainnya. Pelbagai persepektif dari para pakar turut mewarnai keragaman dari konsep gender itu sendiri, terlepas dari perbedaan yang disuguhkan oleh pelbagai perspektif yang ada secara sosiologis, konsep gender merupakan konsep yang sesuai untuk terus digunakan dalam mengupas persoalanpersoalan yang berkaitan antara hak kaum perempuan dan kaum laki-laki, salah satunya dalam persoalan pembangunan. Persoalan pembangunan yang melibatkan kaum perempuan merupakan pembahasan yang menarik terutama dalam konteks pembangunan perempuan pada daerah-daerah rawan konflik yang cenderung paling banyak mengalami kekerasan dan intimidasi. Selain itu, daerah pasca bencana juga turut memperkaya kajian terhadap persoalan pembangunan kembali hak-hak perempuan setelah mengalami trauma untuk tetap bangkit dan melangsungkan aktivitas yang lebih bermanfaat. Aceh sebagai daerah pasca konflik dan tsunami memberikan banyak pelajaran bagi dalam menggambarkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara keadilan dan kesetaraan gender dengan persoalan pembangunan, terutama sekali berkaitan dengan pembangunan hak perempuan di Aceh. Di bidang ekonomi
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dan sosial, pembangunan terhadap hak-hak kaum perempuan Aceh pasca konflik dan tsunami terus mengalami peningkatan yang signifikan ditunjukkan melalui pelbagai upaya pemerintah yang terus meningkatkan program ekonomi dan sosial yang melibatkan perempuan, sedangkan di bidang pembangunan politik, hak kaum perempuan telah diupayakan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan namun beberapa faktor seperti terbatasnya sumber daya ekonomi menjadi penghambat bagi peningkatan pembangunan politik perempuan di Aceh. 6. DAFTAR PUSTAKA Buku Butler, J. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge. Daly, R. Patrick et al. 2012. Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik. Jakarta: KITLV. Lindsey, Linda L. 2005. Gender Roles: A Sociological Perspective. Upper Saddie River, N. J: Pearson Prentice Hall. Lloyd, S et al. 2009. Handbook of Feminist Family Studies. Thousand Oaks, CA: Sage. Pilcher, Jane& Imelda Whelehan. 2004. Fifty Key Concepts in Gender Studies. London: Sage Publications. Walby, S. 1990. Theorising Patriarchy. Oxford: Blackwell. Jurnal Anna Christi Suwardi. 2015. Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik: Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA). Universitas Gadjah Mada. Herien Puspitawati. 2013. Konsep, Teori dan Analisis Gender. Institut Pertanian Bogor. Sentiela Ocktaviana, Widjajanti m. Santoso, dan Dwi Purwoko. 2014. Peranperan Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No. 3 Tahun 2014. Smith, N. 1987. Dangers of the Empirical Turn. Antipode, 19/1: 59-68. West, C & Zimmerman. 1987. Doing Gender. Gender and Society. I. 125-151 Makalah dan Berita Sri Lestari Wahyuningroem. 2008. Seri Makalah Diskusi:Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik Aceh: Tantangan dan Peluang. Bangkok: UNIFEM
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ABSTRACT Social change is an event (phenomenon) that is common in society, over time social change, on the one side gives positive impact (cooperation or kinship) and the other side can also be negative (disputes, individual and even conflict). The problem formulations in this study are (1). What is the social change of society that happened before and after the tsunami in Gampong Jeumpheuk, Aceh Jaya. (2). What are the factors that cause social change of society in Gampong Jeumpheuk, Aceh Jaya. The method used in this research is qualitativedescriptive method, where the process of collecting data in the field using the technique of observation and in-depth interview, previously determined informant research. Determination of informant used Purposive Sampling Technique. The theoretical basis used by the theory of symbolic interactionism, is a way of looking at individuals and social and attempts to perceive that man is the creator of the actors, the execution, and the selfdirected. The results show that the social changes of the gampong jeumpheuk community have faded (shifted) from before. It can be seen from comparing before and after tsunami and also proven from several factors that lead to economic factors, education, social and moral culture. Keywords: Society, Village, Social Change



1. PENDAHULUAN



Manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, memiliki dorongan ingin tau, ingin maju dan berkembang. Maka salah satu sarananya adalah komunikasi, karena komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan manusia.1Selain itu juga diberikan berupa akal pikiran yang H.A.W. Widjaja, Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal 4 - 5. 1
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berkembang serta dapat dikembangkan. dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Sementara itu, untuk menjalin rasa kemanusiaan yang akrab diperlukan saling pengertian sesama anggota masyarakat. Dalam hal ini faktor komunikasi memainkan peranan yang penting, apalagi bagi manusia modern. Manusia modern manusia yang cara berpikirnya tidak spekulatif tetapi berdasarkan logika dan rasional dalam melaksanakan segala kegiatan dan aktivitasnya. Kegiatan dan aktivitas akan terselenggara dengan baik melalui proses hubungan timbal balik antar manusia.2 Kerjasama suatu kegiatan yang dilakukan secara kebersamaan dari setiap lapisan masyarakat, saling bahu-membahu dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Sikap kebersamaan itu seharusnya dimiliki oleh seluruh elemen (lapisan) masyarakat, karena dengan adanya kesadaran setiap elemen (lapisan) masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan dengan cara bergotong royong. Dengan demikian, segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dan cepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju. Bukan itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen(lapisan) masyarakat dalam menerapkan perilaku kerjasama, maka hubungan persaudaraan dan silaturahim akan semakin erat. Dibandingkan dengan cara individualisme yang mementingkan diri sendiri, maka akan memperlambat pembangunan di suatu daerah. Karena individualisme itu dapat menimbulkan keserakahan dan kesenjangan antar masyarakat. Sikap kerjasama merupakan budaya didalam masyarakat dan juga salah satu alat pemersatu, yang mencerminkan satu ideologi yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Budaya juga merupakan hasil dari cipta karya manusiadi dalamnya mengandung banyak hal yang positif dan bisa memberikan warna kehidupan pada masyarakat itu sendiri. Gampong Jeumpheuk merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya hasil peninggalan nenek monyang. MasyarakatGampong Jeumpheuk,adalah sebuah masyarakat yang termasuk dalam korban ganasnya musibah tsunami pada tanggl 26 Desember2004 yang lalu ini, telah lama memiliki sistem budaya yang sangat menarik untuk dicermati secara ilmiah serta memiliki nilai-nilai



2Ibid,



hal 1.
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yang tinggi sebagai cerminan sekaligus bagian daripada falsafah masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet tampak semakin jauh saja bergeser dari kebiasaan yang sebelumnya, dahulu masyarakat saling bekerja sama, bahu membahu secara suka rela, memiliki persatuan tanpa mengharapkan upah dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Namun, hal itu mulai hilang dan lebih terlihat sikapsikap memisahkan diri serta kurang memperhatikan dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam aktifitas membagun dan memajukan gampong demi kepentingan bersama. Seperti merehabilitasi masjid, meunasah, membangun lapangan bola dan juga membersihkan sarana umum lainnya. Dulu mareka menganggap dengan terciptanya suatu kebersamaan maka apapun aktifitas yang telah direncanakan akan tercapai dan bisa berjalan dengan mudah seperti yang diharapkan. Memudarnya sikap kerja sama dikalangan masyarakat gampong ini, dikarenakan telah muncul wacana masyarakat bahwa hal tersebut terjadi akibat masuknya bantuan moril dan materil dari pihak-pihak NGO (Non Government Organization) asing yang hadirnya manajemen bantuan mereka seringkali memanjakan masyarakat gampong. Misalnya, adanya manajemen strategy cash for work yang dipraktekkan oleh beberapa NGO pada masa emergency, yaitu strategi NGO tersebut membayar upah terhadap korban yang membersihkan rumahnya sendiri atau ketika relawan melakukan pekerjaan, mereka diberikan upah langsung pada sore harinya. Bukan hanya itu, namun ada juga yang melakukan model pendekatan mobilisasi massa dalam rentang waktu membangun kembali Aceh yang segalanya diukur dengan uang dan tanpa uang suatu pekerjaan tiada artinya. Praktek inilah disinyalir mematikan nilainilai kerjasama yang sudah “mendarah daging” menjadi kebiasaan masyarakat. Namun sayangnya kita hanya bisa menyalahkan pihak yang memberikan bantuan, karena memberikan bantuan dengan strategi itu. Hal itu saya rasa bisa mengatasi permasalahan kecil yang timbul. Pasca bencana tsunami, Gampong Jeumpheuk kembali menguatnya harapan agar sikap kebersamaan yang telah lama terjalin tidak hancur serta adat, kebiasaan dan tradisi budaya masyarakat sebelumnya. Namun realita yang terjadi saat ini sangat kontradiktif ditambah lagi dengan kedatangan bala bantuan dari pihak asing ke gampong Jeumpheuk, yang mengubah nilai-nilai budaya yang telah tertanam dalam masyarakat. Sehingga menjadimasyarakat yang bekerja dengan pamrih/upah dan sulit untuk mebangunkan kembali jiwa kebersamaan dan saling membantu.
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Perubahan kebudayaan berdampak pada perubahan sosial, karena perubahan sosial terjadi akibat sistem kemasyarakatan. Proses perubahan sosial mengandung urutan perubahan yang bersifat statis dalam waktu yang lama, perubahan itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana tertentu. Hal itu berlangsung akibat adanya tindakan-tindakan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluannya, dengan suasana dan keadaan yang muncul akibat perkembangan masyarakat.3 Memudarnya sikap kebersamaan ataupun kerja sama di masyarakat pesisir ini, maka sangat ditakutkan akan hilang bahkan lenyap dari kultural budaya masyarakat. Padahal sikap kerjasama sangat penting untuk dikembangkan, inilah sebuah dinamika yang terjadi di Gampong Jeumpheuk. Segala persoalan di atas, menunjukkan pada perilaku dari masyarakat dan proses interaksi dalam penyampaian dan menerima informasi yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu juga menjadi upaya mengkomunikasikan sebuah simbol, yang dianggap sesuai dari sikomunikator kepada komunikan baik secara individu maupun kelompokmasyarakat Berkenaan dengankomunikasi yang terjadi di Gampong Jeumpheuk,selama ini telah teridetifikasi merusak sistem yang telah “mendarah daging” menjadi sebuah sistem baru dalam kehidupan masyarakatnya. Komunikasiyang sebenarnya adalah warna dari tatacara penyampaian informasi dan menerima informasi. Namun dalam prakteknya,komunikasi yang terjadi di Gampong Jeumpheuk pada saat ini telah terjadi suatu perubahan dari fenomena yang dulu sehingga dalam waktuyang akan datang sifat dan budayaan kebersamaan (kerjasama) akan luntur pada generasi-generasi muda selanjutya.Hal ini didukung pula oleh budaya modern. Maka peneliti terdorong untuk mendalami tentangkomunikasi serta perubahan masyarakat Gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet, sehingga peneliti bisa menemukan teknik komunikasiyang mampu merubah sistem masyarakat. Berangkat dari permasalahan diatas peneliti terdorong untuk mendalami lebih jauh lewat sebuah penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial masyarakat yang terjadi sebelum dan sesudahnya tsunami diGampong Jeumpheuk Aceh Jaya dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat di Gampong Jeumpheuk Aceh Jaya.



3Hajjah



Bainar, Ruslan Abdul Rahman, Muhammad Jafar Anwar, Ilmu Sosial Budaya Dan Kealaman Dasar, (Jakarta : Jenki Satria, 2006),hal. 44
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Desa atau Gampong dan Perubahan Sosial Desa adalah suatu hasil terpadu antara kelompok manusia dengan lingkungan, hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud kelompok yang nampak dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur sosial budaya, ekonomi dan kultural yang saling berinteraksi. antar unsur tersebut dan hubungan kelompok juga dengan daerah lainnya. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, dinyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Letak suatu desa pada umumnya agak sedikit jauh dari kota atau dari pusat keramain. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan berkembang yang lebih banyak daripada desa-desa perdalaman. Desa merupakan suatu wilayah yang tidak begitu dan jumlah penduduknya tidak besar juga. Dengan corak kehidupannya sangat sederhana juga mempunyaihubungan yang lebih erat dan mendalam antar sesama warganya dalam sistem kehidupan berkelompok, atas dasar kekeluargaan.4 1. Sejarah Pemukiman Pedesaan Ketika mengungkapkan sejarah pemukiman desa, maka ada baiknya menguraikan secara terpisah antara makna pemukiman itu sendiri dan desa. Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman atau permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.5 Pemukiman dapat dipahami sebagai suatu daerah yang dijadikan olehsekelompok orang sebagai tempat tinggal. Dari tempat tersebut penghuninya pergi bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hasrat dan kebutuhan hidup. Pemukiman mempunyai beraneka ragam bentuk atau pola sesuai dengan kondisi lingkungan, sistem sosial yang berlaku, dan kebutuhan. Dengan bahasa lain, pola pemukiman ini ditentukan oleh karakteristik yang khas seperti faktor geografik (lembah, bukit, pinggir sungai, gurun, dataran berpadang rumput, pinggir laut atau pantai dan sebagainya), faktor sosial (saling bekerja sama, bahu membahu 4



Hartomo dan Arnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), Cet. 7, hal.



239 - 240 Budi Fathony, Pola Pemukiman Masyarakat Madura di pegunungan Buring, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2009), hal. 12 5
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dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan bersama), disamping sistem kepercayaan yang dianut para pemukim.6 Sedangkan yang dimaksud dengan desa, sebagai bentuk pemukiman dalam suatu daerah yang berada pada posisi di luar batas perkotaan, mempunyai bentuk yang berbeda-beda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun demikian, dalam karakteristiknya satusama lain secara umum tidak berbeda. Di dalam literatur sosiologi dari kajian lokal dan Indonesia secara utuh, desa mendapat perbedaan atas namanya. Misalnya untuk wilayah Aceh (disebut dengan gampong), beberapa daerah di Aceh Tengah (di sebut dengan mukim). Nagari (identik namanya bagi wilayah Sulawesi), huta (kuta) di tanah Batak, ada juga penyebutan dengan ranah Minang (sebagaimana orang Minang kabau) dan lain sebagainya, termasuk Indonesia bagian timur juga mempunyai istilah khusus dalam menyebutkan kata desa.7 Pada umumnya, suatu pemukiman mempunyai beberapa ciri atau aspek tertentu yang memungkinkan ia berdiri sebagai satu pemukiman yang utuh yang disebut desa. Ciri atau aspek yang dimaksudkan di antaranya: a. Suatu desa biasanya terdiri dari sekelompok rumah, sejumlah lumbung padi, dan gudang-gudang atau bangunan lain yang dipakai bersama. Dari lahan itu yang dimungkinkan kepemilikan secara sendiri-sendiri atau dimiliki dengan dipakai secara bersama-sama. b. Di dekat atau disekitar desa biasanya terdapat lahan pekarangan, yang diusahakan dan mungkin dipakai sebagai lahan usaha untuk mendukung kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. c. Lahan usaha tani umumnya terdapat jauh atau terpisah dari pusat pemukiman. d. Sering pula di sela-sela lahan usaha tani terdapat padang pengembalaan. e. Di luar ciri yang tersebut di atas, dan mungkin juga sebagai batas alami satu desa dengan desa-desa lain di sekitarnya terdapat hutan semak belukar yang sering pula merupakan sumber energi bagi pemukiman desa.8 2.



Faktor Terjadinya Perubahan Sosial Masyarakat 6Ibid..., 7Jurnal



hal. 12 Siti Muriah, Model Pengembangan Desa-desa Wilayah Perbatasan Secara Institut, hal.



47-49 8Bahrein



T. Sugihen, Sosiologi Pedesaan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 73
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Perubahan sosial terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial lama dan mulai beralih mengunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial dipandang sebagai konsep yang serba mencakup seluruh kehidupan masyarakat baik pada tingkat individual, kelompok, masyarakat, negara, dan dunia yang mengalami perubahan. Hal-hal yang penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut, perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya materi.9 Menurut Pitrim A Sorokin, Perubahan sosialyang terjadi pada masyarakat terutama pada beberapa decade terakhir ini dapat dikatagorikan sebagai perubahan sosial yang terjadi karena disengaja (intended change)yaitu"perubahan sosial" yang terjadi karena kehendak atau dinamika masyarakat yang bersangkutan itu sendiri tanpa pengaruh dari luardan karena tidak disengaja (unintended change)yaitu "perubahan sosial" yang bersumber dari luar masyarakat atau spontan dikomunikasikan oleh pihak-pihak dari luar masyarakat.Sedangkan Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempegaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku antara kelompok masyarakat. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan, akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang bersangkutan.10 Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap suatu masyarakat dan keadaan masyarakat tersebut pada masa sebelumnya (lampau), untuk memahami fenomena perbedaan keadaannya. Pada dasarnya tidak ada satu pun manusia yang normal kehidupannya yang merasakan kepuasan terhadapa apa yang ada pada saat ini. Ketidak puasan ini didorong oleh keinginan hidup yang lebih mudah, lebih mapan, lebih baik dan sebagainya. Namun untuk mempelajari berbagai faktor penyebab perubahan sosial tidaklah cukup hanya dengan melihat gejala-gejala tersebut, ada beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat mengalami perubahan sosial. Agus Salim, Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hal. 20 Sosial. diakses pada tanggal http://id.wikipedia.org/wiki/Stratifikasi sosial, 9



10Wikipedia,Stratifikasi
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Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) faktor dari dalam masyarakat itu sendiri (faktor ekternal), dan (2) faktor yang berasal dari luar masyarakat (faktor eksternal).11 Mengenal faktor dari dalam dapat disebabkan oleh beberapa sumber, yaitu: a. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk baik pendatang yang menetap di daerah tersebut. Sehingga terjadilah suatu perubahan dalam mastarakat. b. Muncurnya penemuaan-penemuan baru dipicu oleh beberapa hal, diantaranya: • Adanya kesadaran diri dari setiap individu atau kelompok orang akan kekurangan dalam kebudayaan. • Kualitas para ahli (pendidikan) dalam suatu kebudayaan. • Perangsang bagi aktivitas penciptaan (penemuan-penemuan baru) dalam masyarakat. c. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat sosial Konflik sosial merupakan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat yang hetorigen atau masyarakat majemuk yang merupakan bagian dari dinamika sosial. Konflik sosial di awali oleh perbedaan-perbadaan kepentingan, pemikiran dan pandangan yang ditemukan dalam suatu kelompok (wadah).12 Sedangkan faktor penyebab dari luar adalah di antaranya: a. Faktor berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia. Seperti bencana alam alam, gemba bumi dan gelombang pasang air laut (tsunami). b. Gejala peperangan yang terjadi dan mengubah skruktur sosial budaya c. Pengaruh budaya masyarakat lain, sebagaimana yang dapat dilihat pada diri anak-anak muda (generasi baru) perkotaan saat ini.13 Dan pada jurnal ini menggunakan teori Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolis merupakan usaha untuk memandang bahwa manusia merupakan pencipta pelaku, pelaksanaan dan pengarah diri sendiri. Diri sendiri (the self) dalam perfektif ahli interaksionalisme simbolis adalah obyek sosial yang kita bagi dengan orang lain dalam suatu interaksi. Dengan demikian, individu pertama kali melihat dirinya sendiri adalah pada saat ia melakukan interaksi dengan orang lainmerupakan cara pandang yang Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 300 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teory Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 624-628 13 Ibid, 629-630 11
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memperlakukan individu dan diri sosial. Kita bisa menentukan makna subyektif pada setiap obyek yang kita temui, ketimbang kita menerima apa adanya makna yang dianggap obyektif yang telah dirancang sebalumnya. Struktur sosial bisa kita lihat sebagai hasil produksi interaksi bersama, demikian pula dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Suatu upaya yang agak melemahkan pandangan-pandangan kaum structural fungsional yang melihat ‘struktur sosial’ Sebagai adanya dalam dirinya.14. Penggunaan teori tersebut, menurut peneliti sangat sesuai dengan fokus yang peneliti lakukan. Berbicara komunikasi kelompok dengan perubahan sosial yang berlangsung di dalamnya, maka lebih tepat memperhatikan secara mikro (dimana setiap individu memiliki pengaruh dalam interaksi). Akan menarik nantinya, apabila subjektif dari setiap individu dicermati dengan seksama. Dari sikap, tindakan maupun perilaku akan dapat tersimpul bahwa apa benar atau tidaknya perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merasa teori Interaksionisme Simbolik menjadi teori tepat pada penelitian ini. METODEPENELITIAN Setiap penelitian memerlukan metode penelitian tertentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendekati dengan keadaan sebenarnya.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif.15 Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang adaberdasarkan data, hanya memerhatikan prosesproses kejadian suatu fenomena bukan kedalaman data ataupun makna data.16 Dengan metode kualitatif ini, penulis ingin mengambarkan suatu keadaan yang terjadi pada waktu penelitianlakukan dan menjelajahi penyebab dari perubahan-perubahan tertentu, serta mengumpulkan informasi yang ada tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Metode ini tepat untuk menggambarkan kondisi terkini bagaimana komunikasi yang terjadi dalam masyarakat Gampong Jeumpheuk Kec. Sampoinit Kab. Aceh Jaya. Selain itu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini mencakup informan-informan yang diseleksi 3.



14.Riyadi



Soeprapto, Interaksionisme Simbolik, (Malang: Averroes Press, 2009), hal. 173 Mohammad Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. I. hal. 65 16Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 146
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atas dasar kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan yang ingin diteliti, siapa saja yang pantas dan sesuai dijadikan informan agar memperoleh data yang akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian.17 Informan penelitian yang dimaksud disini adalah keutjik gampong, tgk. imam, tuha pheut, sekdes gampong, ketua pemuda, kepala dusun suka damai dan ulee gunong. Juga beberapa masyarakat yang ada di Gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Dan pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data dilapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data denganwawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dijadikan sebagai informan, bertatap muka langsung dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Teknik ini diaplikasikan dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan secara langsung terhadap responden yang dijadikan informan, dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebutuhan peneliti tentang perubahan sosial masyarakat. Informan yang diwawancarai seperangkat desa dan beberapa masyarakat gampong Jeumpheuk kabupaten Aceh Jaya. Sementara itu, dokumentasi merupakan kumpulan berkas berisi artikel/ profil atau data khusus yang mendeskripsikan keterangan pada lokasi penelitian yang peneliti lakukan. 4. TEMUAN DANPEMBAHASAN Keadaan Penduduk



Peduduk gampong Jeumpheuk pada umumnya terdiri dari penduduk asli suku Aceh, meskipun sebagian kecil ada juga suku Jawa, Padang, Malaya dan lain-lain. Namun jumlah mereka tidak banyak dan pada umumnya mereka termasuk dalam kaum pendatang yang berdomisili di gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet untuk bekerja dan mencari nafkah.Menurut data tahun 2012 jumlah penduduk yang terhimpun dari beberapa dusun berjumlah 317 jiwa dengan 117 kepala keluarga. No Dusun Jumlah Penduduk Persentase 1. Suka Damai 214 70 % 2. UleeGunong 68 20 % 3. Suak Anoe 35 10 % JUMLAH 317 100 % Tabel 3.1. Dokumen Penduduk Gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet.18 17



Rahmat Krisyantono, Teknik Praktis Riset, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 154
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Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat pada umumnnya masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan, dan sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai pedagang, tukang, dan penjual ikan keliling. Sebutan bagi penjual ikan itu dalam istilah orang Aceh disebut mugee, namun dari hasil tangkapan itu ada juga sekelompok pembeli yang langsung membeli ikan-ikan tersebut sendiri tanpa perantaraan mugee, ada juga yang bermata pencaharian sebagai peternak seperti beternak sapi, kambing dan kerbau. Bagi peternak dapat memanfaatkan tanah kosong yang ditumbuhi padang rumput yang luas nan hijau sehingga menguntungkan bagi masyarakat yang beternak dan ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta. No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase 1. Nelayan 193 60 % 2. Petani 78 20 % 3. Pedagang 27 10 % 7. Lain-lainnya 19 10 % Jumlah 317 100 % Tabel 3.2. Dokumen Mata Pencaharian Penduduk19 Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa manyoritas mata pencaharian masyarakat gampong Jeumpheuk adalah nelayan dengan jumlah persentasi sebanyak 60%. Dari angka tersebut membuktikan bahwa dominan mata pencaharian mereka pada kawasan pesisir yakni melaut. A. Perubahan Sosial Sebelum dan Sesudah Tsunami Perubahan sosial merupakan situasi dan kondisi yang lazim terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dari perubahan sosial dalam masyarakat terutama di kawasan Gampong Jeumpheuk Kabupaten Aceh jaya, apabila diamati lebih lanjut maka akan terlihat beberapa berubahan yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah tsunami. Juga bisa dilihat dari beberapa beberapa faktor yang ditemukan. Informan yang ingin diwawancara dalam penelitian ini telah terpilih, sebagian berjumlah 4 (empat) orang. Diantaranya keutjik gampong, tgk imam, tuha pheut dan kepala dusun suka damai diambil dari perubahan sosial masyarakat yang terjadi sebalum dan sesudanya tsunami di gampong Jeumpheuk. Kemudian 4 (empat) ditemukan dari mereka akibat faktor-faktor atas perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Jeumpheuk. Simak beberapa



18 19



Data gampong Jeumpheuk, tahun 2012 Data Arsip gampong Jeumpheuk
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deretan hasil wawancara mengarah kepada perubahan sosial masyarakat gampong Jeumpheuk, “Melihat dari fenomena yang terjadi,dulu masyarakat Gampong Jeumpheuk lebih erat ikatan yang terjalin, saling bahu-membahu (bersatu) dan bekerja sama dalam membangun sarana-sarana yang ada digampong. Seperti, membangun masjid, meunasah, lapangan bola dan saranan lainnya. Untuk mencapai tujuan bersama, masyarakat Gampong jeumpheuk sering mengadakat mufakat (musyawarah) agar semua masyarakat bisa ikot serta disetiap kegiatang yang dilaksanakan di gampong jeumpheuk.” Tambahnya, “fenomena sekarang, minat masyarakat sudah kurang dalam hal berkerja sama, bermusyawarah dalam membangun dan mensejatrakan Gampong. Padahal itu yang kita lakukan semua untuk kepentingan masyarakat juga dan kepentingan kita juga selaku warga gampong. Ini juga disebabkan oleh ekonomi dan pergaulan.”20 Dengan dampak perubahan sosial yang terjadi secara individu maupun kelompok dalam masyarakat gampong jeumpheuk, sebagai Keutjik gampong sudah berupaya membina kembali persatukan dan kesadaran masyarakat untuk membangun kerjasama dalam diri masyarakat itu sendiri, baik individu maupun kelompok masyarakat. Sehingga ikatan (silaturrahmi) antar sesama masyarakat selalu terjaga dan harmonis. “Kondisi sekarang (sesudah tsunami), masyarakat Gampong Jeumpheuk sudah jarang melakukankan musyawarah. Pada dasarnya musyawarah itu untuk mencapai tujuan yang sama apa yang ingin buat agar tercapai tanpa pemecahan antara individu-individu. Apalagi dengan bekerja sama (gotong royong) itu sudah kurang, mungkin disebabkan individuindividu tadi. Kondisi dulu (sebelum tsunami). Misalnya, ketika ada acara adat yaitu kendurie blang (sawah) anak muda, orang tua, bersama-sama membantu mempersiapkan acara, artinya ke inginan kerja sama itu masih kuat. Bagi masyarakat aceh musyawarah, kerja sama (gotong



Hasil Wawancara dengan bapak Taufik (Keucik/Kepala Desa gampong Jeumpheuk) pada tanggal 09 Juni 2016 20
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royong) bukanlah sesuatu yang asing, melainkan watak dan kepribadian mareka.”21 “Saya melihat dari warga gampong kita sekarang dengan sebelum tsunami sudah banyak berbeda “sebelum tsunami” warga sangat inisiatif melakukan kerja sama. Dengan dilakukan kerja sama juga meringan kan ekonomo masyarakat gampong dalam pembangunan. Seperti dulu pembangunan mesjid kita melakukan dengan gotong royong bersama, saling membantu dan menyumbang. “sesudah tsunami” kita lihat dari pembanguna mesjid sekarang, ketika ingin buat pagar mesjid kita harus menunggu dana dari intansi-intansi terkait baru bisa membangunnya. Karna telah bergantungan dengan dana itu tanpa ada upaya mencari jalan lain.”22 “Menurut saya keadaannya sudah berbeda dengan keadaan sebelum tsunami, sebelum tsunami warga sangat gemar bekerjasama dan bergotong royong membersihkan sarana-sarana umum digampong. Mareka sering melakukan gotong royong seminggu sekali, paling kuran sebulan sekali pasti ada. Sekarang sesudah tsunami jangankan seminggu sekali sebulan sekalipun jarang ada, jika ingin melaksanakan suatu kegiatan baru bergotong royong dan itu pada saat mengadakan kegiatan tertentu saja. Itupun saya lihat tidak semua masyarakat yang hadir”23 Dari beberapa hasil wawancara di atas sudah terlihat bahwa masyarakat gampong Jeumpheuk sudah mengalami pergeseran, baik itu disadari maupun tidak. Sehingga pergeseran ini menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Dari fenomena masyarakat yang dulu suka bermusyawarah dan berkerja lama, lama-kelamaan sifat kebersamaan itu sudah memudar dan menjadi masyarakat yang individualisme tanpa memperhatikan kepertingan bersama. B. Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Terjadi Dalam Masyarakat Gampong Jeumpheuk Terkait dengan adanya perubahan sosial yang terjadi di lokasi penelitian, dari hasil temuan peneliti di lapangan memperoleh adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. simak penuturan dari wawancara dengan beberapa informan berikut, 21



Hasil Wawancara Bustami YN (Tuha Pheut gampong Jeumpheuk ) pada tanggal 17



Juni 2016 Hasil Wawancara dengan Tgk. Zainon (Tengku Imam gampong Jeumpheuk), pada tanggal 20 Juni 2016 23 Hasil wawncara dengan Iswadi (kepala dusun suka damai gampong Jeumpheuk pada), pada tanggal 22 Juni 2016 22
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“Menurut saya melihat dari faktornya, salah satunya adalah ekonomi yang terjadi di Gampong. Setelah terjadinyan musibah tsunami masyarakat sering mendapatkan bantuan dan sumbangan dari instansi terkait (NGO). Tanpa harus bekerja keras, mereka juga akan mendapatkan bantuan dan sumbangan tersebut, juga ada yang memberikan modal usaha sehingga membuat masyarakat berharap. Terkadang menjadi malas melakukan usaha. Apalagi untuk bekerja sama membersihkan atau membangun sarana-sarana dalam gampong. Sehingga menjadi orang-orang yang mengharapkan upah atas setiap pekerjaan-perkerjaan yang dilakukan.”24 Dari apa yang dituturkan oleh informan menjadi bukti faktor ekonomi berasal dari bantuan pasca bencana dan gempa Tsunami menjadikan selanjutnya perubahan sosial masyarakat kian berorientasi kepada sisi ekonomi atau bisa dikatakan bahwa segala hal akan dikerjakan seseorang di gampong tersebut tatkala diberikan upah (pembayaran). “Kemudian, peneliti menemukan faktor lain, “Menurut saya, apabila kita perhatikan pada anak muda saat ini termasuk anak remaja. Mareka telah menyamakan pergaulan dengan dikota-kota, pergaulan yang bermewah-mewahan dan juga telah mengikuti pergaulan luar, seperti yang sering dilihat di TV, Majalah dan media lainnya. Sebagian anak muda lebih mengutamakan pergaulan dari pada pendidikan, inilah yang saya lihat sekarang.” 25 Singkat kata faktor yang satu ini, peneliti melihat masyarakat semakin terpengaruh atau menular budaya pergaulan yang terlihat melalui media massa, sehingga ke tertular dari seseorang kepada yang lainnya dengan proses pergaulan di masyarakat dalam hal ini masyarakat desa Jeumpheuk. Faktor pergaulan ini bisa dilihat dari apa yang diungkapkan oleh informan, sebagai Ketua Pemuda di desa Jeumpheuk. Apa yang disampaikan, bisa dikatakan faktor pergaulan menjadi pemicu yang mengambil tempat pada perubahan sosial yang terjadi di desa Jeumpheuk. “Saya lebih melihat faktor di bidang pendidikan. Kenapa, karena saya bisa melihat waktu saya kuliah dulu diantara kami tidak ada persaingan dalam bidang pendidikan pada saat kami di telah digampong. Apapun yang telah saya dan kawan-kawan dapatkan, kami akan berbagi digampong dan sama-sama tujuan kami untuk menyatukan masyarakat Hasil Wawancara dengan Idris (Kepala dusun ulee gunong gampong Jeumpheuk), tanggal 23 Juni 2016 25 Wawancara dengan Musliadi. Z (Ketua pemuda gampong jeumpheuk ) pada tanggal 9 Juli 2016 24
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dalam membangun gampong. Dengan cara bagaimana kita semua untuk menyatukan masyarakat dan mensejatrakan masyarakat dalam gampong ini. Berbeda dengan kondisi sekarang, mareka hanya bersaing dalam bidang pendidikan namun tidak tau untuk mengembangkan ilmu mereka dan berbagi dengan masyarakat.”26 Faktor pendidikan juga menjadi faktor mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Jeumpheuk. Dimana terlihat kecendrungan bagi mereka yang telah menuntut ilmu lebih tinggi akan tampak memisahkan diri dengan orang yang pendidikan lebih rendah. Ditambahkan pula oleh Teuku Muntasir, pendidikan, budaya pergaulan dan ekonomi yang kedua menjadi faktor yang disampaikan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat desa Jeumpek. Seperti apa yang disampaikannya, “Menurut saya, penyebab perubahan di antaranya ekonomi, karena apapun sarana yang ingin dibangun dalam gampong membutuhkan dana dan pergaulan dan pendidikan. mareka melihat pergaulan yang setara dengan mareka, sama halnya dibidang pendidikan.”27 Adapun yang menjadi faktor lain yang peneliti temukan dengan perubahan sosial masyrakat di desa Jeumphek, yakni faktor sosial, seperti apa yang disampaikan Azhari yang merupakan masyarakat desa (gampong) Jeumpheuk, “Saya lebih setuju menyebutkan salah satu penyebab kuatnya adalah faktor sosial, karena kurangnya rasa kebersamaan dan saling memiliki dalam masyarakat, disebabkan oleh sikap individu yang mementingkan diri sendiri. Jika watak individu, namun sangat lah susah untuk membangun gampong jeumpheuk.”28 “Saya melihat faktor utamanya kekemauan dari masyarakatnya kurang, mareka tidak menyadari bagaimana peran selaku warga dalam gampong, dalam melakukan aktifitas bersama disitu kita tidak mengharapkan upah sedikitpun, disitu kita juga meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk kepentingan bersama. Kepentingan itu adalah untuk membangun dan men sejaterakan gampong. Memelihara,



26



Hasil wawancara dengan Samsinar (Warga gampong Jeumpheuk) pada tanggal 27



2016 Hasil wawancara dengan Azhari (warga gampong Jeumpheuk) pada tanggal 19 Agustus 2016 28
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menjaga saranan yang telah ada selalu utuh dan bisa dipakai oleh masyarakat kita sendiri khususnya”29 Dari apa yang sudah peneliti peroleh beberapa informan di atas, bahwa memang benar adanya faktor perubahan soaial dalam masyarakat gampong Jeumpheuk. Di antaranya ekonomi, pendidikan, budaya pergaulan dan moral (kepentingan) menjadi hal yang selama ini terjadi dalam perubahan sosial. KESIMPULAN Setelah memperhatikan dengan seksama, dimulai dari latar belakang penelitian sampai dengan laporan hasil pada penelitian ini. Maka ada beberapa poin kesimpulan yang bisa peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah; Pertama, adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat desa Jeumpek terdiri dari ekonomi, pendidikan, budaya pergaulan dan kondisi sosial. Kesemua faktor tersebut muncul pasca tsunami. Perubahan menjadi keadaan yang biasa terjadi dalam suatu masyarakat desa maupun kota tidak terkecuali dengan apa yang terjadi di masyarakat Desa Jeumphek Kedua, mengenai sisi positif dan negatif dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa Jeumphek. Sisi positif ialah dianggap sebagai pelajaran untuk selanjutnya dipahami sehingga saat merasa tidak erat lagi akan kembali mempererat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bersahabat. Sedangkan pada sisi negatif, perubahan sosial menjadi ancaman bagi keadaan masyarakat yang tidak peduli satu sama bahkan apabila perubahan tidak tampak sehat bisa saja akan menyebabkan konflik. 5.
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ANALISIS GULIRAN DANA SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN SAMATIGA Triyanto* dan Devie Agustiar** * Dosen tetap Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Teuku Umar ** Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar



ABSTRACT The country's economic growth depends not only on export and industrial output from factories scattered throughout Indonesia. Factories and other large-scale companies only provide macro economic growth, in fact people can not enjoy the growth of the economy directly. Therefore, in order for the people to be prosperous, the State must boost economic growth through micro enterprises run in real terms by the (small) people themselves. In fact, it is difficult for small people to gain access to formal financial institutions to stimulate the growth of micro-enterprises in the community. Finally, the State makes it easy for its people to develop micro businesses managed by the community itself through a program of women's special savings and loans (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. Based on the results of the research shows that this program succeeded in increasing the growth of Micro Enterprises and able to absorb the work force in Kecamatan Samatiga. The SPP-PNPM program is able to generate the creativity of the community in entrepreneurship among the housewives. The SPPPNPM fund roll is used to form the community-run business such as making food and beverage, raising, producing salted fish, and other businesses. Meanwhile, to run the new business is always needed human resources as a manager. Thus, the amount of effort in the community is directly proportional to the needs of the workforce, the SPPPNPM fund spools greatly affect the development of SMEs and labor. Key words:



SPP PNPM, Savings and Loans, Samatiga, Aceh Barat.



1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Ekonomi Indonesia yang terus tumbuh pada tahun 2012 memberikan sinyal yang positif bagi perekonomian negara. Ekonomi negara yang baik semestinya juga berdampak baik terhadap kesejahteraan hidup rakyatnya. Jika pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ternyata tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah perubahan angka-angka statistik yang tidak bermakna. Pertumbuhan ekonomi terkadang hanya dapat dinikmati segelintir orang yang memang sudah sejahtera, dan semakin menjauhkan orang lainnya dari kondisi sejahtera.
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Kenyataannya sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya jauh kata sejahtera, atau berada di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,13 juta orang (0,13 %) dari 30,02 juta orang penduduk miskin (12,49 % dari total penduduk) pada Maret 2010 menjadi 29,89 juta jiwa (12,36 % dari total penduduk) pada September 2011 dengan garis kemiskinan sebesar Rp 211.726 per kapita perbulan (BPS, 2012). Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi industri manufaktur mikro dan pada Triwulan I sebesar 1,26 persen menjadi 2,21 persen pada Triwulan III. Kondisi seperti ini menimbulkan dampak tidak adanya kesempatan bagi penduduk miskin untuk mengakses kebutuhan pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, dan kurangnya keterampilan sebagai konsekuensi kemiskinan. Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang pada tahun 2010 99,72 persen tenaga kerja bergerak pada sektor UMKM (Kemenkop, 2011). UMKM mampu membuktikan ketahanan sebagai landasan perekonomian Indonesia dengan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat baik pada masa krisis ekonomi tahun 1997/1998 maupun tahun 2008. Hal ini dikarenakan UMKM berlandaskan pada pemberdayaan ekonomi lokal sehingga tidak terpengaruh dengan adanya krisis. Tabel 1. Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009 – 2010 Tahun 2009 Skala Usaha



Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Total UMKM Usaha Besar



Unit Usaha (unit)



Tenaga Kerja (orang)



Tahun 2010 Unit Usaha (unit)



Tenaga Kerja (orang)



52.176.795



90.012.694



53.207.500



93.014.759



546.675



3.521.073



573.601



3.627.164



41.133



2.677.565



42.631



2.759.852



52.764.603



96.211.332



53.823.732



99.401.775



4.677



2.674.671



4.838



2.839.711



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM 2011
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Jumlah unit UMKM pada tahun 2010 mencapai 53,82 juta unit usaha dan didominasi oleh skala usaha mikro sebesar 98,85 persen yang merupakan usaha rumah tangga, pedagang kaki lima dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal. Pada skala usaha mikro inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor). Dengan demikian, adanya perkembangan dan kemajuan UMKM akan sangat membantu dalam mengatasi kemiskinan. Namun yang telah memperoleh kredit perbankan hanya sekitar 37,36 persen atau 19,1 juta unit usaha (Kemenkop, 2011). Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan adalah memberdayakan UMKM melalui akses pembiayaan yang mudah dan tanpa jaminan. Hal ini karena permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan (Kusmuljono, 2009). Proses pembangunan berjalan optimal jika berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi. PNPM Mandiri ini terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Berdasarkan Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008, PNPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat menuju kemandirian dalam pembangunan dengan pelaksanaannya dari, oleh dan untuk rakyat. Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM 80 persen bersumber dari APBN 20 persen dari APBD. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berlangsung pada tahun 1998 (PNPM Mandiri Perdesaan, 2007). Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara besar terbagi dalam lima jenis kegiatan, yaitu kegiatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan kegiatan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Salah satu program kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan yang memberikan fasilitas kredit yang mudah untuk perkembangan UMKM dengan memfokuskan pada pemberdayaan perempuan yaitu program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan pinjaman modal usaha tanpa agunan dalam bentuk perguliran dengan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman melalui pembentukan kelompok
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perempuan. Kegiatan mendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kedua terbesar setelah kegiatan infrastruktur yaitu sebesar 960,45 milyar rupiah. Keharusan individu berkelompok dengan individu yang lainnya dalam memperoleh pinjaman SPP menyebabkan terciptanya mekanisme kontrol antara anggota satu dengan anggota lainnya dalam sebuah kelompok. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan permintaan yang diajukan dalam proposal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP ini tidak boleh hanya kegiatan meminjam, tetapi didalamnya harus ada kegiatan menabung. Hal ini dikarenakan pada dasarnya SPP bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum perempuan. Kontribusi perempuan sebagai pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai 60% - 80% jumlah 46 - 49 juta pelaku UKM pada tahun 2008 (BPS,2008). 1.2 Rumusan Masalah Pemerintah Indonesia sudah banyak menjalankan berbagai program dalam memperkuat pendanaan UMKM melalui pemberian kredit untuk mendorong perkembangan UMKM. Namun, masih sedikit skim kredit program pemerintah memfokuskan pada pemberdayaan perempuan. Kelompok usaha di perdesaan pada umumnya merupakan UMKM yang tidak memiliki aset yang cukup dan memiliki status tidak berbadan hukum. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya UMKM untuk memperoleh akses kredit perbankan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan kegiatan pengembangan ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan. SPP merupakan pinjaman yang mudah dan tanpa agunan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk pengembangan usahanya. SPP memperoleh alokasi dana 25 persen dari total dana BLM dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan digulirkan secara Nasional pada April 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Barat secara lengkap dapat dijelaskan pada Tabel 2. Tabel 2: Lokasi dan alokasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Aceh Barat KABUPATEN Arongan Lambalek Bubon Kaway XVI Meureubo Pante Ceureumen Panton Reu Samatiga



JUMLAH MUKIM



DESA



2 3 4 2 4 1 6



27 17 43 26 25 19 32



ALOKASI TA 2007 – 2010 APBN 5.300.000.000 6.525.000.000 7.700.000.000 3.210.000.000 5.300.000.000 3.325.000.000 2.325.000.000



APBD 3.000.000.000 2.525.000.000 3.600.000.000 1.990.000.000 3.000.000.000 1.725.000.000 1.225.000.000



JUMLAH 8.300.000.000 9.050.000.000 11.300.000.000 5.200.000.000 8.300.000.000 5.050.000.000 3.550.000.000
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2 3 2 2 31



18 43 24 26 300



3.325.000.000 4.900.000.000 5.525.000.000 5.525.000.000 52.960.000.000



1.725.000.000 2.900.000.000 2.275.000.000 2.275.000.000 26.240.000.000



5.050.000.000 7.800.000.000 7.800.000.000 7.800.000.000 79.200.000.000



Peningkatan alokasi jumlah pinjaman dan kelancaran tingkat pengembalian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM. Skim kredit program pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM yang memfokuskan pada pemberdayaan perempuan masih relatif sedikit. Selain itu, adanya kendala yang harus diperbaiki mengenai pemahaman keliru di masyarakat yang memandang SPP sebagai dana pemberian pemerintah seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana keragaan penyaluran pinjaman bergulir program SPP bagi UMKM di Kecamatan Samatiga? 2. Bagaimana dampak perguliran dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Samatiga? 2. Kerangka Pemikiran 2.1 Konsep Kredit Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Secara umum memiliki arti kreditur (pihak yang memiliki modal/dana) memberikan kepercayaan (kredit/credere) kepada debitur (pihak yang meminjam dana) untuk mengelola sejumlah dana untuk diputarkan agar dapat menghasilkan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (Suyatno et.al, 2007). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan. Untung (2000) mengatakan bahwa kredit memiliki empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, tingkat resiko dan objek kredit (uang atau modal). Kepercayaan berarti pemberi kredit yakin bahwa dana yang diberikan kepada penerima kredit akan kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kredit dalam perekonomian mempunyai fungsi diantaranya untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu diantaranya dari segi tujuan penggunaannya dan skala sektor usaha yang dijalani. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi
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tiga yaitu : 1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari. 2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yang berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir dalam proses produksi. 3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif). Berdasarkan besar-kecilnya skala sektor usaha yang dijalani, kredit dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu : 1. Kredit usaha mikro, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro yang dimiliki dan dijalankan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 50 juta. 2. Kredit usaha kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp 500 juta. 3. Kredit usaha menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha skala usaha menengah dengan plafon kredit diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar. 4. Kredit usaha besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha skala menengah. 2.2 Teori Group Lending Kredit berbasis kelompok atau dikenal dengan group lending merupakan pemberian kredit kepada individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses terhadap permodalan dalam sebuah program. Program yang dilaksanakan biasanya ditunjukkan bagi masyarakat miskin tidak memiliki agunan untuk memperoleh kredit. Menurut Zeller dan Simtowe (2006) kredit berbasis kelompok ini dibuat untuk individu tetapi semua anggota kelompok bertanggungjawab terhadap pembayaran kredit tersebut (joint liability lending). Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab pinjaman bersama maka setiap anggota yang tidak mengalami kesulitan dapat membantu membayar anggota lain yang mengalami kegagalan bayar (intragroup asuransi). Ukuran keberhasilan program pinjaman kelompok dapat dilihat dari tingkat pengembalian. Manfaat positif yang dapat diperoleh jika menggunakan sistem kredit berbasis kelompok (group lending) dengan skema pembiayaan joint liability lending diantaranya mengurangi masalah adverse selection, dimana pada saat pembentukan kelompok memperhatikan mengenai
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kelayakan kredit sehingga dapat mencegah kredit yang beresiko tinggi. Selain itu, dapat mengurangi masalah moral hazard, yaitu masing-masing anggota saling mengawasi dan memantau satu lain untuk memastikan bahwa anggota menggunakan dana kredit untuk kegiatan produktif sehingga akan menjamin pembayaran kredit. Anggota diwajibkan untuk saling memantau untuk menjamin akses kredit di masa mendatang. Apabila terdapat anggota yang tidak bersedia membayar pinjaman maka anggota lain dapat mengenakan sanksi sosial dan tekanan dari semua anggota (Zeller dan Simtowe, 2006). 2.3 Skim Kredit Program Pemerintah Keberhasilan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berdasarkan UMKM dalam website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit tersebut, sedangkan dana kredit/pembiayaan seluruhnya berasal bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam mempersiapkan UMKM agar dapat dibiayai dengan tersebut, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Skim kredit program pemerintah yang terkenal di masyarakat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi UMKM yang layak mendapatkan fasilitas kredit, namun tidak mempunyai agunan yang cukup untuk persyaratan kredit perbankan. Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Selain KUR, skim kredit program pemerintah yang lainnya yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pemerintah juga melakukan program pembiayaan untuk usaha produktif yaitu Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) diberikan pada perempuan rumah tangga miskin (Kusmuljono, 2009). 2.4 Pembiayaan Bagi Pengusaha UMKM Perempuan Grameen Bank merupakan salah satu program kredit mikro yang khusus kaum perempuan. Muhammad Yunus sebagai pendiri dan direktur pengelola Grameen Bank berhasil dalam menyalurkan kredit mikro tersebut. Sistem Grameen Bank menggunakan prinsip tanpa surat perjanjian dan tidak ada sanksi sehingga kepercayaan merupakan modal utama dalam pelaksanaannya. Sistem Grameen Bank menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat miskin
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dengan memberikan kepercayaan penuh sehingga memiliki tanggung jawab yang kuat untuk menjadi nasabah yang baik. Grameen Bank bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat miskin khususnya kaum perempuan (Yunus, 2007). Grameen Bank menerapkan dua hal agar mencapai keberhasilan sebagai dalam program pengentasan kemiskinan yaitu menjangkau orang miskin dan menerapkan kedisiplinan pengembalian kredit dengan membangun sistem “jaminan sosial”. Para peminjam adalah perempuan yang tidak punya tanah dan membentuk kelompok lima orang. Dua diantara yang termiskin mendapat pinjaman pertama. Sedangkan sisanya tiga orang baru akan mendapatkan pinjaman setelah dua orang pertama tadi mengembalikan pinjaman tersebut. Metode seperti ini menjadikan anggota kelompok saling membantu apabila ada anggota yang mengalami kesulitan. Strategi yang diterapkan Grameen Bank yaitu memberikan pinjaman tanpa jaminan dan bunga rendah kepada masyarakat miskin. Selain itu, pembayaran cicilan dilakukan setiap hari agar tidak memberatkan anggota pada saat jatuh tempo. Nasabah Grameen Bank dikhususkan pada kaum perempuan. Hal ini karena pemberian pinjaman kepada kaum perempuan di Bangladesh ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi keluarga dibandingkan kepada kaum laki-laki. Pembentukan kelompok dalam pemberian pinjaman juga merupakan faktor keberhasilan program kredit Grameen Bank. 2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program pembangunan berbasis masyarakat atau Community Driven Development (CDD) sebagai upaya pemerintah dalam membangun kemandirian masyarakat dan mendorong percepatan penurunan kemiskinan. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan bertujuan untuk mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang sudah sedang berjalan. Integrasi dilakukan dengan menggabungkan program yang terbukti efektif, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di wilayah perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan tahun 1998-2007. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas desanya, hingga pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
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Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari Corporante Social Responsibility (CSR), dana hibah, swadaya masyarakat dan pinjaman dari sejumlah lembaga. 2.6 Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut : 1. Bertumpu pada pembangunan manusia. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki prinsip bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 2. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. 3. Desentralisasi. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan mengenai kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 5. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat. masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan prencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan pembangunan serta secara gotong royong melaksanakan pembangunan. 6. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan secara adil. 7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan di dalam semua kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 8. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses atas segala informasi proses pengambilan keputusan pembangunan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, legal, teknis dan administratif. 9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak, dan yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
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10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pelaku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 2.7 Konsep Perguliran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan (Suman, 2007). Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan perguliran dana untuk menjadikan masyarakat miskin perdesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi untuk SPP dikendalai oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana / prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk fasilitas sarana dan prasarana, maka semakin kecil ketersediaan dana untuk kegiatan SPP. Sedangkan keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP. Pengorganisasian kelompok SPP dapat dilakukan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal baik formal maupu informal yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat, seperti kelompok dasa wisma atau kelompok pengajian. Kelompok SPP dapat mengakses dana untuk usaha produktif maupun untuk keperluan keluarga, seperti untuk biaya pendidikan. Kredit yang disalurkan kepada kelompok diharapkan menjadi penggerak aktivitasaktivitas produktif mampu memberikan nilai tambah bagi anggota kelompok. Kredit berkelompok memiliki akses yang relatif lebih besar dibandingkan kredit individu karena berkaitan dengan besarnya posisi tawar kelompok (Ismawan, 2001). Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara kelompok merupakan salah satu untuk mengurangi kesalahan penggunaan dana kredit (moral hazard) dan mengurangi resiko kredit bermasalah. 2.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan berasal dari bahasa
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Pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada manusia dengan mengedepankan asas partisipasi. Menurut Kusmuljono (2009) Pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat bargaining position masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang kehidupan. memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melalui pengembangan kemampuan masyarakat memiliki keterampilan dalam mengatasi masalah. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dan sinkronisasi antara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber daya yang penting. Masyarakat miskin dianggap berdaya apabila mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan permodalan, dan pengembangan usaha. Sedangkan partisipasi merupakan proses aktif dimana masyarakat miskin relatif lebih diuntungkan oleh keberlangsungan proyek pembangunan (Ismawan, 2001). Pendekataan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi menjadi subjek dari upaya pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut dikembangkan berbagai pendekatan : 1. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah. Program yang dijalankan harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran, sehingga bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. 2. Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memcahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, pendekatan kelompok juga lebih efisien dilihat dari sumber penggunaan sumberdaya. 3. Adanya pendampingan, karena penduduk miskin umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendampingan dalam konsep pemberdayaan berfungsi membantu mencari solusi pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. II. Hasil Penelitian Sekilas UPK-PNPM Kecamatan Samatiga Berbagai macam persiapan dan perencanaan secara matang telah dilakukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Samatiga dalam
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melaksanakan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) berbasis Sistim Syariah. Kegiatan ini juga telah melibatkan pemerintah lokal, cendikiawan dan alim ulama. Demi memudahkan kinerja, maka dirumuskan visi dan misi sebagai acuannya. Selain Visi dan Misi UPK juga telah mempedomani standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan kinerja dan semangat tinggi UPK Kecamatan Samatiga telah mampu mengembangkan dana guliran kepada masyarakat. Namun tidak semua warga masyarakat bias mendapatkan guliran dana SPP, kecuali yang memenuhi persyaratan menjadi kelompok sebagai berikut: A. Persyaratan Persyaratan kelompok yang akan mengajukan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) UPKPNPM Perdesaan Kecamatan Samatiga. 1. Kelompok SPP yang mempunyai ikatan pemersatu yang kuat, misalnya Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan, Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya. 2. Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 3. Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan. 4. Anggota kelompok yang menjadi pemanfaat pinjaman perguliran adalah benar-benar warga desa setempat dibuktikan dengan foto kopi KTP dan atau Kartu KK yang dilegalisir oleh pemerintah desa setempat serta surat keterangan dari RT dan atau RW setempat. 5. Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari salah satu anggota keluarganya (suami atau orang tua). 6. Kelompok peminjam : a. Kelompok penyalur pinjaman (chanelling) dengan persyaratan tambahan : (1). Minimal berumur 1 tahun. (2). Minimal mempunyai buku notulen dan atau buku kas harian. (3). Minimal mempunyai kegiatan rutin, minimal ada pertemuan bulanan. (4). Anggota kelompok yang meminjam maksimal 100 % Anggota. (5). Dalam satu kelompok yang meminjam tidak boleh terdiri ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang masuk dalam 1 (satu) Kartu KK. b. Kelompok pengelola pinjaman (executting) dengan persyaratan. tambahan : (1). Minimal, berumur 3 tahun. (2). Mempunyai pengalaman mengelola dana simpanan dan pinjaman
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minimal 2 tahun. (3). Mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga secara tertulis. (4). Pernah mendapat pinjaman dari UPK minimal 2 kali dengan pembayaran angsuran kategori lancar. (5). Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan dan pinjaman mencakup jenis-jenis simpanan, bunga simpanan, persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, sanksi secara tertulis. c. Kelompok penyalur pinjaman (chanelling) yang mengajukan pinjaman perguliran wajib mempunyai tabungan kelompok sebesar 10% dari besaran pengajuan pinjaman, selanjutnya tabungan tersebut sebagai agunan tanggung renteng. 7. Kelompok pengelola pinjaman (executing) yang mengajukan pinjaman perguliran wajib mempunyai tabungan kelompok sebesar 20% dari besaran pengajuan pinjaman, selanjutnya tabungan tersebut sebagai agunan tanggung renteng. 8. Kelompok pengelola pinjaman (executing) dapat mengajukan pinjaman maksimal sebesar 300% dari tabungan kelompok dan modal kelompok. B. PROSEDUR PERMOHONAN PINJAMAN PERGULIRAN 1. Mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan anggota kelompok yang menjadi pemanfaat pinjaman perguliran, dengan bukti daftar hadir dan berita acara pertemuan. 2. Menentukan jumlah angsuran, jadwal angsuran, sedangkan untuk kelompok pengelola pinjaman (chanelling) ditambahkan ketentuan penentuan tingkat bunga dan penentuan persyaratan pinjaman. 3. Proposal/permohonan pinjaman perguliran diserahkan ke UPK. 4. Anggota kelompok yang kelompoknya masih mempunyai pinjaman dari UPK, maka anggota kelompok tersebut tidak dapat membentuk kelompok baru untuk mengajukan pinjaman. Group Lending Kelompok SPP di Samatiga Kesuksesan kelompok-kelompok SPP di Kecamatan Samatiga salah satunya adalah persyaratan yang dikembangkan sendiri oleh kelompok. Persyaratan nomor 5 (lima) yang diminta UPK yakni harus mendapatkan persetujuan suami, persyaratan ini dikembangkan menjadi selain persetujuan suami atau keluarga juga harus memberikan boroh atau jaminan dalam bentuk apa saja. Selain memberikan jaminan berupa boroh, masyarakat yang bergabung ke dalam kelompok sudah melakukan seleksi siapa saja yang boleh menjadi anggota kelompok. Hal ini jelas bukan ketentuan dari UPK PNPM, namun inisiator pembentuk kelompok sendiri yang menentukan agar di



106 Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________



kemudian hari kelompoknya tidak mendapat sanksi yang menurut anggota kelompok sanksi itu dipandang sangat memalukan. Boroh sebenarnya tidak diperlukan dalam program ini, karena meminta boroh akan sama saja dengan menutup masyarakat tidak mampu dalam mengakses sumber keuangan untuk modal usaha. Namun, boroh yang dijaminkan kepada kelompok oleh anggotanya resiko yang ditanggung tidak seberat jika dijaminkan kepada sumber keuangan seperti bank. Selain boroh, kelompok juga menghimpun dana kas tersendiri. Konsepnya setiap membayar angsuran kepada bendahara, anggota wajib menyetor dana lebih. Sebelumnya pengurus kelompok menghitung antara dana yang harus disetor kelompok ke UPK PNPM dan jumlah yang harus menjadi dana kas kelompok. Dengan dana kas ini kelompok dapat berperan membantu seorang anggota yang sedang kesulitan membayar setoran. Dana kas ini dihimpun dari anggota kelompok sepanjang satu tahun (masa pinjaman), sehingga dalam kondisi tertentu dana kas kelompok benar-benar dapat dimanfaatkan untuk membantu anggota yang sedang kesulitan membayar angsuran, dan dapat dibagikan kembali jika anggota memutuskan keluar dari kelompok ketika masa pinjamannya telah diselesaikan. Dana Guliran Kelompok SPP dan Keuntungan UPK Kecamatan Samatiga selama tahun 2013, telah menggulirkan dana untuk simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). Jumlah ini hanya 88% dari seluruh dana yang direncanakan sebelumnya, dana yang direncanakan untuk guliran SPP tahun 2013 adalah sejumlah Rp. 2.869.000.000,- (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah). Dana guliran dari UPK yang diserap kelompok SPP di Kecamatan Samatiga memberikan keuntungan tersendiri bagi UPK, bahkan keuntungan itu selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Keuntungan yang diterima UPK pada tahun 2011 sejumlah Rp. 59.138.060 (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh rupiah), mengalami peningkatan sejumlah 78,58% (tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan persen) menjadi Rp. 105.609.070 (seratus lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah) pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013, juga mengalami peningkatan keuntungan menjadi Rp. 146.194.339 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau meningkat sebesar 38,43% (tiga puluh delapan koma empat puluh tiga persen).
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Sumber: Laporan UPK Kecamatan Samatiga Gambar 1. Grafik Keuntungan Dana Guliran Pada tahun 2014 ini UPK telah menetapkan target keuntungan yang lebih besar lagi, yakni sejumlah Rp. 250.369.888,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Untuk mencapai target tersebut UPK merencanakan menyediakan dana sebesar Rp. 3.520.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), sebagai dana guliran SPP. Dilihat dari besarnya keuntungan yang diterima, menunjukkan keberhasilan program SPP yang dikelola oleh UPK Kecamatan Samatiga. Keuntungan tersebut mengindikasikan adanya proses pengembalian yang stabil dan terkontrol. Asumsinya adalah jika pengembalian tidak stabil dan terkontrol oleh UPK, maka keuntungan yang diperoleh tidak akan signifikan. Akan tetapi, pengembalian yang rutin dan terkontrol akan meningkatkan modal dana guliran SPP, karena pengembalian disertai dengan bunga sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun. Perkembangan UMKM Kaum perempuan khususnya ibu-ibu di perdesaan memiliki waktu luang yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen. Selain waktu-waktu tersebut, perempuan di pedesaan tidak bekerja, sehingga tidak menambah penghasilan bagi keluarganya. Kondisi seperti ini dilihat PNPM Mandiri Perdesaan untuk memberdayakan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). SPP ini merupakan kegiatan perguliran dana
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untuk menjadikan masyarakat miskin perdesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan waktu luang dan peluang usaha yang ada di lingkungannya sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Dengan program SPP ini tenaga perempuan di perdesaan akan termanfaatkan dan menjadi produktif. Artinya, dengan program SPP ini mampu membuka usaha-usaha baru skala kecil di tingkat perdesaan. Guliran dana SPP dari UPK Kecamatan Samatiga secara tidak langsung telah mampu membangun UMKM di gampong-gampong di wilayah Kecamatan Samatiga. Data penelitian menunjukkan pada tahun 2013 telah terbentuk 56 (lima puluh enam) kelompok pengusul program SPP, di mana pengusul kelompokkelompok ini telah membuat perencanaan usaha sesuai kemampuan dan keterampilannya masing-masing. Program SPP secara nyata mampu merangsang masyarakat untuk melakukan usaha meskipun hanya kecilkecilan. Sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah telah memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Data BPS tahun 2011, UMKM mampu menyumbangkan pendapatan (PDB) sebesar 1 369 326.00 (dalam satuan miliar), atau menyumbangkan pertumbuhan sumbangan PDB sebesar 6,76 persen. Sedangkan data sementara BPS sumbangan PDB sektor UMKM sebesar 1504928,2 (dalam satuan miliar), atau menyumbangkan pertumbuhan PDB sebesar 9,90 persen (http://www.bps.go.id/). Hasil amatan di lapangan menunjukkan, bahwa dana dari program pemberdayaan SPP UPK-PNPM Perdesaan di Kecamatan Samatiga mampu memunculkan kelompok-kelompok pengusaha kecil di masyarakat. Data UPKPNPM Kecamatan Samatiga juga menunjukkan adanya peningkatan dana guliran dan peningkatan keuntungan dari tahun ke tahun (LPJ UPK Samatiga 2013). Kemunculan kelompok usaha tersebut, berdasarkan laporan keuntungan dari guliran dana SPP sangat jelas menunjukkan adanya peningkatan aset UPK, dan itu menunjukkan adanya pertumbuhan PDB nasional. Kelompok Sabe Pakat dan Sinar Bahari dari Gampong Kuala Bubon, menekuni usaha pembuatan ikan asin yang sempat dipasarkan sampai ke Kuala Bhee yancg merupakan ibu kota Kecamatan Woyla Induk. Gampong Kula Bubon merupakan daerah pesisir, sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Ketika para lelaki pergi melaut, kaum ibu atau perempuan memanfaatkan waktunya untuk membuat ikan asin agar bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Kelompok-kelompok dari Gampong Suak Gedubang, seperti Usaha Tamita, walaupun gampong di daerah pesisir, namun memiliki pemandangan pantai yang indah, sehingga oleh masyarakat dijadikan sebagai obyek pariwisata lokal. Kondisi ini membuat warganya berinisiatif untuk membuka
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tempat peristirahatan untuk menikmati indahnya pemandangan. Tempat wisata local/peristirahatan ini juga menyediakan berbagai macam menu minuman dan makanan. Untuk menopang usahanya, kelompok-kelompok SPP dari gampong ini memanfaatkan layanan SPP dari UPK Kecamatan Samatiga. Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok-kelompok SPP serupa juga berdiri di gampong-gampong lainnya yang mencoba memanfaatkan potensi desanya masing-masing. Jika satu kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang, dan semua anggota kelompok terlibat dalam usaha yang dibangun, maka 56 kelompok yang tersebar di seluruh Kecamatan Samatiga akan menyerap tenaga kerja sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang. Angka tersebut belum termasuk jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh masing-masing tempat usaha. Sebagai contoh, kelompok Usaha Tamita yang terdiri dari 10 anggota. Masing-masing anggota memiliki tempat usaha berupa warung makanan dan minuman, pemilik warung ini tidak bisa bekerja sendirian di tempat usahanya yang rata-rata luasnya kurang lebih 15 x 50 meter. Untuk itu, anggota kelompok akan merekrut tenaga kerja baik dari lingkungan keluarga maupun dari orang lain. Jika diasumsikan masing-masing merekrut 2 orang tenaga kerja, maka total tenaga kerja terserap kurang lebih 560 x 2 tenaga kerja = 1.120 orang. Hal ini selaras dengan data BPS, bahwa pertumbuhan UMKM pada tahun 2010 sampai dengan 2012, juga diikuti dengan laju pertumbuhan tenaga kerja. Tahun 2010 tercatat bahwa jumlah tenaga kerja UMKM sejumlah 99.401.775 orang, dan jumlah ini semakin meningkat hingga tahun 2012 tercatat jumlah tenaga kerja UMKM sejumlah 107.657.509 orang (http://www.bps.go.id/). Pendampingan Dalam membantu mensukseskan kelompok-kelompok yang mengajukan SPP, sekaligus menjaga agar dana digunakan sesuai dengan kebutuhan, UPK Kecamatan Samatiga telah memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan. Pendampingan yang dilakukan khusus pada pengelolaan atau manajemen keuangan, pengarsipan dan pelaporan. Untuk itu, dengan kerjasama pelaku PNPM lainnya di tingkat kecamatan, UPK melakukan pelatihan-pelatihan sebagai berikut: a. Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) gampong tahun 2014. b. Pelatihan Tim verifikasi usulan kegiatan tahun 2014. c. Pelatihan Tim monitoring. d. Pelatihan tim pemeliharaan. e. Pelatihan aparatur gampong. Selain pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat, UPK juga meningkatkan kemampuan petugas agar lebih terampil dalam membantu dan memberikan layanan kepada
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masyarakat. Berdasarkan beberapa program pendampingan yang dilakukan UPK, tampak bahwa sejauh ini pendampingan hanya sebatas pada pengelolaan administrasi kelompok-kelompok SPP. Hal ini dapat dipahami karena keberhasilan kelompok ditunjukkan dengan rutinitas kelompok melakukan setoran kepada UPK, sehingga pada waktu yang ditentukan total pinjaman kelompok dapat terbayar lunas. Pengelola dana guliran SPP belum mampu memberikan pendampingan kepada anggota kelompok dalam pengelolaan usaha. Tentu akan sangat bermanfaat apabila UPK memberikan dampingan kepada anggota kelompok yang melakukan usaha, karena dampingan ini akan memperbesar peluang anggota kelompok menuju kesuksesan usaha yang berujung pada bukan hanya lancar dalam membayar setoran tetapi juga keberlangsungan usaha masyarakat. Ketidakmampuan UPK dalam pendampingan mengelola usaha yang dilakukan anggota kelompok SPP disebabkan ketiadaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha. Solusinya UPK harus mendatangkan tenaga ahli untuk mendampingi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha anggota kelompok SPP, dan sejauh ini belum pernah dilakukan. Hasil Uji Statistik Untuk melihat dampak atau pengaruh guliran dana simpan pinjam khusus untuk perempuan (SPP) terhadap tenaga kerja dan UMKM juga dilakukan melalui uji statistik. Dalam penelitian ini digunakan software SPSS 11.5 untuk menganalisis ada atau tidaknya dampak guliran dana SPP. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuisioner, dapat dilakukan uji validitas dan realibilitas terlebih dahulu, sebagaimana berikut ini: Pengujian Validitas dan Realibilitas Variabel X (guliran dana SPP) Pada variabel X yang merupakan variabel bebas (independent), atau variabel yang mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Variabel ini dibuat dalam beberapa pertanyaan untuk memperjelas guliran dana simpan pinjam khusus untuk perempuan. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan tertutup, dimana jawaban dibatasi dengan skala linkert, yakni 1. Sangat Tidak Setuju, 2. Tidak Setuju, 3. Kurang Setuju, 4. Setuju, dan 5. Sangat Setuju. Uji validitas variable X terjadi tiga kali untuk mendapatkan data yang valid, di mana R tabel yang didapatkan berturut-turut 0,388 pada uji validitas pertama, 0,381 pada uji validitas kedua, dan 0,374 pada uji validitas ke tiga. Berdasarkan uji validitas yang ketiga tersebut, semua nilai pada kolom Corrected Item-Total Correlation menunjukkan nilai yang lebih besar dari Rtabel yakni dengan nilai df=30-4=26, tampak Rtabel bernilai 0,374, dan semua pertanyaan valid. Sementara itu, pada uji realibilitas ditunjukkan dengan nilai
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alpha cronbach pada uji validitas yang sudah valid. Data valid semua ditunjukkan pada pengujian ketiga, dan muncul nilai alpha cronbach’s adalah 0,7551. Angka tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga disebut realibel. Suatu data dapat disebut realibel etika nilainya Alpha Cronbach’s > 0,60. Berdasarkan tabel di atas maka dapat dipastikan bahwa data variabel X telah realibel, karena alpha cronbach’s menunjukkan angka 0,7551, dan berarti lebih besar dari 0,60. Uji Validitas dan Reabilitas Pada Variabel Terikat (Y1) Uji validitas juga dilakukan pada variabel tergantung (Y1) yakni tentang penyerapan tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh guliran dana SPP terhadap tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja akibat kemunculan usaha yang dilakukan ibu-ibu anggota kelompok. Dengan demikian juga dapat dikatakan apakah guliran dana SPP tersebut bermanfaat untuk pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Samatiga atau tidak. Setelah semua data pertanyaan yang mengarah pada tenaga kerja dianalisis dengan SPSS 11.5, maka data yang diperoleh menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid, karena Corrected Item-Total Correlation atau Rhitung lebih tinggi dari pada Rtabel. Rtabel dapat dilihat pada baris (df=30-7) ke 23, di mana menunjukkan angka 0,367. Sedangkan dalam tabel realiability statistik juga sudah realibel karena nilai alpha cronbach menunjukkan 0,7872 dan lebih besar dari alpha cronbach 0,60. Artinya uji validitas pada variabel Y1 ini dapat dilakukan hanya satu kali pengujian saja. Uji Validitas dan Reabilitas Pada Variabel Terikat (Y2) Hasil uji validitas pada variabel terikat ke dua (Y2) yakni tentang pengaruh guliran dana SPP terhadap perkembangan UMKM juga menunjukkan angka nilai yang serupa dengan variabel terikat pertama, artinya semua pertanyaan menunjukkan valid, dengan R table 0,374, sedangkan R hitung paling rendah adalah 0,4354. Sementara itu dalam tabel realiability nilainya tampak realibel, hal ini ditunjukkan dengan nilai alpha cronbach sebesar 0,8142. Pada uji validitas variabel terikat Y2 ini juga hanya dilakukan sekali pengujian saja. Uji Regresi Linear Hasil penghitungan SPSS menunjukan koefisien determinasi, dengan adjusted R Square sebesar 0,637 yang berarti guliran dana SPP berpengaruh terhadap tenaga kerja sebesar 63,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lainnya.
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Tabel 3: Koefisien determinasi Pengaruh Guliran Dana SPP Terhadap Tenaga Kerja Model Summary(b) Model



R 1



R Square



.806(a)



Adjusted R Square
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Std. Error of the Estimate
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a Predictors: (Constant), JMLX b Dependent Variable: JMLY1 Sementara itu koefisien determinasi yang ditunjukkan analisis SPSS pada pengaruh guliran dana SPP terhadap perkembangan UMKM adalah sebesar 65,1% dan sisanya ditentukan faktor lain, hal ini ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,651. Tabel 4: Koefisien determinasi Pengaruh Guliran Dana SPP Terhadap Perkembangan UMKM Model Summary(b) Model
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Std. Error of the Estimate .651



18.96693



a Predictors: (Constant), JMLX b Dependent Variable: JMLY2 Dalam tabel Koefisien juga menunjukkan adanya dampak atau pengaruh guliran dana SPP terhadap tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM. Lebih jelas dapat dilihat tabel koefisien berikut: Tabel 5: Tabel Koefisien Pengaruh Dana Guliran SPP Terhadap Tenaga Kerja Coefficients(a) Model 1



(Constant) JMLX



Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 17.414 18.594 .663 .092 .806



t



Sig.



.937 7.210



.357 .000



a Dependent Variable: JMLY1 Tabel 6: Tabel Koefisien Pengaruh Dana Guliran SPP Terhadap UMKM Coefficients(a) Model 1



(Constant) JMLX



Unstandardized Coefficients Std. Error B 28.686 23.348 .857 .115



a Dependent Variable: JMLY2



Standardized Coefficients Beta .814



t 1.229 7.419



Sig. .229 .000
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Rumusan asumsinya adalah: H0 : Tidak ada dampak atau pengaruh guliran dana SPP terhadap Tenaga Kerja H1 : Ada pengaruh atau dampak guliran dana SPP terhadap Tenaga Kerja dan H0 : Tidak ada dampak atau pengaruh guliran dana SPP terhadap perkembangan UMKM H2 : Ada pengaruh atau dampak guliran dana SPP terhadap perkembangan UMKM. Tabel-tabel coefficients di atas menunjukkan T atau uji parsial, nilai sig pada jumlahx sebesar 0,000. Karena sig lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian maka guliran dana SPP berpengaruh pada tenaga kerja dan berpengaruh pada perkembangan UMKM. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa; 1. Keragaan penyaluran pinjaman bergulir program SPP bagi UMKM di Kecamatan Samatiga dilakukan melalui kelompok-kelompok sebagai pengusul program SPP, yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh UPK. 2. Guliran dana SPP PNPM Mandiri Perdesaan memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan perkembangan UMKM di Kecamatan Samatiga. Terbukti dengan munculnya lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja khususnya perempuan di pedesaan, bahkan mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga bukan hanya anggota kelompok tetapi juga orang-orang yang direkrut sebagai tenaga kerja. Dampak atau pengaruh guliran dana SPP terhadap tenaga kerja dan perkembangan UMKM ini ditunjukkan dengan tabel koefisien di mana nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian maka guliran dana SPP berpengaruh pada tenaga kerja dan perkembangan UMKM. Saran Berdasarkan hasil kajian sementara, maka dapat diberikan saran kepada UPK: 1. Agar diberikan pendampingan mengenai keterampilan yang berkaitan dengan keahlian dalam bidang usaha yang ditekuni oleh masyarakat. Selama ini UPK baru sebatas memberikan pendampingan mengenai
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sistem pembukuan administrasi yang baik, dan belum mengarah kepada keterampilan usaha. 2. UPK tidak memerlukan syarat berupa anggunan, tetapi syarat keanggotaan kelompok harus menyerahkan boroh/anggunan, sebaiknya dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dengan syarat anggota kelompok harus menyerahkan boroh, akan menghambat masyarakat yang tidak memiliki jaminan untuk menjadi anggota kelompok SPP.
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PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ACEH JAYA PASCA GEMPA DAN TSUNAMI 2004 Akmal Saputra Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email: [email protected]



Abstract This paper explains the social changes of Aceh Jaya society after the earthquake and tsunami 2004.This paper focuses on three things: changes in religious, social and cultural life as well as see the efforts of Aceh Jaya government in responding to the changes. The purpose of this research is to disclose the changes that occurred after the earthquake and tsunami which become the evaluation material for the policy maker and the planner of the community development program. The theory used in this research is the theory of social change. The method used in this research is qualitative method. Research findings indicate that there has been a change in the religious, social and cultural life of the Aceh Jaya community as a result of community development programs. Some of its development programs have an impact on people's non-self-reliance and some have been infiltrated by aqidah silting efforts which will then affect the religious life of the Aceh Jaya people. Changes in society also occur due to contact or interaction with different cultures that lasted for long periods of time. The Government of Aceh Jaya has made efforts to restore society to the expected conditions in accordance with the values prevailing in the Aceh Jaya society . Key Words: Community Development, Social Change



1. PENDAHULUAN Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada akhir Desember 2013 yang mencoba untuk mengungkapkan bagaimana situasi sosial masyarakat pasca bencana alam gempa dan tsunami Desember 2004 di Aceh Jaya, tulisan ini fokus melihat pada perubahan sosial masyarakat. Penulis mencoba membongkar pada tiga aspek perubahan, yaitu perubahan pada kehidupan keagamaan, kehidupan sosial dan aspek budaya, kemudian apa upaya-upaya pemerintah Aceh Jaya dalam menanggapi persoalan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jika melihat perubahan maka akan melihat pra, saat dan pasca. Tulisan ini sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap situasi sosial dan perubahan sosial pasca bencana alam dan pasca program pembangunan masyarakat yang dimotori oleh NGO (Non Goverment Organization) baik asing maupun lokal di Aceh Jaya. Sebelum bencana alam gempa dan tsunami kehidupan masyarakat Aceh Jaya berjalan dengan normal, nilai-nilai kearifan lokal masih berjalan dengan baik, masyarakat belum terkontaminasi dengan budaya-budaya yang dianggap asing, masyarakat beraktivitas sesuai dengan keahlian masing-masing, baik sebagai petani, nelayan, pekebun, pedagang dan sebagian bekerja dilingkungan pemerintahan, namun pasca gempa dan tsunami masyarakat Aceh Jaya mengalami krisis dari berbagai sektor, kehilangan mata pencaharian,
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kehilangan tempat tinggal dan kehilangan terhadap berbagai akses terhadap sumber-sumber ekonomi, bahkan juga kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Permasalahan ini yang kemudian mengakibatkan angka kemiskinan di Aceh Jaya menjadi meningkat. Aceh Jaya merupakan salah satu wilayah terparah yang mengalami dampak bencana, selain wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Barat. Hasil observasi di beberapa daerah lain di Aceh, pasca implementasi program-program pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh NGO lokal maupun asing, akan menyisakan berbagai persoalan baru bagi masyarakat setempat yang kemudian dinamakan dengan bencana sosial. Salah satunya, pada masa tanggap darurat bencana masyarakat selalu mendapatkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus bekerja, hal inilah yang kemudian mengubah perilaku sosial masyarakat, dari masyarakat yang punya etos kerja yang tinggi menjadi masyarakat yang dimanjakan oleh bantuan (charity). Pasca gempa dan tsunami, Aceh Jaya menjadi daerah yang sangat terbuka terhadap dunia luar, hampir semua masyarakat dunia internasional dan juga nasional dapat kita temukan di kabupaten Aceh Jaya, mereka datang melalui NGO dengan mengemban berbagai misi. Keterbukaan dan kontak terhadap dunia luar yang kemudian berpengaruh kepada situasi sosial masyarakat dan berdampak pada nilai-nilai adat, kearifan lokal dan tradisi sosial budaya masyarakat Aceh Jaya. Berangkat dari situasi sosial yang ada, maka peneliti mencoba untuk membongkar dan mengungkapkan perubahan-perubahan pada masyarakat Aceh Jaya pasca gempa dan tsunami. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi di kabupaten Aceh Jaya adalah kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten yang mengalami musibah bencana alam gempa tsunami yang dahsyat. Manfaat dari penelitian ini adalah pertama, menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang akan mengambil kebijakan untuk proses pembangunan masyarakat, kedua, bermanfaat bagi NGO disetiap akan merancang dan merencanakan berbagai program-program pembangunan masyarakat, ketiga, bermanfaat bagi para akademisi dan peneliti berikutnya yang akan melaksanakan penelitian sebagai salah satu sumber data awal atau dokumen untuk menentukan penelitian berikutnya. 2.



TINJAUAN PUSTAKA Telah terdapat artikel yang mengulas tentang Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini, tulisan ini menguraikan tiga isu pokok yaitu: pertama, gotong royong sebagai perasaan dari Panca Sila dan penerapannya dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari, kedua, gotong royong mengandung unsur-unsur modal sosial, ketiga, kondisi masyarakat kontemporer yang berada dalam situasi kekacauan sosial karena lemahnya
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penerapan nilai-nilai gotong royong dalam interaksi sosial.1 Artikel ini memiliki hubungan yang erat dengan topik yang akan peneliti kaji, peneliti juga akan melihat bagaimana nilai-nilai gotong royong kaitannya dengan sosial dan budaya pasca gempa dan tsunami di kabupaten Aceh Jaya. Telah terdapat karya ilmiah sebelumnya yaitu skripsi yang di teliti oleh Ismaila Mahasiswa Jurusan PMI, Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry yang berjudul “Pengaruh Gempa dan Tsunami Terhadap Kehidupan Beragama Masyarakat Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya tahun 2008” penelitian ini fokus pada satu kecamatan dan kemudian juga fokus pada satu bidang saja, yaitu kehidupan beragama, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada tiga bidang, yaitu agama, sosial dan budaya kemudian fokus untuk satu wilayah yaitu Kabupaten Aceh Jaya. Perubahan Sosial Menurut Ogburn, perubahan sosial meliputi unsur unsur kebudayaan baik yang material maupun yang non-material. Ogburn menekankan bahwa adanya pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsurunsur non-material.2 Perubahan pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, geografis, atau biologis yang merupakan unsur-unsur kebudayaan material yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek aspek kehidupan sosial lainnya.3 Menurut Gillin dan Gillin, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena disebabkan oleh perubahan komposisi penduduk, kebudayaan material, kondisi geografis dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.4 Penyebab Perubahan Sosial Menurut Soekanto, penyebab perubahan sosial yaitu:5 adanya penemuan-penemuan baru, bertambah atau berkurangnya penduduk, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat, terjadinya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang 1 Tadjudin Noer Effendi, Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini, Vol 2, No 1 (2013). Jurnal Pemikiran Sosiologi. Departemen Sosiologi. Universitas Gadjah Mada. 2 Soekanto (1990) dalam Jelamu Ardu Marius. 2006. Kajian Analitik:Perubahan Sosial. Jurnal Penyuluhan. September 2006 ,Vol. 2, No. 2. Institut Pertanian Bogor. Hal. 126 3 Jelamu Ardu Marius. 2006. Kajian Analitik: Perubahan Sosial. Jurnal Penyuluhan. September 2006 ,Vol. 2, No. 2. Institut Pertanian Bogor. Hal. 126 4Soekanto (1990) dalam Jelamu Ardu Marius. 2006. Kajian Analitik:Perubahan Sosial. Jurnal Penyuluhan. September 2006 ,Vol. 2, No. 2. Institut Pertanian Bogor. Hal. 126. 5Soekanto (1981) dalam Juliana Lumitang, 2015. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara I. e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.2. Hal.4.
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berasal dari luar masyarakat yaitu: sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia dan peperangan dengan negara lain. 3.



METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Syariat Islam (Abdullah Sufi), Ketua MPU/Pimpinan Dayah Tanoh Anou dan Kepala Sekretariat MPU (Abati dan Hasyim), Pj Sekretariat MAA dan Staf Bagian Umum (Hj. Nur Ainah dan Rosmiati), Kepala KUA Kecamatan Teunom (Ismaila), tokoh masyarakat/tokoh Agama yang juga bertugas di Kemenag (Ismet), tokoh masyarakat/tokoh Agama Kecamatan Krueng Sabee (Tgk Ahmad, Tgk Azhari dan Tgk Rani). 4.



TEMUAN DAN PEMBAHASAN a. Perubahan Kehidupan Di Bidang Keagamaan, Sosial Dan Budaya Pada masa tanggap darurat bencana, pengamalan dibidang keagamaan pada sebagian masyarakat di Aceh Jaya mulai berkurang dan berubah, dibandingkan sebelum bencana gempa dan tsunami. Kegiatan dakwah yang disampaikan oleh para Da’i diterima kurang baik, menurut pak ismet6, masyarakat Aceh Jaya pasca gempa dan tsunami sedang mengalami krisis dari berbagai aspek, masyarakat sedang mengalami kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga dan kehilangan mata pencaharian, sehingga pengamalan di bidang keagamaan tidak berjalan dengan baik. Pasca gempa dan tsunami, masyarakat terlalu cepat menerima sesuatu hal yang baru, terkadang tanpa ada proses filter terlebih dahulu, kondisi yang demikian tentu saja di manfaat oleh kelompok-kelompok yang ingin mendangkalkan aqidah umat Islam melalui program-program kemanusiaan. Banyak bukti-bukti dokumen (buku dan selebaran) yang ditemukan oleh tokoh masyarakat tentang misi pendangkalan aqidah terhadap umat Islam pasca gempa dan tsunami. Selain itu juga muncul kasus yang langka yaitu tentang tanah wakaf, tanah wakaf yang sebelumnya di wakafkan oleh orang tuanya untuk kebutuhan umat sebelum gempa dan tsunami, kemudian di gugat dan di tarik kembali oleh anak-anaknya yang masih hidup pasca gempa dan tsunami. Ada beberapa kasus-kasus yang lain,7 ada sekelompok orang yang datang se-olah-olah hendak menyampaikan pesan-pesan agama kepada anakanak di salah satu sekolah MTsN di Aceh Jaya, namun yang terjadi adalah 6



Wawancara dengan Pak Ismet/tokoh masyarakat tanggal 26 Oktober 2013. dengan Pak Ismet/tokoh masyarakat, tanggal 26 Oktober 2013.



7Wawancara
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mereka mencoba mengkelabui pesan-pesan agama, seolah-olah datang dari lembaga yang akan menyampaikan pesan-pesan agama atau dakwah Islam, namun justru yang terjadi adalah mereka mencoba mempengaruhi anak-anak melalui logika, misalnya anak-anak diajak bermain dengan cara diberikan permen dan mainan, contoh: jika anak-anak mengatakan tuhannya satu, maka permennya dapat satu, jika anak-anak mengatakan tuhannya dua, maka permennya dapat dua, jika mengatakan tiga, maka permennya dapat tiga, tetapi sebagian anak-anak ada yang ragu untuk mengatakan tuhannya tiga atau lebih, tetapi karena anak-anak mengharapkan permen, ya mereka menyampaikan banyak, biar mendapatkan permen lebih banyak. Kasus yang lain lagi yaitu8: “kalian kan orang Islam, kenapa tidak disiplin?, jika kalian tidak disiplin berarti agama kalian tidak benar,” contoh yang lain “jika kalian berbuat salah, berarti tuhan akan mengambil tindakan kan ?” kemudian dia memberi contoh sambil menendang meja, kembali bertanya kepada anak-anak “mana tuhan kalian ? kok tidak ada tindakan apaapa dari tuhan?”. Kasus-kasus lainnya juga ditemukan berbagai selebaran dari NGO, mereka datang membawa bantuan logistik, namun sekaligus membawa misi pendangkalan aqidah terhadap umat Islam. Menurut penuturan tokoh masyarakat, mereka juga pernah akan melaksanakan kebaktian di daerah Setia Bakti dan Rigaih, namun mendapat penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Diatas Peneliti telah mengungkap beberapa kasus yang peneliti dapatkan dilapangan, kasus-kasus ini peneliti sampaikan untuk menjadi bahan evaluasi bagi setiap pemangku kebijakan khususnya pemerintah Aceh Jaya, agar tidak kembali terjadi proses pendangkalan aqidah bagi masyarakat Aceh Jaya dan juga di di daerah-daerah yang lain. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa ini bisa terjadi? Kemudian apa yang menyebabkan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh Jaya mengalami perubahan pasca gempa dan tsunami?. Pasca gempa dan tsunami9, sebagian masyarakat, termasuk tokoh Agama dan tokoh masyarakat pergi meninggalkan Aceh Jaya, karena kondisi tempat tinggal mereka yang sudah terkena dampak gempa dan tsunami, hal ini kemudian berdampak kepada masyarakat yang tinggal di barak-barak pengungsian, berkurangnya siraman-siraman rohani yang mereka terima dibarak-barak pengungsian, kondisi tempat tinggal yang tidak seperti biasa, dahulunya masyarakat tinggal di rumah masing-masing, namun sekarang tinggal di tenda atau barak pengungsian, kondisi kehilangan mata pencaharian. Berbagai persoalan ini kemudian menjadi sebuah peluang dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai misi misionaris dengan cara Wawancara dengan Pak Ismet/tokoh masyarakat, tanggal 26 Oktober 2013. Wawancara dengan Pak Abdullah Sufi/Kepala Dinas Syariat Islam, tanggal 23 Oktober 2013. 8



9
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memberi bantuan untuk menarik simpati dan kemudian mereka mencoba untuk menjalankan misi-misi pendangkalan aqidah. Berkurangnya pemahaman agama di dalam masyarakat di pengaruhi oleh kurangnya siraman-siraman rohani yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, selain dipengaruhi oleh adanya upaya-upaya asing yang mencoba untuk mendangkalkan aqidah umat Islam. Persoalan lainnya mengapa pendangkalan aqidah ini bisa terjadi di Aceh Jaya, hal ini disebabkan oleh kondisi di Aceh Jaya pada saat itu sedang mengalami krisis, kondisi sedang tanggap darurat bencana, rumah dan tempat tinggal tidak ada, makanan terbatas, hal ini yang membuat para tokoh atau da’i menjadi terbatas dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan selain ada penyusup yang datang ke Aceh Jaya untuk menyebarkan misi-misi pendangkalan aqidah melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Pasca gempa dan tsunami, peneliti juga menemukan bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada sebagian masyarakat Aceh Jaya, peneliti beranggapan bahwa perubahan perilaku yang terjadi adalah akibat adanya kontak dengan budaya yang berbeda, sebagian pendatang tentu saja membawa budaya yang berbeda dengan masyarakat setempat, bahkan ada yang mengabaikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kearifan lokal setempat, hal ini terjadi karena kondisi masyarakat Aceh Jaya pada saat itu sangat heterogen dan sangat terbuka bagi siapapun untuk masuk ke wilayah kabupaten Aceh Jaya. Masyarakat dari berbagai negara dan daerah dengan mudah kita temukan di Aceh Jaya, mereka hadir dengan berbagai misi, salah satunya adalah misi kemanusiaan. Sebelum bencana gempa dan tsunami pergaulan masyarakat masih dapat terkontrol melalui kontrol sosial masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal masih berjalan dengan baik selain kondisi masyarakat Aceh Jaya juga masih sangat homogen, kontak dengan budaya asing masih sangat terbatas. Perubahan perilaku masyarakat sangat mencolok terjadi pada masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Jaya, hal ini dikarenakan kontak dengan budaya asing dan proses interaksi dengan budaya yang berbeda menjadikan masyarakat terbiasa dengan kondisi tersebut dan kemudian berdampak kepada masyarakat Aceh Jaya pada umumnya. Pasca gempa dan tsunami, persoalan yang paling mencolok terjadi perubahan adalah kehilangan nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan pada masyarakat, nilai-nilai itu menjadi pudar. Sebagai salah satu contoh, gotong royong untuk membersihkan lingkungan sangat sulit dilakukan dibandingkan sebelum gempa dan tsunami, mengapa ini dapat terjadi? masyarakat telah di manjakan dengan pola program cash for work, karena setiap kegiatan membersihkan lingkungan akan mendapatkan bayaran, sekalipun itu lingkungan atau gampong sendiri, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk
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melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan dengan pola gotong royong yang sebelumnya telah ada pada masyarakat jauh sebelum gempa dan tsunami. Nilai-nilai gotong royong merupakan salah satu peninggalan budaya bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, nilai-nilai gotong-royong merupakan peninggalan budaya bangsa yang sangat berharga. Nilai-nilai gotong royong ini malah di belahan dunia yang lain sedang digalakkan untuk meningkat kegiatan kerjasama di masyarakat. Justru sangat disayangkan jika nilai-nilai gotong royong yang berasal dari negara kita, kemudian menjadi pudar dan bahkan hilang sama sekali. Lalu kemudian apa sesungguhnya yang menyebabnya nilai-nilai ini menjadi pudar dan hilang? Salah satu penyebabnya adalah dampak dari program-program pembangunan masyarakat pasca gempa dan tsunami yang terkadang tidak mendidik masyarakat untuk lebih mandiri seperti yang telah peneliti sebutkan diatas. Mengembalikan nilai-nilai ini ke kondisi semula dan semangat gotong royong di masyarakat tentu butuh waktu yang cukup panjang dan lama, nilai gotong royong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Aceh Jaya dan salah satu peninggalan budaya bangsa yang paling berharga. b. Upaya-Upaya Pemerintah Kondisi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik itu bidang agama, sosial dan budaya, adalah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh Jaya hari ini. penelti menilai pemerintah Aceh Jaya dalam hal ini tanggap terhadap kondisi yang telah terjadi, salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah Aceh Jaya adalah membentuk majelis taklim mubahasah, manajemen dan kegiatannya dimotori oleh pemerintah Aceh Jaya. Majelis taklim mubahasah ini dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali, pelaksanaan berpindah-pindah dari setiap kecamatan ke kecamatan yang lain, misalnya bulan ini di kecamatan Pasie Raya nanti selanjutnya menuju ke kecamatan yang lain, prosedurnya bupati akan mengirimkan surat kepada camat bahwa hari minggu terakhir bulan ini akan dilaksanakan majelis taklim mubahasah di kecamatan Pasie Raya, begitu juga pelaksanaan di kecamatan-kecamatan yang lain, tokoh-tokoh agama yang di kecamatan tersebut di undang untuk hadir pada kegiatan majelis taklim, materi yang disampaikan tentang fiqh, tauhid dan tasawuf dan kehidupan sosial masyarakat, mengenai jadwal pelaksanaannya mulai pukul 09.00 WIB hingga jam 15.00 WIB, materi akan disampaikan oleh 2 (dua) orang pemateri dan 2 (dua) orang pembantu pemateri, harapannya adalah dengan ada wadah yang seperti ini, tokoh-tokoh agama yang berada di kecamatan pelaksanaan bisa memberi/membagi ilmu ke pada masyarakat yang di kecamatan tersebut. Untuk memudahkan kegiatannya majelis taklim ini, pemerintah juga menyediakan bus sekolah untuk membawa peserta dari kecamatan yang lain ke kecamatan yang sedang melaksanakan majelis taklim mubahasah, selain itu
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pemerintah juga menyediakan dana Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kecamatan untuk kebutuhan transportasi bus sekolah, kegiatannya biasanya dilaksanakan pada hari minggu, hal ini dilakukan untuk menghindari benturan penggunaan bus sekolah, program ini sedang berjalan satu tahun setengah, pemerintah Aceh Jaya juga menyediakan dana Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan ini, selanjut juga ada bantuan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi pada pelaksanaan kegiatan majelis taklim, biasanya bantuan masyarakat ini gabungan dari beberapa gampong yang memberikan sumbangan konsumsi. Selain ada majelis taklim mubahasah, ada juga majelis taklim tauhid tasawuf pimpinan Syeikh Amran Wali, walaupun tidak banyak titiknya seperti mubahasah. Selain itu, untuk peningkatan kehidupan keagamaan juga dibentuk majelis-majelis taklim di tingkat kecamatan, mukim dan gampong, biasanya kegiatannya berjalan mingguan, misalnya 1 (satu) minggu sekali. 5.



KESIMPULAN Pada era global, perubahan-perubahan memang akan terus terjadi sesuai dengan perkembangan zaman, memang sangat sulit membendung perubahanperubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, teknologi terus berkembang, informasi begitu mudah diakses, kontak dengan budaya yang berbeda juga begitu mudah terjadi, namun nilai-nilai kearifan lokal harus terus dipertahankan agar tidak kehilangan identitas suatu bangsa. Pada penelitian ini, peneliti melihat tiga hal perubahan yang terjadi pada masyarakat Aceh Jaya, yaitu perubahan kehidupan keagamaan, sosial dan budaya, perubahan secara jelas terjadi yang merupakan dampak dari programprogram pembangunan masyarakat pasca gempa dan tsunami. programprogam pembangunan masyarakat yang sebagiannya kurang tepat sasaran dan kurang mendidik masyarakat untuk lebih mandiri, selain itu sebagian programprogram pembangunan masyarakat juga tidak murni sebagai program kemanusiaan, namun telah disusupi oleh program-program terselubung (misi pendangkalan aqidah) yang berdampak pada perubahan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh Jaya. Perubahan-perubahan sosial dan budaya juga terjadi akibat kontak dan interaksi sosial dengan budaya yang berbeda dalam rentang waktu yang lama, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dalam waktu yang lama di kabupaten Aceh Jaya dengan hadirnya berbagai suku dan bangsa di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga lambat laun mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Upaya-upaya pemerintah Aceh Jaya untuk mengembalikan masyarakat Aceh Jaya pada kondisi masyarakat yang agamis dan masyarakat yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dengan dibentuknya majelismajelis taklim untuk kembali memperkuat aqidah umat di kabupaten Aceh
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Jaya. 6. Daftar Pustaka Buku Edi Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung:Refika Aditama Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Ismaila, 2008. Pengaruh Gempa dan Tsunami Terhadap Kehidupan Beragama Masyarakat Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry (skripsi tidak diterbitkan). Jelamu Ardu Marius. 2006. Kajian Analitik:Perubahan Sosial. Jurnal Penyuluhan. September 2006 ,Vol. 2, No. 2. Institut Pertanian Bogor. Juliana Lumitang, 2015. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara I. e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.2. M.Dzikron A.M. 2009. Tragedi Tsunami di Aceh, Bencana Alam atau Rekayasa?. Yogyakarta: (MT&P) LAW FIRM. No. 2. Institut Pertanian Bogor. Piotr Sztompka. 2008, “Sosiologi Perubahan Sosial”Jakarta : Prenada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana2006-2009, Kerjasama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana di Dukung oleh UNDP. Perum Percetakan Negara RI. 2006 Soerjono Soekanto. 2010, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada Sutrisno Hadi. 2000. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset. Tadjudin Noer Effendi, Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini, Vol 2, No 1 (2013). Jurnal Pemikiran Sosiologi. Departemen Sosiologi. Universitas Gadjah Mada.
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